MENTER| PERHUBUNGAN
REFUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 25 TAHUN 2008
TENTANG
FENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHLBUMNGAM

bahwa dengan Kepulusan Menler Perhubungan Nomor KM 81
Tahun 2004 telah diatur mengenan penyelengoaraan angkutan
udara,

bahwa dalam rangka menampung perkembangan angkutan udara
dan untuk menjamin kelangsungan pelayanan psnerbangan peru
menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Momor KM 81
Tahun 2004 tentann Panvelenggaraan Angkutan Udara, dengan
Paraturan Mentar Perhubungan

Undang-Undang RI Nomnor 153 Tehun 1982 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Tahun 1932 Nomor 33 Tambahan Lembaran
Negara Nomaor 3481),

Peraturan Pemennizh Momor 40 Tahun 15995 tentang Angkutan
Lidara sobagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemsinah
MNomor 3 Tahun 2000 {Lembaran Negara Tahun 20060 Momar 7
Tambahan Lembaran Negara Momaor 3925);

Peraturan Presiden Momor 8 Tahun 2005 tentang Kedndukan,
Tugas. Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasl dan Tata Heija
Kemenlerian MNegara Republik !ndonesia sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Feraturan Fresiden Nomor 94 Tabun

2006,

[ )



4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organizasi dan Tugas Eselon | Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

5.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002
lentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005
tentang Struktur Orpanisasi dan Tata Kerja Departemen
Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

FENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA.

BAB |
KETENTLUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk
mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu pernalanan atau lebih dari satu
bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

Angkutan udara niaga adalah angkutan uvdara untuk umum dengan memungut
pambayaran,

Angkutan udara niaga berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan
pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur, dengan tarif tetentu dan
dipublikasikan.

Angkutan udara niaga tidak berjadwal adalah angkutan udara niaga yang
dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur,
dengan tarif sesual kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dan fidak
dipublikasikan.

Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara tidak untuk umum, tanpa
memungut bayaran dan hanya digunakan untuk menunang kegiatan pokoknya.



10.

11.

12.

13

(1)

12)

Lngleutan udara porintiz adalah angkutan udara niaga yang melayanl jaringan dan
rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman atau
daerah yang sukar terhubungi oleh moda transportasi lain dan secara komersial
belum menguntungkan.

Fusat kegiatan operasl penerbangan (operafion base) adalah bandar udara yang
dijadikan tempat bagl suatu perusahaan angkutan udara niaga untuk menyebarkan
angkutannya ke tempat-tempat tujuan lainnya yang menjadi daerah pedayanannya.

Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar
udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan

Jaringan penerbangan adalah kumpulan dari rute penerbangan yang merupakan
satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan udara.

Keterlambatan adalah tidak terpenubinya jadwal penerbangan yang telah ditetapkan
oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal karena berbagai faktor penyebab.

Tiket adalah dokumen cetak atau elektronk yang merupakan salah satu alat bukli
adanya perjanjian pengangkutan udara antara penumpang dengan pengangkut.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan sipll.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertangggung jawab di bidang
perhubungan udara.

BAB Il
JENIS DAN PERSYARATAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA,

Bagian Pertama
Jenis Kegiatan Angkutan Udara

Pasal 2
Kegiatan angkutan udara terdin atas :
a. angkutan udara niaga, dan

b. angkutan udara bukan niaga.

Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi :



(1)

(2)

i3}

(1)

d. angkutan udara niaga berjadwal dan
b.  angkutan udara niaga fidak berjadwal

Bagian Kedua
Persyaratan Keglatan Angkutan Udara Niaga

Pasgal 3

Kegiatan angkutan Udara Niaga dapat dilakukan setelah mendapat izin usaha
angkutan udara niaga dari Direktur Jenderal

lzin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a. Izin usaha angkutan udara niaga berjadwal; dan
b. izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayal (2) berlaku selama pemegang izin
masih menjalankan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dan terus
menerus mengoperasikan pesawal udara sesuai dengan izin usaha yang diberikan
dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi

Pagzal 4

Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal menurut contoh
1 dalam Lampiran | Peraturan ini, dengan melampirkan

a. akta pendirian perusahaan dalam bentuk Persercan Terbatas (PT) yang telah
disahkan aleh Menteri yang berwenang dan salah satu usahanya bergerak di
bidang angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal;

b. MNomor Pokok Waji Pajak (NPWP);

surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang,;

sural persetujuan dar Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan

Koordingsi Penanaman Modal Daerah apabiia yang bersangkutan

menggunakan fasilitas penanaman modal;

e, tanda bukti modal yang disetor;

f, garansijaminan Bank; dan

g. rencana bisnis (business plan) untuk kurun waktu minimal § (ma) tahun yang
sekurang-kurangnya memuat:

a0

1) jenis dan jumiah pasawat udara yang akan dioperasikan,

2) rencana pusal kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rute
penerbangan bagi perusahaan angkutan udara nisga beradwal;

3} aspek pemasaran dalam bentuk polensl permintaan pasar angkutan
udara (demand):



2

(1)

(2)

{3)

4) =sumher daya manusia termasuk teknisi dan awak pesawat udara;
5) kesiapan atau kelayakan operasi;
8) analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f,
diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisir cieh instansi yang
mengeluarkan, dan apabila diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta pemohon
untuk menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal &

Jenis dan jumlah pesawsat udara yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g butir 1), untuk tahun pertama sebagai berikut:

a. angkutan udara niaga berjadwal minimal 2 {dua) unit pesawat udara dimiliki
dan 3 (tiga) unit pesawal udara dikuasal dengan jenis yang mendukung
kelangsungan usaha;

b. -angkutan udara niaga tidak berjadwal minimal 1 (satu) unil pesawal udara
dimilki dan 2 (dua) unit pesawal udara dikuasal dengan jenis yang
mendukung kelangsungan usaha,

€. angkutan udara niaga khusus kargo minimal 2 (dua)} unit pesawat udara
dikuasal;

Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rute
penarbangan bagi perusahaan angkutan udara niaga beradwal sabagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g butir 2), sekurang-kurangnya
menggambarkan;

d. [lencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operafion base);

b. petajarngan rute penerbangan,

c. rute, frekuensi, rotasi diagram penerbangan dan utiisasi pesawat udara yang
akan dilayani secara bertahap selama 5 (ima) tahun;

d. rute penerbangan yang akan dilayani sebagaimana dimaksud huruf c
maksimal 55 % (lima puluh lima persen) untuk rute sangat padat dan rute
padat, dan minimal 45 % (empat puluh lima persen) untuk rute kurang padat
dan rute tidak padat.

Aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g butir 3},
sekurang-kurangnya memuat:

a. peluang pasar angkutan udara secara Umum maupun secara khusus pada
rute penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani, meliputr;

1) perkembangan jumiah permintaan penumpang atau kargo per tahun
uniuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir pada rute
penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani,



(4]

{5)

(6)

i7)

2] potensi jumlah permintaan penumpang atau kargo per tahun uniuk
jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan pada rute
penerbangan atau daerah operas| yang akan dilayani;

3) rencana utilisasi pesawat udara secara bertahap selama 5 (lima) tahun
ke depan bagi perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal; dan

4) kondisi pesaing yang ada saat ini pada rute panerbangan atau daerah
operasi yang akan dilayani.

b. target dan pangsa pasar yang akan diraih, meliputi:

1) segmen pasar yang akan dilayani sesuai dengan bidang usahanya; dan

2) pangsa pasar (market share) per tahun yang akan dirain pada masing-
masing rute penerbangan atau daerah operasi sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun ke depan.

sumber daya manusia termasuk feknisi dan awak pesawatl udara, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g bulir 4), sekurang-kurangnya memuat
tahapan kebutuhan sumber daya manusia langsung maupun tidak langsung
menyangkut kualifikasi dan jumlah per tahun untuk jangka wakiu sekurang-
kurangnya 3 (ima) tahun ke depan.

Kesiapan atau kelayakan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf g butir 5), sekurang-kurangrya memuat:

rencana pengadaan, pemeliharaan atau perawatan pesawat udara,
rencana pengadaan fasilitas pendukung operasional pesawat udara;
rencana pengadaan fasilitas pelayanan penurmpang pesawal udara;
rencana pemasaran jasa angkutan udara.

an o

Analisis dan evaluasi dari aspek ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g butir 6), sekurang-kurangnya memuat:

a. rencana investasl untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke
depan;

b. proyeksi aliran kas (cashflow), rugi - laba dan neraca untuk jangka wakiu
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan,

¢. hasil perhitungan yang meliputr;

1) periode pengembalian (payback period),

2) nilal barsih saat ini (nef present value);

3) tingkat kemampulabaan {(profitabilly indax),

4) tingkat pengembalian hasil intem (intemal rafe of return).

Secara terinci acuan penyusunan rencana bisnis (business plan) perusahaan
angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal menurut contoh 2 dalam
Lampiran | Peraturan ini.



Pasal &

Dalam melakukan penilaian terhadap permchonan izin usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Direktur Jenderal memperhatikan:

a  kelangsungan usaha dari perusahaan angkutan udara niaga berjadwal;
b. keseimbangan antara permintaan dan penawaran jasa angkutan udara; dan
¢ terayaninya seluruh rute yang telah ditetapkan.

Pasal 7

(1)  Direktur Jenderal memberikan izin usaha apabila pemohon telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta berdasarkan
penilaian yang dinyatakan mampu untuk melakukan kegiatan usaha sesual jenis
izin usaha yang dimohon.

{2) Pemberian atau penclakan atas permohonan izin usaha oleh Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis dalam janghka waktu
80 (enam puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap menurut
coentoh 3 dan 4 dalam Lampiran | Peraturan ini

Pasal 8

{1} Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk
kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dilampirkan rute penerbangan sesuai
rencana bisnis (business plan) yang telah disetujui.

(2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap rute penerbangan yang termuat
dalam lampiran izin usaha yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), sekurang-kurangnya 1 (satu) kali datam 3 (lima) tahun
Fasal &
Perusahan angkutan udara niaga yang lelah mendapatkan izin usaha diharuskan untuk:

a melakukan kegiatan usahanya secara nyala dengan mengoperasikan pesawal
udara sesuai dengan izin usaha yang diberikan selambat-lambatnya 12 (dua belas)
bulan sejak izin usaha diterbitkan;

b melaporkan kepada Direktur Jenderal apablla terjadi perubahan data sebagaimana
tercantum dalam izin usaha beserta bukti perubahannya;

. memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk berjadwal atau huraf b untuk
tidak berjadwal, serta huruf ¢ untuk angkutan udara niaga kargo,

d mematuhi ketentuan—ketentuan di bidang teknis dan operasional penarbangan;

e, meningkatkan kualitag personil para direksi dan para pejabat setingkat di
bawahnya, general manager dan kepala cabang perusahaan dangan mengikuti
pendidikan dan pelatihan;

T menyampaikan rekening koran posisi terakhir.



(1)

(2)

(3}

Pasal 10

lzin usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilarang
dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha
angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesual izin
usaha yang diberikan.

FPemindahtanganan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bantuk
merubah sebagian atau seluruh saham perusahaan

Perubahan nama perusahaan angkutan udara sesual izin usaha yang dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan izin dar Direkiur
Jenderal

Bagian Ketiga
Persyaratan Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga

Fasal 11

Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b, dapat dilakukan oleh,

pRoow

(1

(2}

(1

pemerintah;

pemerintah daerah;

badan hukum Indonesia;

lembaga tertentu; atau

persegrangan warga negara Indonesia.

Pasal 12

Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dapat dilakukan setelah mendapat zin kegiatan angkutan udara darl Direktur
Jenderal.

lzin kegiatan angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku
selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyala
dan terus menerus mengoperasikan pesawal udara sesual dengan izin kegiatan
yang diberikan.

Pa=sal 13

Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, ayat (1), pemchon mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Direktur Jenderal menurut contoh 5 dalam Lampiran | Peraturan ini, dengan
melampirkan:



(2]

(1)

[2)

(3)

(4)

{5)

(&)

a. izin dari instansi yang membina kegiatan pokoknya;

b.  akta pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan hukum Indonesia yang
tefah disahkan oleh Menteri yang berwenang atau tanda jafi diri bagi pemohon
parorangan atau lembaga tertentu;

Nomar Pokok Wajib Pajak (NPWP);

surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
@, rencana keglatan angkutan udara yang sekurang-kurangnya meliputi-

1)  kegiatan pokoknya;

2] tujuan penggunaan pesawat udara,

3} daerah operasi;

4) jenis dan jumiah pesawat udara yang akan dioperasikan;
5] kesiapan operasl

o L

Dokumen sebagaimana tersebul pada ayal (1) hurul a sampai dengan huruf d,
diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalsir oleh instansi yang
mengeiuarkan, dan apabila diperiukan, Direktur Jenderal dapat meminta pemohon
untuk menunjukkan dokumen aslinya

Fasal 14

Kegiatan pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf & butir
1), merupakan kegiatan inti usaha yang perlu ditunjang dengan kegiatan angkutan
udara.

Tujuan penggunaan pesawat udara ssbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
{1} huruf e butir 2}, harus memuat gambaran singkat mengenai tujuan penggunaan
pesawat udara dikaitkan dengan kegiatan inti usahanya.

Daerah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf & butic 3},
harus menyebutkan cakupan wilayah kegiatan penerbangan yang meanunjang
kegiatan inti usshanya

Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf & butir 4), sekurang-kurangnya memuat:

a, jenis dan jumiah pesawat udara yang akan dioperasikan;
b. sumber dan cara pengadaan pesawat udara;

Kesiapan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayal (1) huruf e butir §),
sekurang-kKurangnya memuat.

a. rencana pengadaan, pemeliharaan atau perawalan pesawat udara,
b. rencana pengadaan fasilitas pendukung operasional pesawat udara,
c. sumber daya manusia yang lersedia.

Secara lerinci acuan penyusunan rencana kegiatan sngkutan udara bukan nlaga,
menurut contoh & dalam Lampiran | Peraturan ini.



(1}

(2)

Pazal 15

Direktur Jenderal memberikan izin kegiatan angkutan udara apabila pemohon telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 13 dan Pasal 14 serta
bardasarkan penilaian dinyatakan mampu untuk melakukan kegiatan angkutan
udara.

Pemberian atau penoclakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja
setelah permohonan ditedima secara lengkap menurut contoh 7 dan 8 pada
Lampiran | Peraturan ini.

Pasal 16

Pemegang izin kegiatan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
diharuskan:

4.

melakukan kegistan angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan
pesawat udara selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan;

melaporkan apabila teriadi perubahan data sebagaimana tercantum dalam izin
kegiatan angkutan udara;

mematuhi ketentuan—ketentuan di bidang teknis dan operasional penerbangan.

BAB I
JARINGAN DAN RUTE PENERBANGAN

Pasal 17
Jaringan penerbangan terdin dari .
a jaringan panerbangan dalam negeri;
b. jaringan penerbangan luar negen.

Pasal 18

Jaringan penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hurnaf a,
merupakan kumpulan rute dalam negeri yang dibedakan berdasarkan.

a.
b.

struktur rute penerbangan;

pemanfaatan rute penerbangan.

10
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(2)
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(4)

(1)

(2]

(3)

Fasal 19

Struktur rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dibagi
berdasarkan:

a. rute utama;

b. rute pengumpan,
C. rute perintis.

Rute utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi
meanghubungkan antar bandar udara pusat penyebaran.

Rute pangumpan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b, berfungsi sebagai
penunjang rute ulama yang menghubungkan:

8. bandar udara pusat penyebaran dengan bandar udara bukan pusat
penyebaran;
b. antar bandar udara bukan pusat penyebaran.

Rute perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf e, berfungsi
menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman serta daerah yang sukar
terhubungi oleh moda transportasi lain.

Pasal 20

Rute perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), ditetapkan dengan
mempertimbangkan:

a. untuk menghubungkan daerah terpencil atau padalaman, dan/atau
b. untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah; danfatau
c.  untuk mewujudkan stabllitas pertahanan dan kearmanan negara,

Daerah terpencil atau pedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
adalah daerah yang tidak dapat dihubungi oleh moda transportasi lain dan/atau
kapasitas kurang memenuhi permintaan.

Untuk mendorong perumbuhan dan pengembangan wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:

a. daerah tersebut berpotensi untuk dikembangkan,

b. untuk menunjang program pengembangan dan pembangunan daerah;
dan/atau

c. mendorony perkembangan sekior lain,

11
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(9]

(1

(2)

(3

(4]

{5}

(1)

(2]

Mowujudian stabilitas pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) huruf c adalah:

a. daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan negara lain: dan/atau
b, daerah tersebut berpotensi untuk terjadinya kerawanan.

Rute perintis sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal,

Pasal 21

Pemanfaatan rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 18 huruf b,
terdiri dari

rute sangat padat,
rute padat;

rute kurang padat ;
rute tidak padat.

oo ow

Fute sangat padal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila pada rute
tersabut jumiah panumpang lebih dar 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

Rute padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila jumiah
penumpang pada rute tersebut lebih dari dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)
sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

Rute kurang padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila jumiah
penumpang pada rute tersebut lebih dar 100.000 {seratus ribu) sampai dengan
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) orang per tahun,

Rute tidak padat sebagaimana dmmaksud pada ayat (1) huruf d, apabila jumbah
penumpang pada rute tersebut kurang dan atau sama dengan 100.000 (seralus
ribu) orang per tahun.

Faszal 22

Jaringan penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b,
merupakan kumpulan rute luar negeri yang ditetapkan berdasarkan perjanjian
angkutan udara bilateral dan/atau multilateral dengan negara-negara lain;

Penetapan rute luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan memperimbangkan:

a. permintaan jasa angkutan udara,

b. pengembangan pariwisata;
¢. potensi industri dan perdagangan ;
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(1}

(2]

d. potensi ekonomi daerah;
2. keterpaduan intra dan antar moda:
f.  kepentingan nasional

Pasal 23
Jaringan penerbangan ditetapkan oleh Direkiur Jenderal dengan memperhatikan

a. permintaan jasa angkutan udara yang potensial dengan perkiraan faktor muat
yang layak, kecuall rute perintis,

b. terpenuhinya persyaratan teknis operasi penerbangan;

fasilitas bandar udara yang sesual ketentuan keselamatan dan keamanan

penerbangan;

d. terlayani semua daerah yang memiliki bandar udara;

e. pusat kegiatan operasi penerbangan masing-masing perusahaan angkutan
udara; dan

f.  keterpaduan rute dalam neger dan rute luar negeri.

2

Jaringan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 1 (satu) tahun
dilakukan evaluasi.
BAB IV
ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI

Bagian Pertama
Angkutan Udara Niaga Berjadwal Untuk Penumpang

FPasal 24

Angkutan udara niaga berjadwal dalam negen hanya dapat dilakukan cleh perusahaan
nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sesuai rute
yang telah ditetapkan dalam lampiran izin usaha

{1

(2)

Pasal 25

Perusahaan angkutan wudara niaga beradwal yang akan melaksanakan
penerbangan sesuai rute sebagaimana ditelapkan dalam lampiran izin usaha,
harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan rute penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan udara harus menyampaikan
rencana operasi penerbangan untuk kurun wakiu 6 (enam)} bulan selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sabalum pelaksanaan rute penerbangan.



(h

(2]

(3)

(4)

n

12)

(3

(4}

Pasal 26

Rencana operasi penerbangan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 25 ayal (2),
sekurang-kurangnya memusat:

a.  rute penarbangan,

@ jadwal penerbangan (hari, jam keberangkatan dan kedatangan) yang telah

mendapat rekomendas! alokasi ketersediaan waktu terbang (slof time) dari

koordinator sfof;

|enis dan tipe pesawal yang dioperasikan

retasi diagram pesawal udara yang dioperasikan:

€. bukii memiliki sertifikat operator pesawat udara (Air Operator Certificate/A0C)
yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udaras

a6

Koordinatar siof sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huref b terdiri dan unsur
administrator bandar udara dan/atau kepsla bandar udara, pengelcla bandar udara
dan asosiasi perusahaan penerbangan nasional

F’_ﬂrsamjuan alau penolakan terhadap rencana operas| penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan ocleh Direktur Jenderal dengan
memperbimbangkan keseimbangan permintaan dan penawaran.

Persetujuan atau penolakan rencana operasi penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 {iga puluh) han kerja
setelah rencana operasi penerbangan dilerima secara lengkap menurut contoh 1
dan 2 dalam Lampiran || Peraturan im

Pasal 27

Rencana operasi penerbangan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus dilaksanakan selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 80 (gnam pulub) har kera dan dapat dilakukan 1 {satu) kall
perubahan nule,

Apabila pelaksanaan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagian atau seluruhnya bdak dilayani selama 21 (dua puluh satu) hari kalender
berturui-turut tanpa pembertahuan terlebih dahuiu kepada Direktur Jenderal, maka
rute penerbangan yang tidak dilayani tersebut dicabut dan dapat mengajukan
permohonan kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung tanggal pencabutan.

Penundaan pelaksanaan operasi penerbangan dalam m@ncana operasi
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat |1} yang dibentahukan kepada
Direktur Jenderal, maka penundaan pelaksanraan penerbangan dapat diberkan
perpanjangan selama 30 (tiga puluh) han kalender

Apabila penundaan sebagaimana pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka rute
penerbangan yang tidak dilayani tersebut dicabpul dan dapal mengagukan
permohonan kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung tanggal pencabutan.
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1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 28

Pelaksanaan operasi penerbangan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25, hanya dapat dilakukan perubahan 2 {dua) kali dalam perieda 180
(seratus delapan puluh) hari kalender,

Perubahan pelaksanaan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1). diajukan secara tertulls kepada Direktur Jenderal beserta alasan perubahan
selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) han kerja sebelum pelaksanaan.

Persetujuan atau penolakan perubahan pelaksanaan operasi penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Direktur Jenderal selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap
menurut contoh 3 dan 4 dalam Lampiran || Peraturan ini.

Pasal 29

Ferusahaan angkutan udara niaga yang melakukan angkutan udara niaga
berjadwal dapat melakukan penambahan kapasitas, berupa penambahan frekuensi
penerbangan dan/atau penggantian tipe pesawal udara dengan perbedaan
kapasitas tempat duduk lebih besar dan 25 % (dua puluh lima persen) setelah
mendapat persetujuan dar Direktur Jenderal,

Penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada rute
penerbangan yang dilayani lebih dari 1 (satu) perusahaan angkutan udara niaga
berjadwal dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. rute panarbangan yang telah ditetapkan dalam lampiran surat izin usaha;

b. uniuk rute utama dengan Bngkal kepadatan sangal padal atau padat faktor
muat rata-rata rute B0% (delapan puluh persen) dan/atau untuk rute dengan
tingkat kepadatan kurang padat atau Nidak padat faktor muat rata-rata 70%
{tujuh puluh persen) untuk jangka waktu sekurang-kurangnya waktu 6 (enam)
bulan;

c. penambahan kapasitas tidak menyebabkan faktor muat rata-rata pada rute
utama dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat secara keseluruhan
menjadi lebih rendah dari 70% (tujuh puluh persen), dan untuk rute utama
dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padat secara keseluruhan
menjadi lebih rendah dari 50% (lima puluh persen);

d. untuk rute pengumpan dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat
faktor muat rata-rata rute 70% (lujuh puluh persen) untuk jangka wakiu
sekurang-kurangnya wakiu G (enam) bulan dan penambahan kapasitas tidak
menyababkan faktor mual rata-rata secara keseluruhan menjadi lebih rendah
dari 50% (lima puluh parsan),

e. untuk rute pengumpan dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak

padatl tidak dilakukan evaluasi kapasitas,;

kemampuan teknis operasi bandar udara; dan

g. tingkat kepadatan ruang udara ke dan dan bandar udara tujuan.

N
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(3)

(1)

Penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada rute
panerbangan yang hanya dilayani oleh 1 (satu) perusahaan angkutan udara
berjadwal dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a.
b.

rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam lampiran surat izin usaha;
untuk rute utama dengan bngkat kepadatan sangal padat atau padat fakior
mual rata-rata rute 70% (lujuh puluh persen) dan/atau untuk rute dengan
tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padat faktor muat rata-rata 50%
(lima puluh persen) untuk jangka waktu sekurang-kurangnya wakiu 6 {enam)
bulan;

penambahan kapasitas tidak menyebabkan faktor muat rata-rata pada rute
utama dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat secara keseluruhan
meanjadi lebih rendah dari 50% (lima puluh persan), dan untuk rute utama
dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padat secara keseluruhan
menjadi labih rendah dari 35% (tiga puluh lima persen);

untuk rute pengumpan dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat
faktor muat rata-rata rute 60% (enam puluh persen) untuk jangka waktu
sekurang-kurangnya waktu B (enam) bulan dan penambahan kapasitas lidak
menyebabkan faktor muat rata-rata secara keseluruhan menjadi lebih rendah
dari 45% (empat puluh lima persen).

untuk rute pengumpan dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak
padat dapat dilayani cleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya
dengan pesawal udara sajenis tanpa dilakukan evaluasi kapasitas;
kemampuan teknis operasi bandar udara; dan

tingkat kepadatan ruang udara ke dan dari bandar udara tujuan.

Pasal 30

Untuk mendapatkan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1), perusahaan angkutan udara niaga berjadwal mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan, dengan melampirkan.

a.
b.

rute penerbangan;

|adwal penerbangan (hari, jam keberangkatan dan kedatangan) yang telah
mendapal rekomendas! alokasi ketersediaan wakiu terbang (slot time)
koordinator siof,

|enis dan tipe pesawat udara yang akan dioperasikan;

rencana kesiapan penanganan pesawal udara, penumpang dan kargo di
bandar udara yang akan diterbangi;

rolasi diagram pengoperasian pesawat udara yang akan digunakan, dan

data permintaan pasar secara bulanan sekurang-kurangnya untuk 6 {(enam)
bulan terakhir,
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2)

)

(2)

(3)

{4)

(N

(2

(3)

Persatujuan atau penolakan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada
avat (1) disampaikan Direktur Janderal eelambat-lambatnya 7 (tujuh) han kerja
setelah permohonan diterima secara lengkap menurut contoh 5 dan 6 dalam
Lampiran || Peraturan ini.

Pasal 31

Penambahan kapasitas yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka
walktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dan dapat dilakukan 1 (satu) kali perubahan
Apabila pelaksanaan panambahan kapasitas pada rute penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), sebagian atau seluruhnya fidak dilayani salama 21 (dua
puluh satu) hari berturut-turut tanpa pembentahuan terlebih dahulu kepada Direktur
Jenderal, maka penambahan kapasitas pada rute penerbangan vang tidak dilayani
tersebut dicabut dan dapat mengajukan permohonan kembali setelah 1 (satu)
tahun terhitung tanggal pencabutan.

Penundaan pelaksanaan penambahan kapasitas pada rute penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberitahukan kepada Direktur
Janderal, maka penundaan pelaksanaan penambahan kapasitas dapat diberikan
perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari kalender

Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) fidak dilaksanakan,
maka penambahan kapasitas pada rute penerbangan yang tidak dilayani tersebut
dicabut dan dapat mengajukan permohonan kembali setelah 1 (satu) tahun
terhitung tanggal pencabutan.

Pasal 32

Dalam hal masyarakat pengguna jasa angkutan udara membutuhkan penambahan
kapasitas pada suatu rute penerbangan, maka Direktur Jenderal dapat
menawarkan kepada perusahaan angkutan udara niaga beradwal yang
menerbangi rute penarbangan tersebut.

Apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja perusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tdak menanggapl, maka Direktur Jenderal menawarkan kepada
perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya yang mempunyai rute tersebut
dalam lampiran izin usahanya dan mempunyal kemampuan dan kesiapan armada.

Untuk mendapatkan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud

pada ayal (1) dan (2), perusahsan angkutan udara berjadwal mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal selambat-lambainya 14

(empat belaz) hari kerja, dengan melampirkarn:

a rute penerbangan;

b. jadwal penerbangan (hari, jam keberangkatan dan kedatangan) yang telah
mendapat rekomendas| alokasl ketersediaan waktu terbang (siof time) dari

koordinator sfof;
c. jenis dan tipe pesawat yang dioperasikan,
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(1)

(2]

(3)

(1)

12}

(3)

d. rencana Kesiapan penanganan pesawat udara, penumpang dan kKargo di
handar tidara yang akan diterbangi;

e. rotasi diagram pesawat udara yang dioperasikan; dan

f. data permintaan pasar secara bulanan sekurang-kurangnya untuk & (enam)
bulan terakhir.

Pasal 33

Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dapal melakukan perubahan rute
penerpangan sebagaimana termual dalam lampiran izin usaha setelah 3 (liga)
tahun atau 50% (lima puluh persen) dari rute dalam lampiran izin usaha
dilakzanakan secara nyala dan lerus mensrus.

Perubahan rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat
persetujuan Direktur Jenderal.

Untuk mendapal persetujuan perubahan rute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), perusahaan angkutan udara niaga berjadwal mengajukan rencana bisnis
(business plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g.

Pasal 34

Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dapat melayani rute baru yang belum
diatur dalam jaringan dan rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1)

Perusahaan angkutan udara niags beradwal yang melayani rute baru
sabagaimana dimaksud pada ayat (1), dibernkan kompeansasi dengan tanpa adanya
pesaing untuk jangka waktu paling lama 3 (liga) tahun,

Dalam hal kapasitas tidak tersedia pada rute baru yang dilayani oleh perusahaan
angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat
menawarkan kepada perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lain untuk
melayani dengan ketentuan:

a. perusashaan angkutan udara niaga beradwal yang melayani rute baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender tidak dapat mamenuhi kapasitas;

b. kapasitas pesawal udara yang digunakan sama atau lebih kecil dari pesawat
udara yang digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang
teriebih dahulu melayani rute baru tersebut,

e.  tarf yang diberlakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah
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penerbangan dilakukan pada hari yang berbeda atau apabila penerbangan
tebelumnya telah dilaksanakan setiap hari. maka pelaksanaan penerbangan
dilakukan pada jam yang berbeda setidak-tidaknya 1 (satu) jam sebelum atau
sesudah pelaksanaan penerbangan dari perusahaan angkutan udara niaga
berjadwal yang terlebih dahulu melayani rute baru tersebut.

Pasal 35

(1}  Perusahan angkutan udara niaga dalam melakukan usaha kegiatan angkutan
udara niaga berjadwal harus:

b.

mentaati ketentuan teknis dan pengoperasian pesawat udara untuk
pengangkutan penumpang, kargo danfatau pos secara berjadwal;

mentaati ketentuan wajib angkut sesuai peraturan perundang-undangan yang
bariaku;

menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan niai pertanggungan
sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga berjadwal yang
dibuktikan dengan perjanjian panutupan asuransi,

memberlakukan tarf angkutan sesual dengan taril yang berlaku unfuk
angkutan udara niaga berjadwal,

memberikan tiket kepada setiap penumpang sebagai tanda bukfi telah
disepakatinya perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan;
menyarahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterfambatan dan
pembatalan penerbangan, setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal, menurut contoh 7 dalam Lampiran
[l Peraturan ini,

menyerahkan laporan kinerja keuangan (sekurang-kurangnya: neraca, laporan
rugi laba, arus kas dan rincian biaya) dan yang telah diaudit oleh kantfor
akuntan publik terdaftar setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun
berikutnya, menurut contoh 8 dalam Lampiran |l Peraturan ini,

menyerahkan data penumpang angkutan udara (passenger manifest) kepada
pejabat yang berwenang di bandar udara; dan

menyerahkan salinan persetujuan terbang (fligh! approval) yang diterbitkan
oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Perhubungan Provinsi kepada
penyelenggara bandar udara.

{(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan terbang (flight approvall sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 36

Kewajiban pengangkul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huraf b, untuk
keterlambatan karena kesalahan pengangkut tidak membebaskan perusahaan angkutan
udara niaga berjadwal terhadap pemberian kompensas| kepada calon penumpang dalam

bentuk:
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(1)

(2]

keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh)
menit, perigahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman dan
makanan ringan;

keterlambatan leblh dari 90 (gsembllan puluh) menit sampai dengan 180 {seratus
delapan puluh) menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib
memberkan minuman, makanan ringan, makan siang atau malam dan memindahkan
penumpang ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga
berjadwal lainnya, apabila diminta clkeh penumpang,

keterlambatan lebih dari 180 (seratus delapan puluh} menit, perusahaan angkutan
udara niaga beradwal wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang
gtau malam dan apabila penumpang tersebutl tlidak dapal dipindahkan ke
penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara nlaga berjadwal
lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib diberkan fasilitas akomodasi untuk
dapat diangkut pada penerbangan han berikutnya;

apabila terjadi pembatalan penerbangan, maka perusahaan angkutan udara niaga
beriadwal wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya dan apabila
penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau ke
perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang
tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada panerbangan
hari berkutnya;

apabiia dalam hal keterlambatan sebagalmana tercantum daiam huruf b dan ¢, serta
pembatalan sebagaimana tercantum dalam huruf d, penumpang tidak mau
terbang/menolak diterbangkan, maka perusahaan angkutan udara niaga berjadwal
harus mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan kepada perusahaan,

Pasal 37

Setiap keterlambatan penerbangan, perusahaan angkutan udara niaga beradwal
wajib mengumumkan alasan keterlambatan kepada calon penumpang secara
langsung atau melalui media pengumuman selambat-lambatnya 45 (empat pulub
lima) menit sebelum jadwal keberangkatan atau sejak pertama kali diketahul adanya
keterlambatan.

Pengumuman keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. apabila keterambatan terjadi pade har dan jam keberangkatan atau waktu
yang dianggap cukup bagl calen penumpang untuk menunda kedatangannya di
bandar udara, pengumuman dapal dilakukan secara langsung atau melalui
telepon atau pesan layanan singkat atau pengumuman di bandar udara
bekerjasama dengan pengelola bandar udara;
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b. apabila keterlambatan terjadi sebelum hari keberangkatan, pengumuman dapat
dilakikan melalui telepon atau pesan layanan singkat atau pengumuman di
media elekironik barkerjasama dengan pengelola media elektranik;

Pasal 38

(1 Tikel penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, sekurang-
kurangnya berisikan:

. nomor tiket penumpang, tempat dan tanggal penerbitan tiket;
. nama penumpang dan nama pengangkut;
. tempat, tanggal dan jam keberangkatan;

a
b

c

d. nomor penerbangan;

e. tempat keberangkatan, tempat tujuan, dan tempal pendaratan antara, jika ada;
f.

pemyataan bahwa pengangkutan udara penumpang tersebut tunduk pada
undang-undang.

(2] Tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicetak secara
elektronik, kecuall untuk penerbangan di daerah terpencil yang tidak tersedia
peratatan elektronik.

(3) Yang berhak menggunakan ftiket penumpang adalah orang yang namanya
tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah

Pasal 39

Penjualan tiket penumpang di wilayah terminal bandar udara hanya dapat dilakukan oleh
perusahaan angkutan udara niaga berjadwal,

Pasal 40

Perusshaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan tanda bukii kepada
penumpang untuk dapat masuk ke dalam pesawal udara (boarding pass) dengan
mencantumkan keterangan antara lain:

nama penumpandg,

rute penarbangan,

nomor, tanggal dan jam penerbangan:

nomor tempat duduk;

pintu masuk ke ruang tunggu menuju pesawat udara; dan
waktu tunggu untuk masuk pesawat udara (boarding lime)

NN 8
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(2)

(3)

1)

{2)

Pasal 41

Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam keadaan tertentu dan bersifat
sementara, dapat dilakukan oleh pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak
berjadwal atau pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga setelah
mendapat persetujuan dan Direktur Jenderal.

Keadaan tertenfu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yeitu keadaan tidak
tarpenuhl atau tidak terfayani kapasitas pada rute tertentu oleh perusahaan
angkutan udara niaga berjadwal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) han kelender
berturut-turut.

Bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayal (1), yailu pesetujuan yang
dibarikan oleh Direktur Jenderal untuk jangka waktu tidak lebih darl 6 (enam) bulan
dan dapat ditinjau kembali,

Pasal 42

Untuk melakukan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41, harus memanuhi persyaratan:

8. leknis dan pengoperasian pesawat udara untuk pengangkulan penumpang,
kargo danfatau pos secara berjadwal,

b. mentaati ketentuan wajib angkut sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

¢ menutup asurans| tanggung jawab pengangkut dengan nilal peranggungan
sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga berjadwal yang
dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi,

d. memberakukan tarif angkutan sesuai dengan tanf yang berlaku untuk
angkutan udara niaga berjadwal;

e. memberikan tkel kepada setiap penumpang sebagal landa bukti telah
disepakatinya perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan,

f mentaati ketentuan-ketentuan tentang angkutan udara niaga berjadwal lainnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;

g0. melaksanakan kegiatan angkutan udara berjadwal dalam wakiu 3 (tiga) bulan
berturut-turut sejak persetujuan diterima, sesuai dengan jadwal penerbangan
(rincian kegiatan) yang telah disetujul; dan

h. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setiap bulan
kepada Direktur Jenderal menurut contoh 8 dalam Lampiran Il Peraturan ini

Direktur Jenderal dapat membatalkan persetujuan dalam hal perusahaan angkutan

udara niaga tidak berjadwal tidak mentaati salah satu persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
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(2}

(3)

(4}

(1)

12}

Fasal 43

Permohonan untuk melakukan angkutan udara niaga beradwal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja menurut contoh 1 dalam Lampiran |ll Peraturan
i,

Untuk mendapatkan perselujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon
harus menyampaikan rencana penerbangan yang sekurang-kurangnya memusat |

a. rule penerbangan;

b. Jadwal penerbangan {har, jam keberangkatan dan kedatangan) yang telah
mendapat rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (siof time) dari
koordinator siof;

c.  jenis dan tipe pesawat udara yang akan dioperasikan;

d. rencana kesiapan penanganan pesawat udara, penumpang dan kargo di

bandar udara yang akan diterbangi;

rotasi diagram pesawal udara yang akan dioperasikan,

analisis potensi permintaan pasar dan altau dama permintaan pasar secara

bulanan sekxurang-kurangnya untuk 6 (enam) bulan terakhir.

= ol

Persetujuan atau penolakan atas permochonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam jangka wakiu paling lambat 7 (tujuh) har kera sejak
permohonan diterima secara lengkap.

Persetujuan atau penclakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh
Direktur Jenderal menurut contoh 2 dan 3 dalam Lampiran Il Peraturan ini,

Pasal 44
Dalam pelaksanaan angkutan udara niaga beradwal terjadi lonjakan penumpang
atau masalah teknis operasional penerbangan, perusahaan angkutan udara niaga
berfadwal dapat melakukan perubahan pelaksanaan kegatan setelah mendapat
persetujuan terbang (fight approval) dan Direktur Jenderal.

Persyaratan dan tata cara pembenan persetujuan terbang (fight approval) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal,
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Bagian Kedua
Angkutan Udara Niaga Tidak Beradwal Untuk Penumpang

Pagal 45

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan cleh
perusahaan nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga tidak

berjadwal.

Pasal 46

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam neger sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 merupakan angkutan udara dalam bentuk:

a.
b.

c,

d.

(1)

(2)

rombongan tedentu (affinity group); atau

penumpang yang dikumputkan untuk melakukan perjalanan dalam bentuk paket
{inclusive tour charfer),

perorangan yang membell seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan
sendin (own use charler);

air taxi.

Pasal 47

Perusahan angkutan udara niaga dalam melakukan usaha Kkegiatan angkutan
udara niaga tidak berjadwal harus:

b.

oo

mentaati ketenfuan fteknis dan pengoperasian pesawat udara untuk
pengangkutan penumpang, kargo dan/atau pos secara berjadwal;

menutup asuranai tanggung jawab pengangkut yvang dibuktiken dengan
perjanjian penutupan asuransi,

melakukan perjanjian pengangkutan,

setiap kegiatan angkutan udara mendapat persetujuan terbang (fight
approval) dari Direkiur Jenderal,

menyerahkan salinan perselujuan terbang (fiaht! approvall yang diterbitkan
oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Perhubungan Provinsi kepada
penyelenggara bandar udara,

menyerahkan laporan kinerja keuangan (sekurang-kurangnya neraca, laporan
rugi laba, arus kas, rincian biaya) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik
terdaftar setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya,
meanurut contoh 4 dalam Lampiran Il Peraturan ini; dan

menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan kepada Direktur
Jenderal menurut contoh 5 dalam Lampiran |ll Peraturan Ini,

Ketentuan |ebih lanjut mengenai persetujuan terbang (fight approval) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
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(2)

(3)

(1}

(2}

Pasal 48

Kegiatan angkutan udara niaga ldak berjadwal dalam keadaan terentu dapat
dilaksanakan pemegang |zin usaha angkutan udara niaga berjadwal setelah
mendapat persetujuan darl Direktur Jenderal.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan
dimana tidak tersedia atau terpenuhi kapasitas oleh perusahaan angkutan udara
niaga tidak berjadwal dan dilakukan untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga)
bulan

Felaksanaan kegiatan anghkutan udara niaga tidak berjadwal oleh pemegang izin
usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan pelengkap dar izin usaha angkutan udara niaga berjadwal dan tidak
menyebabkan terganggunya palaksanaan angkutan udara niaga berjadwal.

Pasal 49

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam keadaan tertentu dan
bersifat sementara, dapat dilakukan oleh pemegang izin keglatan angkutan udara
bukan niaga selelah memenuhi persyaratan kegiatan angkutan udara niaga tidak
barjadwal dan telah mendapat persatujuan Direkiur Jendaral

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu keadaan tidak
tersedianya penerbangan pada daerah tersebut.

Bagian Keliga
Angkutan Udara Niaga Khusus Kargo

Pasal 50

Kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo dalam negeri dapat dilakukan secara
berjadwal atau tidak benadwal,

(1)

Pasal 51

Kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo yang dilakukan secara berjadwal
sabagaimana dimaksud dalam Pasal 50, merupakan angkutan udara niaga khusus
kargo yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penarbangan yang tetap, teratur
dan dipublikasikan.
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(2)

(1)

(2)

(1

()

Pelaksanaan angkutan udara niaga khusus kargo dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) cleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional
dilakukan berdasarkan BAB |V. Bagian Pertama tentang Angkutan Udara Niaga
Berjadwal Untuk Penumpang, kecuall Pasal 29, 36 dan 37,

Pasal 52

Perusahaan angkutan udara yang melaksanakan kegiatan angkutan udara niaga
benadwal khusus karmo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus:

a, mentaati ketentuan teknis dan pengoperasian pesawst udara uniuk
pengangkutan kargo dan/atau pos secara berjadwal,

b. menaati ketentuan wajib angkut sesual peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk angkutan kargo;

c. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan
sebesar ganti rugi angkutan udara niaga khusus kargo berjadwal yang
dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;

d. menyerahkan laporan kegistan angkutan udara setiap bulan paling lambat
tanggal 10 (sepuluh} bulan berikutnya kepada Direkiur Jenderal menurut
contoh & dalam Lampiran |1l Peraturan ini,

@, menyerahkan faporan kinerja keuangan (sekurang-Kurangnya: neraca, laporan
rugi laba, arus kas, rincian biaya) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik
terdafiar setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berkutnya, menunut
contoh 7 dalam Lampiran Il Peraturan ini; dan

f. menyerahkan salnan persetujuan terbang (flight approval) yang diterbitkan cleh
Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Perhubungan  Provinsi kepada
penyelenggara Bandar Udara.

Ketantuan lebih anjul mengenal persetujuan terbang (figh! approval) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal,

Pasal 53

Kegiatan angkutan udara niaga khusus karge yang dilakukan secara tidak
berjadwal sebagaimana dimaksud datam Pasa! 50, merupakan:

a8, kargo yang dikumpulkan oleh perusahaan ekspedisi atay perusahaan
angkutan udara niaga tdak berjadwal,

b kargo milik perorangan atau badan hukum dengan cara membeli seluruh
kapasitas angkutan untuk kepantingan sendir

Perusahaan angkutan udara yang akan melaksanakan kegiatan angkutan udara
niaga khusus kargo secara tidak berjadwal sebagaimana dmaksud pada ayat (1),
harus:
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(3

mentaati ketentuan teknis dan pengoperasian pesawal udara untuk
pengangkutan kargo dan/atau pos;

menutup asuransi tanggung jawab pengangkut yang dibuktikan dengan
perjanjlan penulupan asuransi,

melakukan perjanjian pengangkutan;

seliap kegiatan angkutan udara mendapat persetujuan lerbang (fight
approval) dar Direktur Jenderal,

menyerahkan salinan persetujuan lerbang (fight approval) yvang diterbitkan
oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Perhubungan Provinsi kepada
penyelenggara bandar udara;

manyarahkan laporan kinerja keuangan (sekurang-kurangnya: neraca, laporan
migl laba, arus kas, rincian biaya) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik
terdaftar setiap tahun paling lambal akhir bulan April tahun berkutnya,
menurut contoh 8 dalam Lampiran 1l Peraturan inl; dan

menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan kepada Direkiur
Jenderal menurut contoh 9 dalam Lampiran |Il Peraturan inl,

Persyaratan dan tatacara pemberian persetujuan terbang (fight approval)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Angkutan Udara Bukan Niaga

Fasal 54

Kegiatan angkutan udara bukan niaga dalam negen hanya dapat dilakukan oleh
pemegang izin kegiatan angkutan vdara bukan niaga nasional

Pasal 55

Kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat berupa:

a.

angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (aenal work), yatu kegiatan yang
menggunakan pesawal udara untuk kepentingan:

kegiatan penyemprotan dan penyerbukan,
2} olah raga keudaraan,

angkutan udara untuk kegiatan pendidikan awak pesawal udara yaitu kegiatan yang
menggunakan pesawst udara, khusus untuk kepentingan pendidikan awak kokpit
pesawat udara;



(1)

(2)

(1)

(2}

angkutan udara untuk mengangkut relasi atau pegawal atau crang-grang yang
dipekerjakan olah parusahaan yang memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan

niaga,
angkutan udara yang diselenggarakan untuk tujuan keagamaan; dan

angkutan udara bukan niaga lainnya yang keglatan pokoknya bukan usaha angkutan
udara niaga.

Pasal 58
Setiap kegiatan angkutan udara bukan niaga harus:

a. mentaati ketentuan teknis dan pengoperasian pesawal udara untuk
pengangkutan penumpang, kargo dan/atau pos;

b, sefiap kegiatan angkutan udara mendapat persetujuan terbang (fight
approval) dari Direktur Jenderal,

c. menyerahkan salinan persetujuan terbang (fight approvall vang diterbitkan
oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Perhubungan Provinsi kepada
panyealenggara bandar udara; dan

d. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan kepada Direktur
Jenderal menurut contoh 10 datam Lampiran |l Peraturan inl.

Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan terbang (fight approval)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Direktur Jenderal,

Bagian Kelima
Angkutan Udara Perintis

Pasal 57

Kegiatan angkutan udara pada rute perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (4) hanya dapat dilayani oleh perusahaan angkutan udara niaga, kecuali
datam hal tidak tersedianya perusahaan angkutan udara niaga, Direktur Jenderal
dapat menunjuk pemegang zin kegiatan angkutan udara bukan niaga.

Kegiatan angkutan udara pada rute penntis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus dilakukan secara berjadwal dan menggunakan pesawal udara dengan
kapasitas di bawah 30 (tiga puluh} tempat duduk.
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{2)

(3)

Pasal 58

Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara pada rute
perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diberi kompensasi unfuk
menjamin kelangsungan pelayanan angkutan udara sesual rute dan jadwal yang
telah ditetapkan.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pemberian rute lain di luar rute perintis bagi perusahaan angkutan udara niaga
berjadwal untuk mendukung kegiatan angkutan udara perintis; dan/atau

b. bantuan biaya operasi angkutan udara; dan/atau

¢. kemudahan untuk mendspatkan bahan bakar di lokasi pada bandar udara
yang fidak ada depo sama dengan harga bahan bakar di bandar udara yang
ada depo bahan bakar minyak

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikkan dengan
pertimbangan:

a. kelayakan usaha pelaksanaan angkutan udara penintis;

b. ketersediaan dana subsidi operasi angkutan udara perintis dan dana subsidi
angkutan bahan bakar minyak untuk bandar udara yang tidak tersedia depo
bahan bakar minyak.

Pasal 59

Kegiatan angkutan udara perintis dapat dilaksanakan melalui proses lelang atau bentuk
lainnya sesusi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(2)

BAB V
ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI

Bagian Pertama
Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Luar Negern

Pasal 60

Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negen depat dilakukan oleh
perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional dan asing.

Perusahaan angkutan udara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

merupakan perusahaan angkutan udara niaga nasional yang telah didunjuk oleh
Direktur Jenderal berdasarkan perjanjian bilateral danfatau multilateral.
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(1)

(2}

(3)

i1

(2)

Perusahaan angkutan udara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
merupakan perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk cleh negara
mitra wicara berdasarkan perjanjian bilateral danfatau multiateral dan disetujul
Pemerintah Republik Indonesia

Baglan Kedua
Angkutan Udara Luar Negeri oleh Perusahaan Masional

Faragraf - 1
Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri

FPasal 81

Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional dapat melakukan angkutan
udara niaga berjadwal |luar negeri setelah mendapat penunjukan dari Direktur
Jendearal

Untuk mendapat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan
angkutan udara niaga berjadwal nasional menyampaikan permohonan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a, rute penerbangan; dan
b, tipe pesawat udara yang akan digunakan.

Penunjukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan:

a ketersediaan hak angkut;
b. kemampuan operasi perusahaan angkutan udara,

Pasal 62

Perugahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional yang melakukan angkutan
udara niaga berjadwal luar negerl sesuai rute sebagaimana ditetapkan dalam
lampiran izin usaha, harus mendapat persetujuan dan Direktur Jenderal.

Untuk mendapalkan perselujuan pelaksanaan rute penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan udara nlaga berjadwal nasional
harus menyampaikan rencana operasi penerbangan untuk jangka waktu & (enam)
bulan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan rute

penerbangan,
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1

Fazal 63

Rencana operasi sebagaimana dimaksud dalam Paszal 82 ayat (2), sekurang-

kurangnya memuat :

a. rute penerbangan;

b. frekuensi penerbangan;

¢. jadwal penerbangan (har, jam Keberangkatan dan kedatangan) yang telah
mendapat rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (slol time) dar
koordinator slof;

d. tipe pesawat yang dioperasikan;

e. rotasi diagram pesawat udara yang dioperasikan,

{. bukii parsetujuan dari otoritas penerbangan sipil dari negara mitra yang dituju
bagi perusahaan nasional yang mengajukan parmohonan rute baru.

Persetujuan atau penolakan terhadap rencana operasi penarbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberkan oleh Direktur Jenderal dengan

mempeartimbangkan hasil-hasil perjanjian hubungan udara bilateral dan/atau

multilateral.

Persetujuan atau penclakan rencana operasi penerbangan sebsgaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) han kerja
setelah diterima rencana pelaksanaan penerbangan secara lengkap menurut
contoh 1 dan 2 dalam Lampiran IV Peraturan ini,

FPasal 64

Rencana operasi penerbangan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, harus dilayani selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja.

Apabila pelaksanaan operas| penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagian atau seluruhnya tidak dilayani selama 21 (dua puluh satu) hari kalender
berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direkiur Jenderal, maka
rute penerbangan yang tidak dilayani tersebut dicabut dan dapat mengajukan
permohonan kembali setelah 8 {enam) bulan terhitung tanggal pencabutan,
Penundaan pelaksanaan operasi penerbangan dalam rencana operasi
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentahukan kepada
Direktur Jenderal, maka penundaan pelaksanaan penerbangan dapat diberikan
perpanjangan selama 30 (tiga puluh) har kaiender.

Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) fidak dilaksanakan,
maka rute penerbangan yang tidak dilayani tersebut dicabut dan dapat mengajukan
permohonan kembali setelah & (enam) bulan terhitung tanggal pencabutan,

Pasal 65
Rencana operasi penerbangan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 64, dapat dilakukan perubahan yang bersifat sementara atau tetap setelah
mendapat persetujuan dar Direktur Jenderal,
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(3

(4]

(1)

{2)

(3

(4)

FParubahan rencana operasi penerbangan yang bersifat sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
sebelum pelaksanaan penerbangan,

Perubahan rencana operasi penerbangan yang bersifat tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
sebelum pelaksanaan penerbangan,

Persatujuan atau penolakan persetujuan perubahan rencana operas: penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diberkan cleh Direkiur Jenderal
menurut contoh 3 dan 4 dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 66

Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional yang melakukan angkulan
udara niaga berjadwal luar negern dapat melakukan pernambahan kapasitas, berupa
penambahan frekuensi penerbangan danfatau penggantian tipe pesawal udara
pada rute penerbangan luar neger setelah mendapat persetujuan Direktur
Jenderal,

Untuk mendapatkan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasicnal mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 20 (tiga
puluh} harn kena, dengan melampirkan :

a. rute penerbangan,

b. jadwal penerbangan (hari, jam keberangkatan dan kedatangan) yang telah
mendapat rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (slot fime) dan
koordinator slof;

e, tipe pesawat udara yang akan dioperasikan, dan

d. rolasi diagram pesawat udara yang akan dioperasikan.

Direktur Jenderal melakukan evaluasi penambahan kapasitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada rute penerbangan |uar negeri berdasarkan hak
angkut yang diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau multilateral,

Persetujuan atau penolakan atas permchonan penambahan kapasitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam [angka waktu paling lama
14 (empat belag) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap menurut
contoh 5 dan & dalam Lampiran [V Peraturan ini.
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Paszal 67

Persetujuan penambahan kapasiias yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus dilaksanakan selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kalender sejak persetujuan tersebut diterbitkan.

Apabila pelaksanaan penambahan kapasitas pada rute panerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagian atau seluruhnya tidak dilayani selama 21 (dua
puluh satu) hari berturut-turut tanpa pemberntahuan terlebih dahulu kepada Direktur
Jenderal maka persetujuan penambahan kapasitas pada rute penerbangan
tersebut dicabut.

Apabila pelayanan penerbangan dalam pelaksanaan penambahan kapasitas pada
rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenli dengan
memberitahukan kepada Direktur Jenderal, maka penghentian pelayanan
penerbangan tersebut dapat diberikan perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari
kalender.

Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) tidak dilaksanakan,
maka penambahan kapasitas pada rute penerbangan yang tidak dilayani tersebut
dicabut.

FPazal 68

Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional dapat melakukan angkutan
udara niaga berjadwal luar neger di luar lampiran rute pada izin usaha setelah

mendapat persetujuan dan Direktur Janderal,

Direktur Jenderal dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempertimbangkan :

a. ketersadiaan hak angkut;
b. kemampuan operasi perusahaan angkutan udara; dan
c. kemampuan teknis operasi bandar udara,

Fasal 68

Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional yang telah mendapat
persatujuan rute di luar lampiran izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 68,
dalam waktu selambat-lambatnya 1 (zatu) bulan harus menyampaikan rencana
bisnis sebagai dasar dalam penyempurnaan lampiran izin usaha,

Apablla dalam waktu 6 (enam) bulan, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal

nasional tidak dapat menyelesailkan penyempurnaan lampiran izin usaha
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin atas rute tersebut dibekukan.

KK



(1)

(2)

(L)

(2]

3

(+)

Paragraf — 2
Angkitan Uidara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri

Pasal 70

Perusahaan angkutan udara niaga tidak beradwal nasional dapat melakukan
kegiatan angkutan udara niaga fidak baradwal luar negeri setelah mendapat
pesetujuan Direktur Jenderal.

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) merupakan angkutan udara dalam bentuk:

a. mombongan tertentu (afinity group), atau

b. penumpang yang dikumpulkan untuk melakukan perjalanan dalam bentuk
paket {inclusive tour charter); atau

c. perorangan yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk
kepentingan sendiri (own use charfer).

Fasal 71

Kegiatan angkutan udara niaga tidak benadwal luar negeri dalam keadaan tertentu
dapat dilaksanakan pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional
setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jendsral.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan hdak
tersedia atau terpenuhinya kapasitas dan dilakukan untuk jangka waktu tidak lebih
dari 3 (tiga) bulan,

Pelaksanaan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negen oleh pemegang izin
usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), fidak menyebabkan terganggunya pelaksanaan angkutan udara niaga
benadwal

Direktur Jenderal dalam memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memperhatikan perjanjian angkutan udara dengan negara mitra.

Pasal 72

Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri cleh pemegang
jzin usaha angkutan udara niaga befjadwal nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71, merupakan pelengkap dar pelaksansan kegiatan usaha perusahaan angkutan

udara nlaga berjadwal nasional.



Faragral — 3
Angkutan Lidara Niaga Khusus Kargo Luar Negen

Pasal 73

Kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo luar negeri dapat dilakukan secara
berjadwal dan tidak berjadwal oleh pemegang izin usaha angkutan udara.

(1)

(2}

(1)

(2)

(3)

FPasal 74

Kegiatan angkutan udara miaga khusus kargo luar negeri yang dilakukan secara
berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, merupakan angkutan udara
kargo yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral pada
rute dan jadwal penerbangan yang tetap. teratur dan dipublikasikan

Pelaksanaan angkutan udara niaga khusus kargo luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) cleh Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal nasional
dilakukan berdasarkan BAB V, Bagian Pertama, Paragrafl 1, tentang Angkutan
Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri,

Pasal 75

Kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo luar negen yang dilakukan secara
tidak berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, memupakan angkutan
udara kargo yang mengangkut:

a. kargo yang dikumpulkan darl perusahaan ekspedisi atau freight forwarders,

atau
b. kargo milik perorangan atau badan hukum dengan cara membell seluruh
kapasitas angkutan untuk kepentingan sendiri.

Pelaksanaan keglatan angkutan udara niaga khusus kargo tidak beradwal luar
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh perusahaan angkutan udara
niaga tidak berjadwal nasional harus mendapat persetujuan terbang (fiight
approvall dan Direktur Jenderal.

Persyaratan dan tata cara persetujuan terbang (fight approval) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jendearal,
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Paragraf — 4
Angkutan Udara Bukan Niaga Luar Negeri

Pasal 76

Kegiatan angkutan udara bukan niaga luer negeri dapat dilakukan oleh pemegang izin
kegiatan angkutan udara bukan niaga nasional.

Fasal 77

Kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri dapal berupa:

a.

an

(1

(2)

(1

(2)

angkutan udara untuk mengangkul relasi atau pegawai atau crang-orang yang
dipekerjakan oleh perusahaan yang memillki (zin kegiatan angkutan udara bukan
niaga;

angkutan udara untuk keperiuan pribadi (porivate Migh!),

angkutan udara untuk kegiatan olah raga; atau

angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan
udara niaga.

Pasal 78

Setiap kegiatan angkutan wudara bukan niaga luar negeri harus mendapat
persetujuan terbang (flight approvall dan persetujuan lainnya dan instansi yang
berwenang untuk memberikan persetujuan terhadap kegatan tersebut.

Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan terbang (fight approval) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Keatiga
Angkutan Udara Luar Negeri oleh Perusahaan Asing

Paragraf - 1
Angkutan Udara Niaga Luar Negen

Fasal 79

Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dar dan ke wilayah Republik Indonesia
oleh perusahaan angkutan udara niaga asing hanya dapat dilakukan berdasarkan
perjanjian bilateral dan/atau multilateral

Perusahaan angkutan udara niaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
merupakan perusahaan angkutan udara niaga yang ditunjuk cleh negara mitra
wicara dan mematuhi ketentuan peraturan keselamatan penerbangan sipil {Crl
Aviation Safely Regulations 129) sabelum pelaksanaan penerbangan,



(1)

{2)

(3)

(1

(2]

(3)

(4]

Pasal 80

Perusahaan angkutan udara niaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
yang melaksanakan angkutan uwdara plaga luar negen, harus mendapat
persetujuan Direktur Jenderal,

Untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan angkutan udara niaga luar negen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan udara niaga asing
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penerbangan harus
menyampaikan rencana operasi panerbangan untuk jangka waktu & (enam) bulan
yang sekurang - kurangnya memuat |

rute penerbangan;

frekuensi penerbangan,

jadwal penerbangan;

tipe pesawal udara yang skan digunakan.

oo o

Persetujuan atau penclakan terhadap rencana operasi penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal selambal-lambatnya
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana penerbangan diterima
secara lengkap menurut contoh 1 dan 2 dalam Lampiran V' Peraturan ini

Paszal 81

Rencana operasi penerbangan yang lelah disetujul sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80, dapat dilakukan perubahan yang bersifat sementara atau tetap setelah

mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal,

Perubahan rencana operasi penerbangan yang bersifat semantara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
sebelum pelaksanaan penerbangan

Perubahan rencana operasi penerbangan yang bersifat tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambainya 7 (tujuh} han kerna
sebelum pelaksanaan penerbangan

Persetujuan atau penolakan perubahan rencana operasi peanarbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diberikan oleh Direktur Jenderal
menurut contoh 3 dan 4 dalam Lampiran V' Peraturan ini

Pasal B2

Kegiatan angkutan udara niaga tidak beradwal luar negen hanya dapat dilakukan olkeh
perusahaan udara niaga lidak berjadwal atau berjadwal asing,

ar



Pasal 83

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 merupakan angkutan udara dalam bentuk !

a. rombongan tertentu (afinity group). atau

b.  penumpang yang dikumpulkan untuk melakukan perjalanan dalam bentuk paket
(inciusive four charter); atau

¢ perorangan yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan
sendiri (own use charler).

Pasal 84

(1) Perusahaan angkutan udara niaga asing yang akan melaksanakan kegiatan
angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negen harus mendapatkan izin

a. diplomalic clearancs, dari Departemen Luar Neger|,
b. securily clearance, dari Departemean Periahanan; dan
c. persetujuan terbang (fight approvall dar Direktur Jenderal.

(2) Persyaratan dan tatacara untuk mendapatkan persetujuan terbang (fight approval)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Direktur Jenderal

Pasal 85

Perusahaan angkutan udara niaga tidak beradwal asing hanya dapat menurunkan
penumpangnya ke wilayah Indonesia dan manaikkan penumpang asal panarbangan yang
diturunkan pada penerbangan sebelumnya (in-bound traffic).

Paragraf — 2
Angkutan Udara Niaga Khusus Kargo Luar Negen

Fasal 86

Kegiatan angkutan udara niaga Khusus kargo luar negeri dapal dilakukan secara
berjadwal dan tidak berjadwal.

Pazal B7

(1) Kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo luar negeri yang dilakukan secara
berjadwal sebagaimana dimaksud dalam PFasal 88, merupakan angkutan udara
kargo yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral danfatau multilateral
dengan rute dan jadwal penerbangan yang letap, teratur dan dipublikasikan,



(2)

(L)

(2)

(3)

Peleksanaan angkutan udara niaga khusus kargo luar negeri sebagaimana
rlimaksiid pada ayat (1) oleh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing
dilakukan berdasarkan BAB V, Bagian Ketiga, Paragraf 1, tentang Angkutan Udara
Niaga Luar Negeri.

FPasal 68

Kegiatan angkutan udara niaga khusus kargo luar negeri yang dilakukan secara
tidak berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 merupakan:

8. kargo yang dikumpulkan dari perusahaan ekspedisi atau freight forwarders:
atau

b. kargo milik percrangan atau badan hukum dengan cara membeli seluruh
kapasitas angkutan untuk kepentingan sendiri.

FPerusahaan angkutan udara niaga asing yang akan melaksanakan kegiatan
angkutan udara niaga khusus kargo secara tidak berjadwal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus mendapat izin;

a. diplomaiic clearance darn Departemen Luar Negeri;

b.  securty clearence dari Departemen Pertahanan; dan
c.  persetujuan terbang (flight approval) dari Direktur Jenderal

Fersyaratan dan tata cara persetujuan terbang (flight spproval) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 89

Perusahaan angkutan uvdars niaga tidak berjadwal asing khusus kargo hanya dapat
manurunkan kargo di wilayah Indonesia (in-bound traffic), kecuali pelayanan angkutan
udara khusus kargo ke dan dari zona perdagangan bebas (free trade zone) dapat
menurunkan dan menaikkan kargo (in and ouf-bound fraffic).

Paragraf -3
Kegiatan Angkutan Udara Bukan Miaga

Pasal 60

Kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri dapat dilakukan oleh badan hukum atau
parorangan wargja negara Eﬂil'lg.
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Pasal 81
Kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negerl dapal berupa ;

a. angkutan udara untuk mengangkut pejabal negara atau pegawai atau orang-
orang yang dipekerjakan oleh perusahaan yang memiliki izin kegiatan angkutan
udara bukan niaga;

b. angkutan udara untuk keperluan pribadi (private fifight);

¢, angkutan udara untuk kegiatan clah raga; atau

d. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha
angkutan udara niaga

Sefiap kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mandapat izin ;

a. diplomatic clearance darl Departemen Luar Negeri;
b, secunty clearence dar Departermen Pertahanan: dan
¢, persetujuan terbang (fight approvall dari Direktur Jenderal.

Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan terbang (Might approvall diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Paszal 92

Pesawat udara asing yang akan melintas atau mendarat tidak untuk tujuan niaga di
wilayah Negara Republik Indonesia harus menyampaikan permohonan persatujuan
terbang (fight approval) atau mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Direktur Jenderal.

Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan persetujuan terbang (fight approval)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direkiur
Jenderal.

Fasal 83

Perusahaan angkutan udara yang melaksanakan kegiatan angkutan udara niaga dan
bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini
harus:

a mentaati ketentuan teknis dan pengoperasian pesawal udam  untuk
pengangkutan penumpang dan kargo dan/atau khusus kargo atau pos;

b. mentaati ketentuan wajib angkut sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk angkutan udara penumpang dan kargo danfatau khusus kargo
atau pos,



(2)

(1}

(<)

(3]

menutup asurans! tanggung jawab pengangkut dan pihak ketiga dengan nital
pertanggungan sebesar ganti rugi angkutan udara niaga penumpang dan atau
kargo yang dibuktikan dengan peranjian penulupan asuransi,

memberiakukan tarf angkutan zesuai dengan mekanisme penetapan tanf
yang disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau multilateral,

menyerahkan data penumpang angkutan udara (passenger manifesl) kepada
pejabat yang berwenang dl bandar udara sesudah keberangkatan ke |uar
negeri dan sebelum kedatangan di dalam negeri,

menyarahkan passenger’s name records yang memuat keterangan tentang
nama lengkap, tujuan akhir, nomeor kursi, jenis kelamin, warga negara, nomaor
paspor, tanggal lahir, nomor bagasi, dan asal penerbangan, kepada pejabal
yang berwenang di bandar udara tujuan di Indonesia, sebelum kedatangan,
menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara seliap bulan paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Direklur Jenderal, kecuali
angkutan udara bukan niaga menurut contoh 5 dalam Lampiran vV Peraturan
ini; dan

menyerahkan salinan persetujuan terbang (fight approval) yang diterbitkan
oleh Direktur Jenderal

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ¢. d, &, 1, g dan I tidak
berlaku bagl angkutan udara bukan niaga.

BAB VI
KERJASAMA ANGEUTAN UDARA NIAGA

Pasal 54

Kegiatan angkutan udara niaga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara kerja
sama dan harus disetujui Direktur Jenderal.

Kerjasama kegiatan angkulan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk angkutan udara dalam negeri dapal dalam bentuk:

a,
.
C

kerjasama operasi {joinl cperation);

code sharing, dan

bentuk kerjasama komersial lainnya yang lidak berentangan dengan
paraturan perundang-undangan tentang larangan prakiek monopeli dan
parsaingan usaha tidak sehat,

Kerjasama kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
untuk angkutan udara luar negeri dapat dilakukan dalam benfuk:

a.
k.
c.

kerjasama operasi (foint operation),
bilataral code sharing,
domesfic code shanng,
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d. bentuk kera sama komersial lainnya yang tidak berlentangan dengan
peraturan perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat serta sesuai perjanjian hubungan udara bilateral
danfatau multilateral

(<) Kerja sama kegiatan angkutan udara niaga dalam bentuk domesfic code shanng
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, perusahaan angkutan udara niaga
nasional yang melakukan angkutan udara niaga benadwal dalam negeri hamus
bertindak sebagai pengangkut nyata {aclval carnarn),

FPazal 95

(1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal dilarang menjual
seluruh kapasilas pesawal udara kepada agen panjualan tiket atau agen perjalanan
umum yang kemudian oleh agen penjualan tket atau agen perjalanan umum
kapasitas tersebut dijual kepada umum secara aceran, kecuall pembelian kapasias
pesawal udara tersabut untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal

(2) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang melanggar Kketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rute penerbangannya dicabut atau bagi
perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal, lidak diberikan persstujuan
terbangnya

Fasal 96

(1) Perusahaan angkutan udara niaga benadwal dapal melakukan kerasama
permasaran dan penjualan tiket dengan agen penjualan tiket.

{2) Apabila dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayal (1) perusahaan
angkutan udara niaga berjadwal mewajibkan agen penjualan likel menyerankan
uang jaminan, maka uang |aminan lersebut dapat dibayarkan melalul escrow
account atau clearing houwse atau bank yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan
antara kedua belah pihak.

Fasal 97

Kerja sama antara perusahaan angkutan udara niaga dan Pemerintah Daerah atau badan
hukum Indonesia atau asing alau perorangan warga negara Indonesia atau asing yang
kegiatan pokoknya bukan usaha angkulan udara dengan cara menempatkan pesawal
udara sebagai bagian dari armada pesawal udara perusahaan angkutan udara niaga
tersebut, tidak masuk dalam lingkup kerja sama yang diatur dalam Peraturan inl,

Faszal 98

Perusahaan angkutan udara niaga yang menggunakan nama dagang sualu perusahaan
angkutan udara fain yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri dapat melakukan
usaha angkutan udara di wilayah Republik Indonesia atau ditunjuk sebagai perusahaan
angkutan udara Indonesia dengan persyaratan perusahaan angkutan udara niaga yang
menggunakan nama dagang tersebut:
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mamiliki ctonomi dalam penyusunan manajemen perusahaan;

memiliki ntonomi dalam melakukan usahanya;

memiliki otonomi dalam hal keuangan,

menggunakan pesawat udara milik sendiri yang dibeli atau sewa dari pihak ketiga
atau atas dasar sewa dari pemilik nama dagang.

a0 Tm

Pasal 89

Perusahaan angkutan udara niaga yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 84 harus;

a. memberntahukan kepada pengguna [asa, pada saal pembelian tiket, mengenai
perusahaan angkutan udara niaga yang akan mengangkut;

b. memberitahukan kepada Direkiur Jenderal terhadap rute yang akan dikerjasamakan
pada saat mengajukan rencana operasi, atau 30 (tiga pulub) har kerja sebelum
pelaksanaan kerja sama,

c. menyerahkan laporan kegiatan kerja sama yang dilakukan setiap bulan kepada
Direktur Jenderal.

BAE Vi
PENCABUTAN IZIN ANGEKUTAN UDARA,

Pasal 104

Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegany izin kegiatan angkutan udara
bukan niaga yang tidak melakukan kegiatan angkutan udara sscara nyata dengan
mengoperasikan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut, maka izin
usaha atau izin kegiatan angkutan udara yang diterbitkan, tidak berlaku dengan
sendirnya.

Pa=zal 101

{1}  lzin usaha angkulan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara buken niaga
dapat dicabut apabila.

a. pemegang izin melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 kecuali huruf a, Pasal 168 kecual huruf a, Pasal 35 ayat (1), Pasal 38,
Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayst (1), Pazal 52 ayat (2),
Pasal 56 ayal (1), Pasal 83, dan Pasal 9§, atau

b. berdasarkan hasil evaluasi terdapat penurunan kinena perusahaan yang
berpotensi membahayakan kesalamatan dan keamanan panerbangan

(2) Pencabutan izin sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang wakiu
masing-masing 1 {satu) bulan
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{3)

4

(5)

Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tidak ditaati, dilanjutkan
dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan

Apabila pembekuan (zin sebagaimana dimaksud pada ayst (3) habls jangka
waklunya dan tidak ada usaha perbalkan. izin dicabul

Format peringatan, pembekuan dan pencabulan izin usaha angkutan udara niaga

dan lzin kegiatan angkulan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4), termuat dalam Lampiran V| Peraturan inl,

Pasal 102

lzin usaha angkutan udara niaga dan |zin kegiatan angkuian udara bukan nmga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), dicabut tanpa
melalui proses penngatan dan pembekuan izin, dalam hal pemegang lzin yang
bersangkutan terbukti:

a
b

=

(1)

(2)

maiakukan kegiatan yang membahayakan keamaran nagara, atau
memparolahn izin usaha alau izin kegiatan angkutan udara dengan cara tidak sah,

atau
dinyatakan pailit berdasarkan sualu keputusan hukum yang tetap oleh pengadilan,

Faszal 103

Direktur Jenderal dapat melakukan tindakan daftar hitam (b'ack fist) atau persona
non grata terhadap personil kunci (key persone!) atau pejabat terkait dengan
keselamatan dan keamanan penerbangan, apabila dalam jangka wakiu 12 (dua
belas) bulan berturut-turut terjadi 2 (dua) kall kecefakaan fatal pesawat udara yang
dioperasikannya setelah adanya bukii otentik dan Komite Masional Keselamatan

Transportasi tentang adanya kesalahan manajenal

Direktur Jenderal dapal membexkukan sertifikal operalor pesawat udara (A
Operator Certificate/A0C) sampal dengan adanya pergantian personil yang
dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebul, apabila personil
kunci (key personel} atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) lidak
diberikan sanksi adminisiratif oleh perusahaan yang bersangkulan



1)

(2)

(3)

BAE VI
PENGGUMNAAN PESAWAT UDARA
Pasal 104

Pesawal udara yang dapat digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia adalah
pesawat udara registrasi Indonesia,

Fesawat udara registrasi asing yang perolehannya atas dasar sewa lanpa awak
hanya dapal dipergunakan untuk angkutan udara niaga luar neger oleh
perusahaan angkutan udara nasional.

Penggunaan pesawat udara atas dasar sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bukan merupakan pemanfastan hak angkut udara yang diperoleh Indonesia dari
perjanjian hubungan udara bilateral dan/atau multilateral dan hak angkul udara
dalam negeri (cabotage) oleh perusahaan angkutan udara asing atau badan hukum
asing atau orang asing, yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan
nasional.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Fa=zal 105

Dengan berlakunya Peraturan Ini, pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal
atau tidak berjadwal serla pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, tetap
dapat melaksanakan kegiatan angkutan pdara sesual izin yang telah dimiliki, dan
selambat-lambatnya dalam jangka waktu selama 36 (liga puluh enam) bulan sejak
berlakunya Peraturan inf, harus menyesuaikan perizinannya sesuai dengan Peraturan ini

BAB X
KETENTUAN PENUTLUP
Pasal 106

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan
Peraturan ini.
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Pasal 107

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini, maka Kepulusan
Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Udara, dinyatakan tidak beriaku.

FPasal 108

Feraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakaria
Pada Tanggal 25 JUNI 2008

MENTER| PERHUBUNGAN
ttd

Ir. JUSMAN SYAFI DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Menten Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia:

Mentern Dalam Negern Republik Indonasia;

Menten Keuangan Republik Indonesia;

Menteri Hukum dan HAM Republk Indonesia;

Menteri Pertahanan Republik Indonesia;

Menteri Luar Negen Republik Indonesia.

Sekjen, Irjen, Dirjen Hubud dan Para Kepala Badan di Lingkungan Dephub;,
Fara Gubermur seluruh Indonesia;

10. Para Administrator Bandar Udara,

11. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;

12. Para Atase Perhubungan;

13. Para Kepala Bandar Udara;

14, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura |

15. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I,

16. Para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal,

17. Para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Bernadwal,
18. Para Penanggung Jawab Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga,

189. Dewan Pimpinan Pusat INACA;

20. Dewan Pimpinan Pusat ASTINDO,

oD B LA




Lampiran |

Lampiran Il

Contoh 1
Contah 2

Contoh 3 :
Contoh 4 :
Contoh 5 :
Contoh 6
Contoh 7 :

Contoh &

Contoh 1 :
Contoh 2 -

Contoh 3 :

Contoh 4

Contoh 5 :

Contoh &

Conteh 7 .

Contoh 8 |
Contoh 9 ¢

DAFTAR LAMPIRAN

Permohonan lzin Usaha Perusahaan Angkutan Udara
Niaga Berjadwal/ Tidak Berjadwal

Acuan penyusunan serta kriteria dan tolok ukur rencana
bisnis (bussines plan} perusahaan angkutan udara niaga
barjadwal atau tidak berjadwal (Pazal 5 ayal (7))
Persetujuan izin usaha angkutan udara niaga (Pasal 7
ayatl (2)).

Fenclakan izin usaha angkutan udara niaga (Pasal 7 ayal
(2)).

Permohonan izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Miaga
(Pasal 13)

Acuan penyusunan serta kriteria dan tolok ukur rencana
kegiatan angkutan udara bukan niaga (Pasal 14 ayaf (6}).
Persetujuan lzin kegiatan angkutan udara bukan niaga
(Pasal 15 ayat 2}

Penolakan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga
(Fasal 15 ayar 2|

Persetuyjuan Rencana Operasi Penerbangan angkutan
udara niaga berjadwal dalam negen (Pasal 26 ayat (4)).
Penolakan Rencana Operasi Penerbangan angkutan
udara niaga berjadwal dalam negeri (Pasal 26 ayat (4)).
Persetujuan Perubahan Rencana Operasi Penerbangan
angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri (Fasal 26
ayat (3)).

Penclakan Perubahan Rencana Operasi Pensrbangan
angkutan udara niaga berjadwal dalam neger| (Pasal 28
ayal (3)).

Persetujuan Penambahan Kapasitas (Pasal 30 ayat (2))
Penolakan Penambahan Kapasitas (Paszal 30 ayat [2)).
Laporan  Kegiatan  Angkutan Udara  termasuk
Keterlambatan, dan Pembatalan Penerbangan oleh
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berladwal (Fasal 35
ayal (1) huruf 1)

Laporan Kinera Keuangan Perusahaan Anghkutan Udara
Miaga Bernadwal (Pasal 35 ayat (1) huruf g)

Laporan Kegiatan Angkutan Udara Niaga Besjadwal oleh
Parusahaan Angkutan Udara MNiaga Tidak Berjadwal dan
Pemegang lzin Kegiatan Angkutan Udara Bukan
Niaga(Fasal 42 ayal (1) huruf )
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Lampiran Il :

Lampiran IV :

Contoh 1 .

Contoh 2 .

Contoh 3 |

Contoh 4 ;

Contoh 5 :

Contoh 6 :
Contoh 7

Contoh 8 .

Contoh 9 :

Contah 10:

Contoh 1 :

Contoh 2 :

Contah 3

Contoh 4

Surat Permohonan Pemegang lzin Usaha Angkutan
lidara Miaga Tidak Berjadwal atau Pemegang lzin
Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Melakukan
Kegiatan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam
Keadaan Tertentu dan Bersifat Sementara (Pasal 43 ayal
(11).

Persetujuan Pemegang lzin Usaha Angkutan Udara Niaga
Tidak Berladwal atau Pemegang lzin Kegiatan Angkutan
Udara Bukan Niaga Melakukan Kegiatan Angkutan Udara
Niaga Beradwal Dalam Keadaan Tertentu dan Bersifat
sementara (Fasal 43 ayat (4)).

Penolakan Pemegang lzin Usaha Angkutan Uidara Miaga
Tidak Berjadwal atau Pemegang lzin Kegiatan Angkutan
Lidara Bukan Niaga Melakukan Kegiatan Angkutan Udara
Niaga Berjadwal Dalam Keadaan Terientu dan Bersifat
Sementara (Pasal 43 ayat (4)).

Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan Angkutan Udara
Niaga Tidak Berjadwal {Pasal 47 ayal (1) huruf f)

Laporan Kegiatan Angkutan Udara oleh Perusahaan
Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Fasal 47 ayat (1)
huruf g)

Laporan Kegiatan Angkutan Udara Niaga Benadwal
Khusus Kargo (Pasal 52 ayaf (1) huruf d)

Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan Angkutan Udara
Miaga Benadwal Khusus Kargo (Pasal 52 ayal (1) huruf 8)
Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan Angkutan Udara
Niaga Tidak Beradwal Khusus Kargo (FPasal 53 ayal (2)
huruf 1)

Laporan Kegiatan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal
Khusus Kargo (Pasal 53 ayal (2) huruf g)

Laporan Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga (Fasal
58 ayat (1) huruf d)

Persetujuan Rencana Operasi Pensrbangan Angkutan
Udara MNiaga Berjadwal Luar Negeri cleh Perusahaan
Masional (Fasal 63 ayal (3))

Penclakan Rencana Operasi Penerbangan Angkutan
Udara MNiaga Berjadwal Luar Negeri oleh Perusahaan
Masional (Pasal 63 ayaf (3)).

Persetujuan Perubahan Rencana Operasi Penerbangan
Angkutan Udara Niaga Beradwal Luar Negen oleh
Perusahaan Nasional (Pasal 65 ayat (4)).

Penolakan Perubahan Rencana Operasi Penerbangan
Angkutan Udara Niaga Beradwal Luar Negen oleh
Perusahaan Naswonal (Fasal 65 ayat (4)).



Lampiran

Lampiran V1 |

Contoh 5 ¢

Contoh 6 |

Cortoh 1 !

Contoh 2

Contoh 3 |

Contoh 4

Contoh & |

Contoh 1 ¢

Contoh 2 :
Contoh 3 :

Persetujuan Penambahan [Kapasitas Penerbangan
Angkutan Udara Miaga Beradwal Luar Negen oleh
Perusahaan Nasional (Pasal 65 ayal (4)).
Penolakan Penambahan Kapasitas Penerbangan
Angkutan Udara Miaga Beradwal Luar Negeri oleh
Perusahaan Masional (Pasal 68 ayal (4)).

Parsetujuan Rencana Operasi Penerbangan Angkutan
Udara MNiaga Berjadwal Luar MNeger oleh Perusahaan
Aging (Fasal 80 ayat (3)).

Penclakan Rencana Operasi Penerbangan angkutan
Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri oleh Perusahaan
Asing (FPasal 80 ayal (3)).

Persetujuan Perubahan Rencana Operasi Penerbangan
Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Neger oleh
Perusahaan Asing (Fasal 871 ayat (4)).

Penolakan Perubahan Rencana Operasi Penerbangan
Angkutan Udara MNiaga Berjadwal Luar Neger oleh
Perusahaan Asing (Pasal 81 ayat {4)).

Laporan Kegiatan Angkutan Udara Niaga Luar Negeri dan
Kaglatan Angkutan Udara Bukan MNiaga Luar Negeri oleh
Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (Pasal 33
ayat (1) huruf f},

Surat Peringatan |, Peringatan |l dan Peringatan Il (Fasal
101 ayal (5))

Surat Pembekuan (Pasal 101 ayat (5)).

Surat Pencabutan (Pasal 101 ayal (3))
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LAMPIRAMN | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
MNOMOR EM 25 TAHUN 2008

CONTOH 1 TANGGAL | 25 JUMN| 2008
Nomor
Lampiran
Perihal - Permohonan |zin Usaha Perusahaan
Angkutan Udara Niaga
Barjadwall! Tidak Berjadwal *) Kepada
¥th.: Direktur Jenderal Perhubungan Udara
di
JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor -
FPermeanhub ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Angkutan
Udara , dengan hormat kami mengajukan permohonan izin usaha
perusahaan angkutan udara niaga berjadwal/ tidak berjadwal *)

Z4. Sebagai bahan perimbangan terlampir disampaikan 1 ( satu ) berkas
dokumen untuk melengkapl permohonan dimaksud yang terdir dan

a8 Folokopi Akle Pendinan Peiusahaan dan perubahannya (apabila
ada) beserta suraf pengesahan dan persetujuan atau sejenisnya
(apabila ada perubahan) darn Departermen Hukum dan Hak Azasi
Manusia yang telah dilegalisir;

b. Fotokopi Nomor Pokok Wajik Pajak (| NPWP) yang telah dilegalisic;

c. Fotokopr Surat Keterangan Demisih a/n penanggung jawab
perusahaan yang telah dilegalisir;

d. Fotokopi tanda bukti modal disetor yarng telah dilegalisir;

e Fotokupl Surat Persetujuan BEKPM/ BEKPMD yang telah dilegalisir

f Rencana usaha (business plan)

3. Demikian disampaikan, zpabila disetujul kami bersedia memenuhi
semua kewajiban yang ditetapkan dalam Surat 1zin Usaha Perusahaan

Angkulan Udara Niaga Berjadwal/Twdak Beradwal®) serta ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Femaohon

usan Yih ¢
Menteri Perhubungan

* ) Crornt pang tidak periy



LAMPIRAN | PFERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KRt 25 TAHUN 2008
CONTOH 2 = FORM 1 TANGGAL = 25 JUNI 2008

ACUAN FENYUSUNAN RENCANA USAHAS BUSINESS PLAN
UNTUK PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA
PERUSAHAAN ANGEUTAN UDARA NIAGA

L PENDAHULUAN :
1. Latar Belakang

Gambaran umum posisi keseimbangan penawaran dan permintaan jasa angkutan
udara yang melatar belakangi rencana pengajuan izin usaha perusahaan angkutan
udara niaga pada rute yang direncanakan dengan menyampaikan data dukung
yang dapat dipertanggung jawabkan,

2. Kelengkapan Persyaratan Administrasi

a, Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan atau Akta Perubahan yang harus
memuat:

1) Maksud dan tujuan perusahaan bergerak di bidang jasa angkutan udam=
niaga beradwal dan atau niaga tidak berjadwal. Akta pendirian telan
mendapat pengesahan dan apabila terdapat perubahan akta juga telah
mendapat persetujuan perubahan atau sejenisnya dan Menlerd Hukum dan
Hak Azasi Manusia,

2) Pemodalan yaitu :
a) Jumlah modal dasar perugahaan dan susunan kepemilikan saham,

b} Sumber modal (dalam negeri / luar neger), untuk parusahaan PMA
wajib berpatungan dengan badan hukum Indonesia, Adapun
kepemilikan saham asing maksimal sebesar 49% {empat puluh
sembilan persen) harus disertai dengan Surat Persetujuan dan Badan
Koordinagi Penanaman Modal Pusat atau Daarah;

e} Jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh (harus dapat
menunjukkan bukti setor) dan rekening Koran posisi terakhir

b, Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilegalisir,

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau Surat [zin Tempat Usaha
(SITU) atas nama Direktur Utama atau Presiden Direktur yang tercanium
dalam akta notaris dan dilegalisir,



ASPEK RENCANA PUSAT KEGIATAN OPERAS! DAN RUTE FENERBANGAN

1. RUTE PENERBANGAN DALAM NEGERI.

Rencana kantor pusal perusahaan dan pusal kegiatan operasi penerbangan
untuk jangka waklu sekurang — kurangnya 5 (lima) tahun ke depan,

Peta jaringan rute

Tahapan rute penerbangan dalam negen per tahun yang direncanakan uniuk
|angka waktu sekurang-kurangnya S (lima) tahun ke depan.

Rencana tahapan rute penerbangan dalam neger fersebut  harus
memperhatikan hal-hal sebagai barikut :

1) Rencana rute penerbangan harus memenuhl ketentuan keseimbangan
rute dengan ketentuan sebagai berikut ;

No | Kategori Rute Katentuan
1 Sangat Padat _
- Maksimal 55 %
2 | Padat
3 | Kurang Padat .
9 Minimal 45 %
4 Tidak Padat
Catatan
- Ruta Sangat Padal : Penumpang Per-Tahun lebih- den 1.000.000
- Rute Padat . Penumpang Per-Tahun 250,007 ~ 1.000.000
Ruie Kurang Padat . Penumpang Pec-Tahun 100,007 = 250000
Rute Tidak Padat . Penumpang Per-Tahun l&bih kecil dad 100,000

2) Rencana rute dalam negeri harus memenuhl ketentuan :

a) Rute penerbangan yang dilayani lebih dari 1 (satu) perusahaan
angkutan udara niaga berjadwal :

- Rute utama dengan tingkat kepadatan sangat padat atau padat
minimal faktor muat rata-rata rute 80% (delapan puluh persen)
untuk rute dengan tingkat kepadatan kurang padal atau tidak padal
minimal factor muat rata-rata 70% (tujuh puluh persen), dan
dengan memperhitungkan kapasitas tempat duduk ex/sfing dan
50% (lima puluh persen) kapasitas tempat duduk pada rute yang
terdapat dalam Lampiran lzin usaha angkutan udara niaga yang
belum diterbangi.

- Penambahan kapasitas tidak menyebabkan factor muat rata-rata
pada rute utama dengan tingkat kepadatan sangat padat atau
padat lebih rendah dari 70% (tujuh puluh persen), dan untuk rute
utama dengan tingksat kepadatan kurang padal stau tidak padal
lebih rendah dan 50% (hima puluh persen) dan dengan
memperhitungkan kapasitas tempal duduk existing dan 50% (ima
puluh persen) kapasitas tempat duduk pada rute yang terdapal
dalam Lampiran [zin usaha angkutan udara niaga yang balum
diterbangi.



Rute pengumpan dengan tingkat kepadatan sangat padat atau
padat faktor muat rata-rata rute 70% (tujuh pulub persen), dan
penambahan kapasitas tidak menyebabkan factor muat iebih
rendah dar 50% (lima puluh persen) dan dengan
memperhitungkan kapasitas tempat duduk existing dan 50% (lima
puluh persen) kapasitas tempat duduk pada rute yang terdapat
dalam Lampiran Izin usaha angkutan udara niaga yang belum
diterbangi,

Rute pengumpan dengan tingkat kepadatan kurang padat atau
tidak padat faktor muat rata-rata rute 50% (lima puluh persen), dan
penambahan kapasilas tidak menyebabkan fakior mual lebih
rendah dan 35% (tiga puluh lima persen) dan dengan
meamperhitungkan kapasitas empal duduk existing dan 50% (lima
puluh persen) kapasitas tempat duduk pada rute yang terdapat
dalam Lampiran lzin usaha angkutan udara niaga yvang belum
diterbangi.

Mo Uraian Eksisling 50% Penambahan |
(LIF} kapasiias Kapasilas
dalam SILP (UF)
(LIF)
1. | Rute Utama =] o g
| Sangat Padat atay Padat = BO% = BD% = T0%
| Kurang Padat atau Tidak | 2 T0% g T0% 2 50%
Padat
2. | Rule Pengumpan
Sangat Padst stau Padat =70% | =70% 250%
Kurang Padat atau Tidzak = 5% = 50 = 35%,
Padat

b) Rute penerbangan yang hanya dilayani 1 (satu} perusahaan angkutan
udara niaga berjadwal :

Rute utama dengan fingkat kepadatan sangal padal atau padal
minimal faktor muat rata-rata rute 70% (tujuh puluh persen)
danfatau untuk rute dengan lingkal kepadatan kurang padat atau
tidak padat minimal factor muat rata-rata 50% (lima puluh persen),
dan dengan memperhitungkan kapasitas tempat duduk existing
dan 50% (lima puluh persen) kapasitas tempat duduk pada rute
yang terdapat dalam Lampiran lzin usaha angkutan udara niaga
yang belum diterbangi.

Penambahan kapasitas tidak menyebabkan factor muat rata-rata
pada mute utama dengan tingkat kepadatan sangat padat atau
padat lebih rendah dan 50% (lima puluh persen), dan untuk rute
utama dengan tingkat kepadatan kurang padat atau tidak padal
lebih rendah dar 35% (tiga puluh lima persen), dan dengan
memperhitungkan kapasitas tempatl duduk axisfing dan 50% (lima
puluh persen) kapasitas tempat duduk pada rute yang lerdapal
dalam Lampiran lzin usaha angkutan udara miaga yang belum
diterbangi.



3)

4)

-  Fute pengumpan dengan tingkal kepadatan sangat padat atau
padat faktor muat rata-rata rute 80% (enam puluh persen), dan
penambahan kapasitas tdak menyebabkan faktor muat lebin
rendah dari 45% (empat puluh lima persen), dan dengan
memperhiiungkan kapasitas tlempatl duduk existing dan 50% (lima
puluh persen} kapasias tempat duduk pada rute yang terdapat
dalam Lampiran lzin usaha angkutan udara niaga yang belum
diterbangi.

- Rute pengumpan dengan tingkat kepadatan kurang padal atau
tidak padat dapat dilayani oleh perusahaan angkutan udara niaga
berjadwal lainnya dengan pesawal sejenis lanpa dilakukan

avaluasi kapasitas.
Mo | Uraian Eksisting |  50% Panambahan
|LIF} Hapasitas Hapasitas
dalam 3ILP (LIF)
{LIF)
1. | Rute Utama :
Sangal Padst stau 5 =
b 0% T0% B0%
Kurang Padal atau » 2 5
Tidak Padat . ?ﬂ%_ | % i%__ i
£ | Rute Pangumpan ;
Sangat Padat atau 2 600 > 0% 458 I
Padat
Kurang Padat atau Dapat dilayani
Tidak Padat peruszhaan
angkutan udara
niaga  bendawal
Einnya dergan
pesawal  sajenis |
dan  tidak ada
evaluasi kapasiias

Masing-masing rute yang direncanakan harus dilengkapi dengan
perhitungan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya & (ima) tahun ke
depan antara lain :

a) Frekuensi penerbangan perusahaan per minggu dan per tahun,

b) Kapasitas angkut (tempat duduk dan kargo) perusahan disediakan pes
minggu dan per tahun,

g} Jam terbang perusahaan per minggu dan per tahun

Berdasarkan pada hasil perhitungan prakiraan demand angkutan udara
untuk penumpang dan atau kargo dalam negeri untuk jangka waktu
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan diakukan perhitungan
prakiraan demand penumpang yang diangkut oleh perusahaan pada
masing-masing rute yang direncanakan dengan mempearhifungkan target
pangsa pasar diraih yang didasarkan pada ;



a) Kondisi perusahan pesaing yang melayani rute dalam neger yang
direncanakan,

b) Kemampuan perusahaan dalam meraih pangsa pasar pada rule
direncanakan yang didasarkan pada jenis, tipe, kapasitas dan kinerja
armada udara yang akan dioperasikan serta strategi perusahaan.

5) Perhitungan sebagaimana pada butir 2 dan 3 tersebut di atas dilakukan
rekapitulasi perhitungan.

2. RUTE PENERBANGAN LUAR NEGERI.

a. Tahapan rencana rute penerbangan luar neger per tahun untuk jangka wakiu
sakurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.

b. Rencana rute penerbangan luar negeri tersebut harus memperhatikan halk-hal
sebagal berikut

1) Rute penerbangan luar negeri yang direncanakan harus terdapat dalam
Parjanjian Bilateral dan atau Multilateral Perhubungan Udara

2) Masing-masing rmte yang direncanakan harus dilengkapi dengan
perhitungan antara lain :

a) Frekuensi penerbangan per minggu dan per tahun yang dalam jangka
pendek maksimal sesuai dengan jumiahfsisa right yang dimiliki cleh
pemarintah Republik Indonesia.

b Kapasitas angkut (tempat duduk) per minggu dan per tahun yang
dalam jangka pendek maksimal sesuai dengan jumiahlsisa right yang
dimiliki oleh pemernntah Republik Indonesia,

¢] Jam terbang per penerbangan, per minggu dan per tahun.

3) Mendasarkan pada hasil perhitungan prakiraan demand angkutan udara
untuk penumpang dan atau kargo luar negerl untuk jangka waktu
sekurang-kurangnya 5 (lima) tehun ke depan dilakukan psrhitungan
prakiraan demand penumpang yang diangkut oleh perusahaan pada
masing-masing rute yang direncanakan dengan memperhitunakan target
pangsa pasar diraih yang didasarkan pada

a) Kondisi perusahan pesaing yang melayani rute luar negen yang
direncanakan

b) Kemampuan perusahaan dalam meraih pangsa pasar pada rute
direncanakan yang didasarkan pada |enis, tipe, kapasitas dan kinerja
armada udara yang akan dioperasikan serta strateg perusahaan.

4) Perhitungan sebagaimana pada buitr 3 tersebut diatas dilakukan
rekapliulasi perhitungan.

ASPEK PEMASARAN DALAM BENTUK POTENS! PERMINTAAN PASAR
ANGKUTAN UDARA.

Gambaran permintaan jasa angkulan udara niaga balk angkutan penumpang maupun
kargo pada rute atau daerah operasi yang direncanakan dengan menyampaikan data
dukung yang dapat dipartanggung jawabkan,
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A. UNTUK PERUSAHAAN ANGHUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL
1. Data demand penumpang dan atau kargo per rute penerbangan untuk
angkutan udara dalam negeri dan luar negeri yang direncanakan minimal data
empiris selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan sumber data diperolen
(contoh © rencana bisnis disusun tahun 2008 maka data empirs yang
disampaikan minimal tahun 2003 sampai dengan tahun 2007)

Z. Prakiraan demand angkutan udara untuk penumpang dan atau kargo dalam
neger dan atau luar neger minimal untuk jangka wakiu sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun ke depan (contoh: rencana bisnis disusun tahun 2008 maka data
empiris yang disampaikan minimal tahun 2008 sampai dengan tahun 2013
pada masing-masing rute yang direncanakan, dengan menggunakan dasar

penyusunan prakiraan gdemand panumpang dan atau kargo antara lain |

b, Metode prakiraan permintaan (demand forecast melhode) yang
mendasarkan pada teori yang dapat dipertanggung jawabkan,

c. Memperhatikan faktor-faktor ekstemal seperti ekonomi, sosial, pariwisata.
politik dan sebagainya;

d. Asumsi dasar penyusunan prakiraan permintaan (demand forecasl) dapat
dipertanggung jawabkan.

3. Kondisi pesaing yang ada saat ini pada rute penerbangan atau daerah operasi
yang akan dilayani.

B. UNTUK PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

1. Sasaran dan segmentas| demand angkutan udara niaga tidak berjadwal yang
akan dicapai.

2. Prakiraan utilisasi pesawat udara untuk jangka waktu sekurang — kurangnya 5
(lima) tahun ke depan.

3. Justifikasi yang akan digunakan untuk membuat prakiraan ufilisasi pesawat
udara tersebut

ASPEK KESIAPAN ATALU KELAYAKAN OPERASI

Pembahasan aspek pemasaran dimaksud adalah caraflangkah/stralegn pemasaran
dan penjualan yang akan diterapkan yang meliputi antara lain .

a. Sistem penjualan, diantaranya diuraikan mealalui agen dan atau perwakilan;

b. Sislem pelayanan kepada pengguna jasa yang tedir dar pelayanan pre flighl, i
fiight dan post flight.

Aspek tarif pada perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, tanf kelas skonomi
yvang diberlakukan berdasarkan rata-rata harga pasar yang beraku deangan
memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang penarifan

ASPEK ARMADA UDARA.,

Parencanaan armada udara untuk jangka waklu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke
depan. minimal memuat hal-hal sebagai berkut :

1. Karakteristik dan spesifikasi jenis dan tipe pesawat udara yang akan digunakan,
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2.

3

Perhitungan kebutuhan jumliah pesawat dan tahapan pengadaan pesawat udara
selama minimal 5 tahun mendatang dari masing-masing jenis dan tipe pesawat
udara yang akan digunakan adaiah sebagai berikut -

1), untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, tahun pertama minimal
harus mengoperasikan 5 (lima) unit pesawal udara yang laik udara yaitu 2 (dua)
unit pesawat dimiliki dan 2 (tiga) unit dikuasai dengan jenis yang mendukung
dalam pengoperasiannya;

Z). untuk perusahaan angkutan udara niaga fidak beradwal, minimal harus
mengoperasikan 3 (tiga) unil pesawal udara yang laik udara yaitu 1 {satu) uni
pesawst udara dimiliki dan 2 (dua) unit pesawat dikuasal dengan jenis yang
dapat saling mendukung dalam pengoparasiannya.

3). untuk perusahaan angkutan udara niaga khusus kargo, minimal harus
mengoperasikan 2 (dua) unit pesawat udara laik udara yang dikuasai, dengan
jenis yang dapat saling mendukung dalam pengoperasiannya.

Cara perolehan pangadaan pesawal yaitu

1) Apabila diperoleh dengan cara sewa, agar dijelaskan sistem sewanya, antara
lain ; sewa operasi, séewa guna, dry lease atau wel lease (untuk wel lease
agar memperhatikan ketentuan ketenaga kerjaan).

2} Apabila diperoleh dengan cara bell, agar dijelaskan sistern pembayarannya

ASPEK TEKNIK OFERASI PESAWAT UDARA.

Perancanaan teknik oparasi pesawat udara untuk jangka waktu sekurang-kurangnya &
{lima) tahun ke depan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut

1.

2.

Rencana rotasi diagram pesawat udara untuk masing-masing jenis, tipe pesawal
dan tahapan pengadaan pesawat minimal dalam mingguan

Rencana utilisasi masing-masing jenis dan tipe pesawat yang akan digunakan
selama 5 tahun mendatang dan dibuat perjenis pesawal untuk rata-rata per-har,

per-minggu dan par-tahun,

ASPEK SUMEER DAYA MANUSIA (SDM).

Perencangan sumber dava manusia perusahaan untuk jangka wakiu sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun ke depan yang minimal memuat hal-hal sebagal benkut |

a
b.

Sistem atau cara perolehan SDM langsung maupun fidak langsung;

Jumlah dan kualifikasi SDM langsung (sesual ketentuan yang berlaku),
diantaranya:

1) Awak kokpit (cockpll crew).

2) Awak kabin (cabin attendant).
3)  Flight Engineer

4) Teknisi.

5) Mekanik.

8) Flight Operation Officer (FOQ),

Kebutuhan jumiah SDM langsung dilengkapi dengan rencana program training untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
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ASPEK KEUANGAN DAN EKONOMI.

1. Perhitungan kebutuhan modal usaha pada awal kegiatan usaha yang terdin atas
investasi awal (jenis, jumlah dan nilai investasi) dan kebutuhan modal kerja serta
diperjelas sumber pendanaannya. Pemenuhan kebutuhan modal usaha dengan
modal sendiri (modal disetor) sekurang — Kurangnya sebssar kebutuhan investasi
awal dan kebutuhan biaya variabel selama 1 (satu )} tahun pertama. Sedangkan
untuk pengembangan usaha sekurang — Kurangnya sebesar 1 (satu) tahun
pertama kebutuhan investasi pengembangan usaha dan kebutuhan biaya variabal
sglama & (enam) bulan.

2. Apabila terdapat rencana tambahan investasi selama & (lima) tahun mendatang,
agar disebutkan jenis, jumiah dan nilai investasi sertea diperjelas sumber
pendanaannya.

3. Asumsi dasar dan rincian perhitungan masing-masing komponen biaya operagi
panarbangan per jam terbang untuk masing-masing tipe pesawat udara yang akan
digunakan. Rincian perhitungan masing-masing komponan biaya harus |slas,
konsisten, wajar dan diserlal data dukung yang jelas.

4. Komponen biaya operasi penerbangan minimal terdiri dari
a. Biaya Operasi Langsung :
1) Biaya Operasi Langsung Tetap.

a). Biaya sewa pesawat udara dan atau penyusutan pesawat udara.

b). Biaya asuransi pesawat udara.

c). Biaya gaji tetap awak pesawat.

d). Biaya gaji tetap fight engineer, teknisi, mekanik dan Flight Cperafion
Oifficer (FOO).

&). Biaya amortisasi training crew (bagi pemehon yang akan menggunakan
crew yang membutuhkan initial trairing)

f). Biaya training crew (untuk frainfng yang sifatnya dilakukan secara
berjangka/berkala).

2) Biaya Operasi Langsung Variabel,

a). Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas,

b). Biaya perawatan/pemeliharaan pesawal udara

c). Biaya tunjangan awak pesawat.

d). Biaya pelayanan jasa bandar udara {jasa pelayanan panerbangan (roule
charge), pendaratan, penempatan dan penyimpanan {(kalau ada)]

e). Biaya pelayanan di darat {ground handling).

f). Biaya catenng

b. Biaya Operasi Tidak Langsung :

1). Biaya umum dan organisasi.

3) Biaya penyusutan aktiva tetap non pesawat
4) Biaya amortisasi non aktiva tetap

5) Biaya gaji tetap SDM tidak langsung.

6) Biaya pemasaran dan penjualan.

7) Biaya komisi agen.

5. Proyeksi perhitungan rugi laba untuk untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun ke depan yang terdiri dari ;

L



Rekapitulasi perhilungan rugi laba masing-masing tipe pesawat yang akan
digunakan.

Rekapitulasi perhitungan rugi laba perusahaan.

c. Penetapan tarp untuk perhilungan pendapatan perusahaan angkutan udara

f

niaga berjadwal pada rute yang direncanakan mendasarkan pada ketentuan
yang berlaku dan rata-rata kecenderungan harga pasar yang berlaku

Untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal penumpang, masing-
masing butir a dan b tersebut di atas harus terdapal rincian perhitungan
indikator kinerja keuangan sekurang = kurangnya terdin dari |

= Break Even Point.
« Tarnf per-penumpang/km.

Untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal kargo, masing-masing butir
a dan b tersebut di atas harus terdapat rincian perhitungan indikator kinera
keuangan sekurang- kurangnya terdiri dar |

s Break Even Point.
« Tanf per Kg-Km.

Untuk perusahan angkutan udara niaga tidak beradwal agar dilakukan analisa
Break Even Point.

. Proyeksi perhitungan arus kas perusahaan untuk jangkas waklu sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, minimal terdir dar

@,

Arus kas masuk :

1} Penarimaan hasil operasi.

2} Penerimaan hasil non operasi (kalau ada)
3} Cadangan penyusutan dan amortisasi.

4) Berkurangnya modal kerja.

5) Bertambahnya hutang.

6) Berkurangnya piutang.

7) Dan lain-lain

Arus kas keluar ;

1) Biaya operasi
2) Biaya non operasi (kalau ada).
3) Pembayaran angsuran hutang.

4) Bertambahnya modal kerja.

5) Berkurangnya hutang,
§) Bertambahnya piutang.
7)1 Dan lain-lain

Proyeksi perhitungan neraca perusahaan untuk untuk jangka wakiu sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, minimal terdin dari |

Aktiva :

1) Aktiva lancar minimal terdiri dan .

- [Kas dan bank,

- Piutang.

-  Persediaan.
Dan lain-lain



8. Analisa ratio keuangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (lima) tahun ke
depan (dibuat rata-rata hasil perhitungan) yang terdiri dar

a.

b
C.
d

TO o Q0o

2) Aktiva tetap.

Pesawat (kecuali sewa)

Peralatan gedung.

FPeralatan kantor.

Peralatan panunjang.

Kendaraan roda empat (kecuali sewa),
Kendaraan roda dua (kecuali sewa).
Gedung dan atau tanah (kecuali sewa).
Dan lain-1ain

1) Aktiva lain-lain.

e

Biaya pra operasi,
Jaminan pesawal (securily deposil).
Dan lain-lain

FPassiva :

1) Fassiva lancar minimal terdiri dar :

Hutang lancar.
Hutang biaya

2) Hutang jangka panjang.
3) Modal sandiri.

Modal perseroan,
Modal disetor.

Laba ditahan.
Laba/rugi perusahaan.

Current ratio

Cash ratio

Dbt ratio

Debt equity ratio
Gross profit margin
Net profit margin
Retum on equity
Reatum on assets

8. Analisa skonomi dan keuangan terhadap kondisi keuangan perusahaan untuk
jangka waktu sekurang-kurangnya S (lima) tahun ke depan, yang tendiri dari:

. Analisa Payback Penod.

. Analisa Net Prasent Value (NPV).
Internal Rate of Return (IRR)
. Analisa Profitability Index (P1)

({;
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Mo ASPEK YANG
DINILAI

SUB ASPEK

KRITERIA

CHECK LIST / HETERANGAN

1 | Administrasi

1 Akta Pendiran perusahaan dan

perubahannya (apabils ada) yang
dikeluarkan cleh Molare

i F%gesahan akia pendirian seria ﬁersetujmn perubahan akta | TELAH DILEGALISIR

dan atau sejenisnya dar Merten Hukum & HAM yang teiah
diegalisir

2. Maksud dan wijuan sesuai bidang usshs yang akan
dilaksanakan

TELAH DILEGALISIR

| 2 Surst Parsetujusr dari Badan

Koordinssi Penanaman Modal Pusatf
Ckaarah

TELAH DILEGALISIR

Apabilz merupakan Penanaman Modal Asing maks
kompasisinya harus digsesuaikan dengan ketentuan dan
paraturan perundang — undangan yang beraku

TELAH DILEGALISR

3. Nomor Pokok Wapb Pajak! NPYWF

rutﬁknm Momos Pokok Walib Pajak yeng dikeluarkan oleh
Direkicral Jenderal Pajak yang telah dilegalisic

TELAH DILEGALISIR

4 Tempat domisil perusahesn

Domisil perusshaan harus ain. Penanggung jawab perusahaan
yang tercantum dalam akta notans dan di wikayah Indonesia
sarta dikelusrkan oleh nstansi berwenang yang telah dilegaisr

7 | Demand angkutan
| uidara

1, Dala emparis gemand
penumpangrargs e e
penerbangan uniuk nie dalam
regen dan atau luar negen

1 Tavel rincian data tahunan sehurang -kurangnys S (limaj
tahun terakhir

Z Sumbar data disebutkan dengan jelas, arlara lan bandar
udars, perusahaan angkutan wdara, Direkiorat Jendesal
Perhiubungsn Udara, Bira Pusat Stabstik atau sumoer data
l@innya

. ADA DAN LENGKAP

" ADA DAN LENGKAF

Analisis perumbuhan demand per rule penerbangsn
ferhadap data tahunan sebagaimans butir 1

Lad

ADA DAN LENGKAR




2 Prakiraan demand angkutan udara 1 Tabel rincian prakirazn demang uniuk jengka wakiu sekurang- ADA DAN LENGKAP :
penumpang/kargo untuk rute dalzm kurangnya S{kma) tahun ke depan -
negen dan atau luar neger

2 Metode yang skan digunaxan untuk membust prakraan ADA DAN LENGKAP
demand angkutan udara

3 Anzlisis periumbouhan per rule penerbangsn per t@hun untuk ADA DAN LENGEAR
jangka wakby sekurang-kurangnya 5 (limal lahun mendatang,
didukung dengan 1u:~JIJI1'I-:£uJ

3. Pangsa pasar demand angkutan 1. Takel nncian data pesaing yang tﬂih menerbangs rute ADA DAN LENGEAP
udara penumpang atau kargo yang penerbangan yang difencanakan pada masing-masing rute
akan diraih penerbangan (operalor, tipe pesawal, frekuensi, kapasitss

dan load fakior)
2 Rincian perhitungan pangsa pasar untuk jangka waktu ADA DAN LENGKAR
sekurang-kurangnye & (ima} tzhun ke depan i |
3 Justifikasi yang akan dgunakan unluk prakitaan pangsa | ADA DAN LENGKAP :
| peswr —
4 Analisis rencana pangsa pasar per rute penerbangan pes ADA DAN LENGKAR |
tahun unfuk jangks wakiu sekurang-kurangrnya 5 (lima) tahun
ke depan
Rute Penerbancgan 1 Rencans kanlof pusal perusahaan 1 Pela anegsn rencana rule penerbangan ALIA DAN LENGKAR 4‘
dan pusal kegiatan operasi
penab:ng:n
2 Rencana rute penerbangan dakam 1 Tabel rincian tahapan tahunan rute pnerbangan dalam | ADA DAN LENGKAP '
nEgEri neger untuk jangka wakiu sekurang-kurangnya 5 {lima} sahun |
ke depan il :
2 Besua dengan kesewmbangan aniara permlntasn dan i ADA DAN LENGKAR
{ perawaran sasual dengan kiiterna dan tolos ukur .

3. Rencana ruile penerbangan |uar | 1 Tabel rincian tahapan 1ahunan rule penerbangan luar negen | ADA DAN LENGKAR

neger i urhuk janghka wakiu seiurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke J .
L depan | |
2 Tenad koneksitas antara rute penerbargan dalam negen | ADA DAN LENGKAR

dergan rute penerbangan luar neger bagi pemohaon yang |
akan menearbangi nule penarbangan dalam negeri dan luar |

NEGET




3. Rute yvang disencanakan terdapat di datam Pernanjian Bilateral
dan at2d Multiiateral Argkutan Udara

A0 AN LENGEAFR

4. Kapasias sesunl dengan jumlakisisa nght
yang dimiliki olen Femenntah Republik indones:a

ADA DAN LENGKAP

=y

] Kesepan atau

kelayakan opersi

1. Sistem penjualan

Rencana penjuatﬂn yang akan ditskukan melals agen dan atau
perwakiian

ADA DAN LENGEAP

2 Sistem pelayanan

Lirman sistem dan penis pelayanan yang akan disediakan

ADA DAN LEMGKAR

& | Armada Udara

1. Earakleristik dan spesifikasi pesawal
udara

Data kasakterishh dan spesilikas: leknis operas: pesawat yang
akan digunakan

A0A DAN LENGEAP

2. Cara perolehan

Uraian cara peralehan pesawsi yang akan diigunakan dan system
pembayvaranmya

ADA DAN LENGKAP

|
2
|
|

6 | Teknik Operasi

3. Kebutuhan ammads udars

1. Rencama Rotasi Diegram pesawat

ke depan

Tabei nncian tahapan perhitungen kebutuhan pesawal udara
tahunan untuk [@ngka wakiu sekurang-kurangnya S (lima) @hun

ADA DAN LENGKAP

Rodas pasawat j'a_ng seslE dengan rencana utilisasi dan
rencana rule penerbangan ternasuk rencana jadwal
kebrangkatan, kedatangan dan ground fime

2. Rencana utilisss pesawal udara

ADA DAN LENGKAP

Datam range batagan normal atau sesual dengan spesifikas: yang
dikeluarkan olah parusahaan pambud pesawat atsu sesual
dengan ieknis operasi pesawal udar

ADA DAN LENGKAP

& Rencana program pameliharazn

pesawal udara

Rincian program pemeliharaan yang mengacu kepads CAE?, 121

| dan CASR 135.

ADA DAN LENGEAP

| 7 | Organisasi dan

Sumber Daya
Manusia

1. Rencana SDM

1. Tabel rincean rencana fakagan kebutuhan akunan uetuk
jangka wakiu sekurang-kurangriva & {limz] tabun ke depan
unfuk SOM langsung secara lengkap termasuk carg
perhitungannya

ADA DAN LENGKAP

2. Tebel rincan rencans tshapan kebuluhan tahunan uniuk
jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan
unfurk S0OM tidad langsung secara lengkap termasuk cara
perhitunganmya

4, Program training SOM langsung amtara lain | ens tmﬁing

vang dibutubkan dan @ngka wakiu yarg dibuiu..-ﬁh‘ﬂn_

EE e i

ADA DAN LENGKAR

e e —

| 3. Sislem pengadaan SDOM lengsung dan bdak iengsung | ADA DAN LENGRAS

ADA DAN LENGKAP



Keuangan dan
Ekanami

1. Rencana kebutuhan miodal usaha

1. Rincian investasi terdiri dan jumiah, jenis mvestasi dan nilz
imiestas enluk @nglka wakiu sekurang-kurangnya S (lima)
tehun ke depan

ADA DAN LENGRAP

2 _Ftincian pechitungan kebutuhan modal ker@

ADA DAN LENGHAP

2. Asurnsi dasar yang digunakan uniuk
perhiungan biaya aperas

Justifikasi masing-rmasing asumsi yang digunakan hans pelas,
kansisten, akurat dan wajarirealistis

AL DAN LENGEAR

3. Perhitungan Biaya Operasi

1. Rincian parhitungan masing-masing kompenen biaya operasi
pesawal yaiu
B Es,ya Langsung Oparasi
Baya Langsung Telap
= Bigya sewa pesawal udara dan alau penyusutan
pesgwal udara.
Biaya asurans pesawst udara,
Biaya gl tetap ewak pesawal
Biaya gajl tetap fght enginesr, teknisi, mokanik
dan Fiight Operalion Officer (FOO),
= Hiaya amodizas: traiming craw [(bagi pemohon
yang akan menggunakan crew yang
rnasmibutishkan initial fraining)
# Biaya trainmg crew |untuk training yang sifatnya
dilakixan secara benangkatenala)
- Biaya Langsung Tidek Tetap
= Biaya Bahan Bakar Minyak (BEM) dan peiumas
« Biaya perawalanipemeliharaan pesawal udara
¢ Biaya tunjangan awak pesawat
s Biayas pelayvanan jasa bandar udara {253
pelayanan penerbangan {rowle charge),
pendaratan, perempalan dan penyimparsan
(katau adal}
= Biaya pelayanan di daral {groundg handling)
Biaya catering
b Elrava Tidek Langsung Opefasi
" Biays umum dan organsasi,
Biaya penyusiytan akive istap non pesawat.
Bilaya amamisasi non skiiva ietap
Biaya gajl tetap SO tdak Engsung
Biayz pemasdran dan penjuesan
Biaya komsi agen.

rme—

- DATA DUELING AN
LENGKAF

- CARA PERHITUNGAN
BENAR

- AKURAT

G e —




2. Rinctan perhilungan masing-masing kampaonen baya jelas
konsisten, dan data dukung lengkap

ADA

DATA DUKUNG DAN
LENGEAFP

CARA PERHITUNGAN
BEMAR

KONSISTEN

4 Proyeksi rug: laba

1. Rincian perhitungan rug laba tahunan per fipe pesawat untuk
jangka walktu sekurang-kurangnya § (ima) ahun ke depan

ADA
DATA DUKUNG DAN
LEMGKAP

CARA PERHITUMGAN
BENAR

AKURAT

2 Ringan rugl Bba perusahaan untuk jangha wakiu sekurang-
karangnya 5 tahun ke depan

ADA

DATA DUKLING DAN
LEMGHAR

CARA PERHITUNGAN
BENAR

KONSISTEN

- AKLRAT B =
3. Rincian laba rugi pada butir 1 dan 2 untuk angkutan - ADA
peEnumpang sekurang = kurangnya terdapal perhitungan - DATA DUKLING DAMN
B v oo | CARA PERHITUNGAX
= ik s
Tarit per- penumpangikm Gl
- KOMNSIETEM
|4 Rincian laba fugi pada butic 1dan 2 untuk angkuten karga | - ADA
harus ada perhitungan - - DATA DUKUNG DAN
LEMGHKAP
Brask Event Pam! i
Talf Pac-Kg KM - CARA PERHITUNGAN
' | BENAR




&. Proweks Arus Kag

Rincian parhrhmg-ﬂn anue kas perusshaan tshunan untuk jangka
wakiu sekurang-kurangnya 5 (lima) [ahun ke depan

ADA

- DATA DUKLING DAN

LENGKAP
CARA PERHITUMGAN
BEMNAR

- KONSISTEN

8. Proyeks| Meracs

Rincian pechilungan reraca untok angks wexiu sskurang-
kurangnya 5 |lima) tahun ke depan

. ADA
. DATA DUKUNG DAN

LENGKAF

- CARA PERHITUNGAN

BENAR
- KONSISTEM
T Ralio Keuangan

1 Current Ratio =80 %

2. Cash Rato 7o

3. Dett Ratio =50 %

4, Debt Equity Ratia < 50 % ,

5 Gross Profit Margn 23%

&  Net Prafit Margin 22%

| 7 Retum On Equity | 5%s=ROE<I10%

! | B Return On Assats 3% = ROA =5%

| B Anzkss Ekonomi dan Feansial

—

1 Analisa Payback Fenod

|||||

< 5 TAHLIN {untuk rencana

usaha & Tahun)

2 Anaiss Mer Fresenl Value

POSITIF

| 3 Intemal Rafe of Return

= Dusepunt Fachar (1.5 -2 kall

Duseouri! Factor)

4 pnaisa Frofitabilily index

=




CONTOH 2 = FORM 3

LAMPIRAN | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

MOMOR PCM 25 TAHLUN 2008
TAMGGAL @ 25 JUNI 2008

KRITERIA DAN TOLOK UKUR PENILAIAN RENCANA USAHA BUSINESS PLAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

I
Ko | ASPEK YANG
DINILAL

SUB ASPEK

KRITERIA

1 Agminairas:

Akts Pendiran perusahsan dan

perubshannya (apabila ada) yang
dikpiuanan oleh Moters

CHECK LIST!
KETERANGAN

1 Pengesshan akta pendirian serh'; persefujuan perubahan akia
dan atau sejenisnya dar Menter Hukum & HAM yang telah
diegalisir

TELAH DILEGALISIR

2. Maksud dan [ujuan sesuai bidang ussha

TELAH DILEGALISIR

3 Buka modal disetor dalam akia dan rekening koran

| TELAH DILEGALISIR

Surat Persetupuan dan Badan Rodrdmass
Penanaman Modal Pusat! Dasrah

&pabila mervpakan Penanaman Modal Asing maka komiposisinyg
|l hisrus diesuakan dengan ketenluan dan peraturan perundang —
undangar yang berlkaku

| TELAH DILEGALISIR

Momor Pokok Waijib Pajak/ NPWP

Faotokoni Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan cieh
Direktorat Jendaral Pajak yang telsh dilegalisir

Temual domséi perusahaan

| Domiesii perusahaan harns an. Penanggung jawab perusahaan
yang tercantum dalam akta notaris dan di wilayah Indonesis serts
dikeluarkan oieh instang berwenang yang feleh dilegalsir

TELAH DILEGALISIR

TELAH DILEGALISIR

2 | Demand angkutan
udara

* Prakiraan demand angkulan wdara maga

tidak berjadwal untuk daerah operasi
yang drencanakan

1 Sasaran dan segmentesi demeand angkutan udara niaga lidak
beradwal yang akan dicapal

ADA DAN LENGKAF

2 Tabel prakiraan utifsasi pesawat vdare uniuk jatgka wakiu
sekurang — kurangmya 5 {lima) 1ahun ke depan

ADA DAN LENGRAF

| 3 Justifisss yang akan digunakan uniuk membuat prakiesan
utilisasi pesawal wdara lersetaul

. ADA DAM LENGHEAF




3 E;mpcanf kelayakan 1. Bistam penjualan ' Rencana penjualan yang skan dilakukan meiui agen dan atau ADA DAN LENGKAP
operasi | perwakiian | ,
2 Biglem pelayanan | Uraian sistem dan jenis pelayanan yang akan disediakan ADA DAN LENGKAP i
4 | armaca Udara 1. Karakienstic dan spesifikas pesawal Data karaktenstik dan spesdikas teknis operasi pesawat yang akan | ADA DAN LENGKAP f
udars digunakan i |
2 (ara peroieghan | Uraian cara perolehan pesawal yang akan digunakan dan system | ADA DAN LENGKAP '
pembayarannya |
3. Kphutuhan amadas udara Tabel rincian tahapan perhitungan kebutihan pesswat udara AlA DAN LENGEAPR i
tahuman uniuk jengka waktu sekurang-kurangnya & (lima) tahun ke
depan.
& | Teknik Operasi 1. Rencana Rotasi Diagram pesawat Rotasl pesawal yang sesual dengan rencanz utilisasi dan rencana ADA DAN LENGHAPR
rute penerbangan ternasuk rencana [adwal kebrangkatan,
kedatangan dan ground time
Z. Rencana ulilisasi pesawat udara Dalam range batagan nomal atau sesuai dengan spesifikasi yarng ADA DAN LENGHAR
dikeluarkan okeh pergahaan pembuat pesawat stau sesual dengan
teknis operasi pesawat udara
i 3. Rencana program pemeliharaan Rincian program pemelifaraan yang meangacyu kepada CASH 124 A0A DAM LENGEAP
pesawal udara gan CASR 135
6 | Organsasi dan 1 Rencana SOM 1. Tabel nncan rencans tahapan kahLEuhan tatnan untuk j@ngka ,.H.Em DAN LENGHKAP !
Sumbes Daya wakiu sekurang-kurangnys & [lima) tshun ke degan unhik SOM
Manusia lamgsung sacara lengkap termasuk cara parhibangannya _
| 2. Tabel nncan fencans tahapan kebulunan tanunan untuk jangka - ADADAN LENGKAP
wakiu sekureng-surangnya 5 (lima) kahun ke depan uniuk SO !
lidak langsung secara lengkap termasuk cara perhitungannya |
3. Ssten pengadazn SOM langsung dan tdak Engsung A0 DAM LENGEAR
4 Program taining SDM langsung antars 1ein | enis fraining yang | ADA DAN LENGKAP |
. dibutuhkan dan jengke wakiu yang dibutuhkan |
! 7| Keuangan dan 1, Rencana kebutuhan modal usaha 1 Rincian invesias: terdirl dan jumiah, jems nvestasi dan nital | ADA DAN LENGEAR
Ekaonaormi

| ke depan

investasi untuk jangka wakiy sekurang-kurangnys 5 (hma) @ahun |

L
2 Rncian perhdungan kebuluhan modal kena

| ADA DAN LENGKAF




2. Asumsi desar yang digunakan untuk
perhitungan bidya operasi

Jusiifikasi masing-masing asumsi yang digunakan hares elas,
konsisten, akurat dan wajarirealistis

! ADA DAN LENGHAP

3 Parfwtungan Biaya Oparas

1 Rinczan perhitungan masng-masing kompanen aya operas
pesawal yau

a Biaya Langsung Operasi
Biaya Langsung Tetap

Biaya sews pesswat udara dan atau penyusulan
pesawat udara

Biaya asuransi pesawal udara,

Biaya gaji tetap swak pesawat

Biaya gajl tetap Migh! engineer, ieknis, mekanik dan
Flight Operation Officer (FOO}

Biaya amoriisasi Iraining crew (bagl pemahon yang
AN menggunakan crew yang membutuhkan indial
fraining)

Biaya Irauning crew [uniuk irgining yang sifatnya
dilzaukan secara berjangkaberkala),

- Biaya Langaung Tidak Telap

" & @ &

Hiaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas
Hiaya perawatan/pemeliharaan pesawal utara
Biaya tunjangan awak pesawat

Biaya palayanan jasa bandar udara {gsa
pelayanan penerbangan (roufe chargs),
pendaratan, penempatan dan penyvimpanan (kalau
edal)

Biaya pelavanan di darat [growsd Fanding|

Blaya catering

b Biaya Tidak Langsung Operas

@ & & 4 @

Bigya umium dan oeganisas|

Bigya panyusutan aktva lefap non pesswal
Biays amortis=si non aktiva ietap

Bieya gaji tetap S0OM tidak langsung.

EBiaya pamasaran dan penjualan.

Bisys komisl sgen

1 ——

ADA

- DATA DUEUNG DAN
LEMGHAP

- CARA

PERHITUNGAN

BEMAS

BEURAT

—— =



I 2 Rincian perhitungan masing-masing komponan biaya |elas, ADA,

komgisten, dan data dukung lengkap. - DATA DUKUNG DAN
LEMNGKAP

CARA
FERHITUNGAN
BEMNAR

| « FONIISTEN

L ]

4. Proyeis Rugi Laba 1. Perhiungan rencana biaya operasi dan pendapatan minimal - ADA

lima tahuin ke depan = DATA DUKUNG DAN
LEHGHAP

-« CARN
PERHITLIMNGAM

| BENAR

AKLIRAT
2 Terdapat perhitungen Seeah Evenl Ponf = TE%

3. Rincian perhitunigan laba rugi tahunan per ipe pesawat - ADA
rrinimal Utk [@ngka wakiy Sekurang-ruranonya 5 flima) tabun LATA DUKLING DAN
- CARA
| PERHITUMGAN
] HEMAR

KONSISTEN

| 4. Rinclan rugl laba perusahaan tahunan rugi 1zba perusahaan | = ADA
mindmal uriuk jargks wakiu sekurang-kurangnya 5 (hma) ahun | - DATA DUKUNG DAN
ki dopan LEMGKHAR
- CARA
| PERHITUNEAN
| BEMAR

| WONSISTEN

5. Proyeks: Atug Kas Rincian perhdungan aris kas perusahaan tahynan minmal mml._r' ALA
jangka wakiu sekurang-kurangnya & (hma) Ehen ke dapan | - DATA DHIKUNG DAN |
|

LEMGEAR
- CARA |
| PERRITUNGAN
BEMAR |
| FOMSIETEN ]




Vi.

VI

2.

3

Perhitungan kebutuhan jumliah pesawat dan tahapan pengadaan pesawat udara
selama minimal 5 tahun mendatang dari masing-masing jenis dan tipe pesawat
udara yang akan digunakan adaiah sebagai berikut -

1), untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, tahun pertama minimal
harus mengoperasikan 5 (lima) unit pesawal udara yang laik udara yaitu 2 (dua)
unit pesawat dimiliki dan 2 (tiga) unit dikuasai dengan jenis yang mendukung
dalam pengoperasiannya;

Z). untuk perusahaan angkutan udara niaga fidak beradwal, minimal harus
mengoperasikan 3 (tiga) unil pesawal udara yang laik udara yaitu 1 {satu) uni
pesawst udara dimiliki dan 2 (dua) unit pesawat dikuasal dengan jenis yang
dapat saling mendukung dalam pengoparasiannya.

3). untuk perusahaan angkutan udara niaga khusus kargo, minimal harus
mengoperasikan 2 (dua) unit pesawat udara laik udara yang dikuasai, dengan
jenis yang dapat saling mendukung dalam pengoperasiannya.

Cara perolehan pangadaan pesawal yaitu

1) Apabila diperoleh dengan cara sewa, agar dijelaskan sistem sewanya, antara
lain ; sewa operasi, séewa guna, dry lease atau wel lease (untuk wel lease
agar memperhatikan ketentuan ketenaga kerjaan).

2} Apabila diperoleh dengan cara bell, agar dijelaskan sistern pembayarannya

ASPEK TEKNIK OFERASI PESAWAT UDARA.

Perancanaan teknik oparasi pesawat udara untuk jangka waktu sekurang-kurangnya &
{lima) tahun ke depan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut

1.

2.

Rencana rotasi diagram pesawat udara untuk masing-masing jenis, tipe pesawal
dan tahapan pengadaan pesawat minimal dalam mingguan

Rencana utilisasi masing-masing jenis dan tipe pesawat yang akan digunakan
selama 5 tahun mendatang dan dibuat perjenis pesawal untuk rata-rata per-har,

per-minggu dan par-tahun,

ASPEK SUMEER DAYA MANUSIA (SDM).

Perencangan sumber dava manusia perusahaan untuk jangka wakiu sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun ke depan yang minimal memuat hal-hal sebagal benkut |

a
b.

Sistem atau cara perolehan SDM langsung maupun fidak langsung;

Jumlah dan kualifikasi SDM langsung (sesual ketentuan yang berlaku),
diantaranya:

1) Awak kokpit (cockpll crew).

2) Awak kabin (cabin attendant).
3)  Flight Engineer

4) Teknisi.

5) Mekanik.

8) Flight Operation Officer (FOQ),

Kebutuhan jumiah SDM langsung dilengkapi dengan rencana program training untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan ketentuan yang berlaku



VIIL

ASPEK KEUANGAN DAN EKONOMI.

1. Perhitungan kebutuhan modal usaha pada awal kegiatan usaha yang terdin atas
investasi awal (jenis, jumlah dan nilai investasi) dan kebutuhan modal kerja serta
diperjelas sumber pendanaannya. Pemenuhan kebutuhan modal usaha dengan
modal sendiri (modal disetor) sekurang — Kurangnya sebssar kebutuhan investasi
awal dan kebutuhan biaya variabel selama 1 (satu )} tahun pertama. Sedangkan
untuk pengembangan usaha sekurang — Kurangnya sebesar 1 (satu) tahun
pertama kebutuhan investasi pengembangan usaha dan kebutuhan biaya variabal
sglama & (enam) bulan.

2. Apabila terdapat rencana tambahan investasi selama & (lima) tahun mendatang,
agar disebutkan jenis, jumiah dan nilai investasi sertea diperjelas sumber
pendanaannya.

3. Asumsi dasar dan rincian perhitungan masing-masing komponen biaya operagi
panarbangan per jam terbang untuk masing-masing tipe pesawat udara yang akan
digunakan. Rincian perhitungan masing-masing komponan biaya harus |slas,
konsisten, wajar dan diserlal data dukung yang jelas.

4. Komponen biaya operasi penerbangan minimal terdiri dari
a. Biaya Operasi Langsung :
1) Biaya Operasi Langsung Tetap.

a). Biaya sewa pesawat udara dan atau penyusutan pesawat udara.

b). Biaya asuransi pesawat udara.

c). Biaya gaji tetap awak pesawat.

d). Biaya gaji tetap fight engineer, teknisi, mekanik dan Flight Cperafion
Oifficer (FOO).

&). Biaya amortisasi training crew (bagi pemehon yang akan menggunakan
crew yang membutuhkan initial trairing)

f). Biaya training crew (untuk frainfng yang sifatnya dilakukan secara
berjangka/berkala).

2) Biaya Operasi Langsung Variabel,

a). Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas,

b). Biaya perawatan/pemeliharaan pesawal udara

c). Biaya tunjangan awak pesawat.

d). Biaya pelayanan jasa bandar udara {jasa pelayanan panerbangan (roule
charge), pendaratan, penempatan dan penyimpanan {(kalau ada)]

e). Biaya pelayanan di darat {ground handling).

f). Biaya catenng

b. Biaya Operasi Tidak Langsung :

1). Biaya umum dan organisasi.

3) Biaya penyusutan aktiva tetap non pesawat
4) Biaya amortisasi non aktiva tetap

5) Biaya gaji tetap SDM tidak langsung.

6) Biaya pemasaran dan penjualan.

7) Biaya komisi agen.

5. Proyeksi perhitungan rugi laba untuk untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun ke depan yang terdiri dari ;

L



Rekapitulasi perhilungan rugi laba masing-masing tipe pesawat yang akan
digunakan.

Rekapitulasi perhitungan rugi laba perusahaan.

c. Penetapan tarp untuk perhilungan pendapatan perusahaan angkutan udara

f

niaga berjadwal pada rute yang direncanakan mendasarkan pada ketentuan
yang berlaku dan rata-rata kecenderungan harga pasar yang berlaku

Untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal penumpang, masing-
masing butir a dan b tersebut di atas harus terdapal rincian perhitungan
indikator kinerja keuangan sekurang = kurangnya terdin dari |

= Break Even Point.
« Tarnf per-penumpang/km.

Untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal kargo, masing-masing butir
a dan b tersebut di atas harus terdapat rincian perhitungan indikator kinera
keuangan sekurang- kurangnya terdiri dar |

s Break Even Point.
« Tanf per Kg-Km.

Untuk perusahan angkutan udara niaga tidak beradwal agar dilakukan analisa
Break Even Point.

. Proyeksi perhitungan arus kas perusahaan untuk jangkas waklu sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, minimal terdir dar

@,

Arus kas masuk :

1} Penarimaan hasil operasi.

2} Penerimaan hasil non operasi (kalau ada)
3} Cadangan penyusutan dan amortisasi.

4) Berkurangnya modal kerja.

5) Bertambahnya hutang.

6) Berkurangnya piutang.

7) Dan lain-lain

Arus kas keluar ;

1) Biaya operasi
2) Biaya non operasi (kalau ada).
3) Pembayaran angsuran hutang.

4) Bertambahnya modal kerja.

5) Berkurangnya hutang,
§) Bertambahnya piutang.
7)1 Dan lain-lain

Proyeksi perhitungan neraca perusahaan untuk untuk jangka wakiu sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun ke depan, minimal terdin dari |

Aktiva :

1) Aktiva lancar minimal terdiri dan .

- [Kas dan bank,

- Piutang.

-  Persediaan.
Dan lain-lain



8. Analisa ratio keuangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (lima) tahun ke
depan (dibuat rata-rata hasil perhitungan) yang terdiri dar

a.

b
C.
d

TO o Q0o

2) Aktiva tetap.

Pesawat (kecuali sewa)

Peralatan gedung.

FPeralatan kantor.

Peralatan panunjang.

Kendaraan roda empat (kecuali sewa),
Kendaraan roda dua (kecuali sewa).
Gedung dan atau tanah (kecuali sewa).
Dan lain-1ain

1) Aktiva lain-lain.

e

Biaya pra operasi,
Jaminan pesawal (securily deposil).
Dan lain-lain

FPassiva :

1) Fassiva lancar minimal terdiri dar :

Hutang lancar.
Hutang biaya

2) Hutang jangka panjang.
3) Modal sandiri.

Modal perseroan,
Modal disetor.

Laba ditahan.
Laba/rugi perusahaan.

Current ratio

Cash ratio

Dbt ratio

Debt equity ratio
Gross profit margin
Net profit margin
Retum on equity
Reatum on assets

8. Analisa skonomi dan keuangan terhadap kondisi keuangan perusahaan untuk
jangka waktu sekurang-kurangnya S (lima) tahun ke depan, yang tendiri dari:

. Analisa Payback Penod.

. Analisa Net Prasent Value (NPV).
Internal Rate of Return (IRR)
. Analisa Profitability Index (P1)

({;
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LAMPIRAN | PERATURAN MENTER| PERHUBUNGAN

NOMOR  ; KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL | 25 JUNI 2008

KRITERIA DAN TOLOK UKUR PENILAIAN RENCANA USAHA/ BUSINESS PLAN PERUSAHAAN ANGKUTAN LIDARA NIAGA BERJADWAL

Mo ASPEK YANG
DINILAI

SUB ASPEK

KRITERIA

CHECK LIST / HETERANGAN

1 | Administrasi

1 Akta Pendiran perusahaan dan

perubahannya (apabils ada) yang
dikeluarkan cleh Molare

i F%gesahan akia pendirian seria ﬁersetujmn perubahan akta | TELAH DILEGALISIR

dan atau sejenisnya dar Merten Hukum & HAM yang teiah
diegalisir

2. Maksud dan wijuan sesuai bidang usshs yang akan
dilaksanakan

TELAH DILEGALISIR

| 2 Surst Parsetujusr dari Badan

Koordinssi Penanaman Modal Pusatf
Ckaarah

TELAH DILEGALISIR

Apabilz merupakan Penanaman Modal Asing maks
kompasisinya harus digsesuaikan dengan ketentuan dan
paraturan perundang — undangan yang beraku

TELAH DILEGALISR

3. Nomor Pokok Wapb Pajak! NPYWF

rutﬁknm Momos Pokok Walib Pajak yeng dikeluarkan oleh
Direkicral Jenderal Pajak yang telah dilegalisic

TELAH DILEGALISIR

4 Tempat domisil perusahesn

Domisil perusshaan harus ain. Penanggung jawab perusahaan
yang tercantum dalam akta notans dan di wikayah Indonesia
sarta dikelusrkan oleh nstansi berwenang yang telah dilegaisr

7 | Demand angkutan
| uidara

1, Dala emparis gemand
penumpangrargs e e
penerbangan uniuk nie dalam
regen dan atau luar negen

1 Tavel rincian data tahunan sehurang -kurangnys S (limaj
tahun terakhir

Z Sumbar data disebutkan dengan jelas, arlara lan bandar
udars, perusahaan angkutan wdara, Direkiorat Jendesal
Perhiubungsn Udara, Bira Pusat Stabstik atau sumoer data
l@innya

. ADA DAN LENGKAP

" ADA DAN LENGKAF

Analisis perumbuhan demand per rule penerbangsn
ferhadap data tahunan sebagaimans butir 1

Lad

ADA DAN LENGKAR




2 Prakiraan demand angkutan udara 1 Tabel rincian prakirazn demang uniuk jengka wakiu sekurang- ADA DAN LENGKAP :
penumpang/kargo untuk rute dalzm kurangnya S{kma) tahun ke depan -
negen dan atau luar neger

2 Metode yang skan digunaxan untuk membust prakraan ADA DAN LENGKAP
demand angkutan udara

3 Anzlisis periumbouhan per rule penerbangsn per t@hun untuk ADA DAN LENGEAR
jangka wakby sekurang-kurangnya 5 (limal lahun mendatang,
didukung dengan 1u:~JIJI1'I-:£uJ

3. Pangsa pasar demand angkutan 1. Takel nncian data pesaing yang tﬂih menerbangs rute ADA DAN LENGEAP
udara penumpang atau kargo yang penerbangan yang difencanakan pada masing-masing rute
akan diraih penerbangan (operalor, tipe pesawal, frekuensi, kapasitss

dan load fakior)
2 Rincian perhitungan pangsa pasar untuk jangka waktu ADA DAN LENGKAR
sekurang-kurangnye & (ima} tzhun ke depan i |
3 Justifikasi yang akan dgunakan unluk prakitaan pangsa | ADA DAN LENGKAP :
| peswr —
4 Analisis rencana pangsa pasar per rute penerbangan pes ADA DAN LENGKAR |
tahun unfuk jangks wakiu sekurang-kurangrnya 5 (lima) tahun
ke depan
Rute Penerbancgan 1 Rencans kanlof pusal perusahaan 1 Pela anegsn rencana rule penerbangan ALIA DAN LENGKAR 4‘
dan pusal kegiatan operasi
penab:ng:n
2 Rencana rute penerbangan dakam 1 Tabel rincian tahapan tahunan rute pnerbangan dalam | ADA DAN LENGKAP '
nEgEri neger untuk jangka wakiu sekurang-kurangnya 5 {lima} sahun |
ke depan il :
2 Besua dengan kesewmbangan aniara permlntasn dan i ADA DAN LENGKAR
{ perawaran sasual dengan kiiterna dan tolos ukur .

3. Rencana ruile penerbangan |uar | 1 Tabel rincian tahapan 1ahunan rule penerbangan luar negen | ADA DAN LENGKAR

neger i urhuk janghka wakiu seiurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke J .
L depan | |
2 Tenad koneksitas antara rute penerbargan dalam negen | ADA DAN LENGKAR

dergan rute penerbangan luar neger bagi pemohaon yang |
akan menearbangi nule penarbangan dalam negeri dan luar |

NEGET




3. Rute yvang disencanakan terdapat di datam Pernanjian Bilateral
dan at2d Multiiateral Argkutan Udara

A0 AN LENGEAFR

4. Kapasias sesunl dengan jumlakisisa nght
yang dimiliki olen Femenntah Republik indones:a

ADA DAN LENGKAP

=y

] Kesepan atau

kelayakan opersi

1. Sistem penjualan

Rencana penjuatﬂn yang akan ditskukan melals agen dan atau
perwakiian

ADA DAN LENGEAP

2 Sistem pelayanan

Lirman sistem dan penis pelayanan yang akan disediakan

ADA DAN LEMGKAR

& | Armada Udara

1. Earakleristik dan spesifikasi pesawal
udara

Data kasakterishh dan spesilikas: leknis operas: pesawat yang
akan digunakan

A0A DAN LENGEAP

2. Cara perolehan

Uraian cara peralehan pesawsi yang akan diigunakan dan system
pembayvaranmya

ADA DAN LENGKAP

|
2
|
|

6 | Teknik Operasi

3. Kebutuhan ammads udars

1. Rencama Rotasi Diegram pesawat

ke depan

Tabei nncian tahapan perhitungen kebutuhan pesawal udara
tahunan untuk [@ngka wakiu sekurang-kurangnya S (lima) @hun

ADA DAN LENGKAP

Rodas pasawat j'a_ng seslE dengan rencana utilisasi dan
rencana rule penerbangan ternasuk rencana jadwal
kebrangkatan, kedatangan dan ground fime

2. Rencana utilisss pesawal udara

ADA DAN LENGKAP

Datam range batagan normal atau sesual dengan spesifikas: yang
dikeluarkan olah parusahaan pambud pesawat atsu sesual
dengan ieknis operasi pesawal udar

ADA DAN LENGKAP

& Rencana program pameliharazn

pesawal udara

Rincian program pemeliharaan yang mengacu kepads CAE?, 121

| dan CASR 135.

ADA DAN LENGEAP

| 7 | Organisasi dan

Sumber Daya
Manusia

1. Rencana SDM

1. Tabel rincean rencana fakagan kebutuhan akunan uetuk
jangka wakiu sekurang-kurangriva & {limz] tabun ke depan
unfuk SOM langsung secara lengkap termasuk carg
perhitungannya

ADA DAN LENGKAP

2. Tebel rincan rencans tshapan kebuluhan tahunan uniuk
jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan
unfurk S0OM tidad langsung secara lengkap termasuk cara
perhitunganmya

4, Program training SOM langsung amtara lain | ens tmﬁing

vang dibutubkan dan @ngka wakiu yarg dibuiu..-ﬁh‘ﬂn_

EE e i

ADA DAN LENGKAR

e e —

| 3. Sislem pengadaan SDOM lengsung dan bdak iengsung | ADA DAN LENGRAS

ADA DAN LENGKAP



Keuangan dan
Ekanami

1. Rencana kebutuhan miodal usaha

1. Rincian investasi terdiri dan jumiah, jenis mvestasi dan nilz
imiestas enluk @nglka wakiu sekurang-kurangnya S (lima)
tehun ke depan

ADA DAN LENGRAP

2 _Ftincian pechitungan kebutuhan modal ker@

ADA DAN LENGHAP

2. Asurnsi dasar yang digunakan uniuk
perhiungan biaya aperas

Justifikasi masing-rmasing asumsi yang digunakan hans pelas,
kansisten, akurat dan wajarirealistis

AL DAN LENGEAR

3. Perhitungan Biaya Operasi

1. Rincian parhitungan masing-masing kompenen biaya operasi
pesawal yaiu
B Es,ya Langsung Oparasi
Baya Langsung Telap
= Bigya sewa pesawal udara dan alau penyusutan
pesgwal udara.
Biaya asurans pesawst udara,
Biaya gl tetap ewak pesawal
Biaya gajl tetap fght enginesr, teknisi, mokanik
dan Fiight Operalion Officer (FOO),
= Hiaya amodizas: traiming craw [(bagi pemohon
yang akan menggunakan crew yang
rnasmibutishkan initial fraining)
# Biaya trainmg crew |untuk training yang sifatnya
dilakixan secara benangkatenala)
- Biaya Langsung Tidek Tetap
= Biaya Bahan Bakar Minyak (BEM) dan peiumas
« Biaya perawalanipemeliharaan pesawal udara
¢ Biaya tunjangan awak pesawat
s Biayas pelayvanan jasa bandar udara {253
pelayanan penerbangan {rowle charge),
pendaratan, perempalan dan penyimparsan
(katau adal}
= Biaya pelayanan di daral {groundg handling)
Biaya catering
b Elrava Tidek Langsung Opefasi
" Biays umum dan organsasi,
Biaya penyusiytan akive istap non pesawat.
Bilaya amamisasi non skiiva ietap
Biaya gajl tetap SO tdak Engsung
Biayz pemasdran dan penjuesan
Biaya komsi agen.

rme—

- DATA DUELING AN
LENGKAF

- CARA PERHITUNGAN
BENAR

- AKURAT

G e —




2. Rinctan perhilungan masing-masing kampaonen baya jelas
konsisten, dan data dukung lengkap

ADA

DATA DUKUNG DAN
LENGEAFP

CARA PERHITUNGAN
BEMAR

KONSISTEN

4 Proyeksi rug: laba

1. Rincian perhitungan rug laba tahunan per fipe pesawat untuk
jangka walktu sekurang-kurangnya § (ima) ahun ke depan

ADA
DATA DUKUNG DAN
LEMGKAP

CARA PERHITUMGAN
BENAR

AKURAT

2 Ringan rugl Bba perusahaan untuk jangha wakiu sekurang-
karangnya 5 tahun ke depan

ADA

DATA DUKLING DAN
LEMGHAR

CARA PERHITUNGAN
BENAR

KONSISTEN

- AKLRAT B =
3. Rincian laba rugi pada butir 1 dan 2 untuk angkutan - ADA
peEnumpang sekurang = kurangnya terdapal perhitungan - DATA DUKLING DAMN
B v oo | CARA PERHITUNGAX
= ik s
Tarit per- penumpangikm Gl
- KOMNSIETEM
|4 Rincian laba fugi pada butic 1dan 2 untuk angkuten karga | - ADA
harus ada perhitungan - - DATA DUKUNG DAN
LEMGHKAP
Brask Event Pam! i
Talf Pac-Kg KM - CARA PERHITUNGAN
' | BENAR




&. Proweks Arus Kag

Rincian parhrhmg-ﬂn anue kas perusshaan tshunan untuk jangka
wakiu sekurang-kurangnya 5 (lima) [ahun ke depan

ADA

- DATA DUKLING DAN

LENGKAP
CARA PERHITUMGAN
BEMNAR

- KONSISTEN

8. Proyeks| Meracs

Rincian pechilungan reraca untok angks wexiu sskurang-
kurangnya 5 |lima) tahun ke depan

. ADA
. DATA DUKUNG DAN

LENGKAF

- CARA PERHITUNGAN

BENAR
- KONSISTEM
T Ralio Keuangan

1 Current Ratio =80 %

2. Cash Rato 7o

3. Dett Ratio =50 %

4, Debt Equity Ratia < 50 % ,

5 Gross Profit Margn 23%

&  Net Prafit Margin 22%

| 7 Retum On Equity | 5%s=ROE<I10%

! | B Return On Assats 3% = ROA =5%

| B Anzkss Ekonomi dan Feansial

—

1 Analisa Payback Fenod

|||||

< 5 TAHLIN {untuk rencana

usaha & Tahun)

2 Anaiss Mer Fresenl Value

POSITIF

| 3 Intemal Rafe of Return

= Dusepunt Fachar (1.5 -2 kall

Duseouri! Factor)

4 pnaisa Frofitabilily index

=




CONTOH 2 = FORM 3

LAMPIRAN | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

MOMOR PCM 25 TAHLUN 2008
TAMGGAL @ 25 JUNI 2008

KRITERIA DAN TOLOK UKUR PENILAIAN RENCANA USAHA BUSINESS PLAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

I
Ko | ASPEK YANG
DINILAL

SUB ASPEK

KRITERIA

1 Agminairas:

Akts Pendiran perusahsan dan

perubshannya (apabila ada) yang
dikpiuanan oleh Moters

CHECK LIST!
KETERANGAN

1 Pengesshan akta pendirian serh'; persefujuan perubahan akia
dan atau sejenisnya dar Menter Hukum & HAM yang telah
diegalisir

TELAH DILEGALISIR

2. Maksud dan [ujuan sesuai bidang ussha

TELAH DILEGALISIR

3 Buka modal disetor dalam akia dan rekening koran

| TELAH DILEGALISIR

Surat Persetupuan dan Badan Rodrdmass
Penanaman Modal Pusat! Dasrah

&pabila mervpakan Penanaman Modal Asing maka komiposisinyg
|l hisrus diesuakan dengan ketenluan dan peraturan perundang —
undangar yang berlkaku

| TELAH DILEGALISIR

Momor Pokok Waijib Pajak/ NPWP

Faotokoni Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan cieh
Direktorat Jendaral Pajak yang telsh dilegalisir

Temual domséi perusahaan

| Domiesii perusahaan harns an. Penanggung jawab perusahaan
yang tercantum dalam akta notaris dan di wilayah Indonesis serts
dikeluarkan oieh instang berwenang yang feleh dilegalsir

TELAH DILEGALISIR

TELAH DILEGALISIR

2 | Demand angkutan
udara

* Prakiraan demand angkulan wdara maga

tidak berjadwal untuk daerah operasi
yang drencanakan

1 Sasaran dan segmentesi demeand angkutan udara niaga lidak
beradwal yang akan dicapal

ADA DAN LENGKAF

2 Tabel prakiraan utifsasi pesawat vdare uniuk jatgka wakiu
sekurang — kurangmya 5 {lima) 1ahun ke depan

ADA DAN LENGRAF

| 3 Justifisss yang akan digunakan uniuk membuat prakiesan
utilisasi pesawal wdara lersetaul

. ADA DAM LENGHEAF




3 E;mpcanf kelayakan 1. Bistam penjualan ' Rencana penjualan yang skan dilakukan meiui agen dan atau ADA DAN LENGKAP
operasi | perwakiian | ,
2 Biglem pelayanan | Uraian sistem dan jenis pelayanan yang akan disediakan ADA DAN LENGKAP i
4 | armaca Udara 1. Karakienstic dan spesifikas pesawal Data karaktenstik dan spesdikas teknis operasi pesawat yang akan | ADA DAN LENGKAP f
udars digunakan i |
2 (ara peroieghan | Uraian cara perolehan pesawal yang akan digunakan dan system | ADA DAN LENGKAP '
pembayarannya |
3. Kphutuhan amadas udara Tabel rincian tahapan perhitungan kebutihan pesswat udara AlA DAN LENGEAPR i
tahuman uniuk jengka waktu sekurang-kurangnya & (lima) tahun ke
depan.
& | Teknik Operasi 1. Rencana Rotasi Diagram pesawat Rotasl pesawal yang sesual dengan rencanz utilisasi dan rencana ADA DAN LENGHAPR
rute penerbangan ternasuk rencana [adwal kebrangkatan,
kedatangan dan ground time
Z. Rencana ulilisasi pesawat udara Dalam range batagan nomal atau sesuai dengan spesifikasi yarng ADA DAN LENGHAR
dikeluarkan okeh pergahaan pembuat pesawat stau sesual dengan
teknis operasi pesawat udara
i 3. Rencana program pemeliharaan Rincian program pemelifaraan yang meangacyu kepada CASH 124 A0A DAM LENGEAP
pesawal udara gan CASR 135
6 | Organsasi dan 1 Rencana SOM 1. Tabel nncan rencans tahapan kahLEuhan tatnan untuk j@ngka ,.H.Em DAN LENGHKAP !
Sumbes Daya wakiu sekurang-kurangnys & [lima) tshun ke degan unhik SOM
Manusia lamgsung sacara lengkap termasuk cara parhibangannya _
| 2. Tabel nncan fencans tahapan kebulunan tanunan untuk jangka - ADADAN LENGKAP
wakiu sekureng-surangnya 5 (lima) kahun ke depan uniuk SO !
lidak langsung secara lengkap termasuk cara perhitungannya |
3. Ssten pengadazn SOM langsung dan tdak Engsung A0 DAM LENGEAR
4 Program taining SDM langsung antars 1ein | enis fraining yang | ADA DAN LENGKAP |
. dibutuhkan dan jengke wakiu yang dibutuhkan |
! 7| Keuangan dan 1, Rencana kebutuhan modal usaha 1 Rincian invesias: terdirl dan jumiah, jems nvestasi dan nital | ADA DAN LENGEAR
Ekaonaormi

| ke depan

investasi untuk jangka wakiy sekurang-kurangnys 5 (hma) @ahun |

L
2 Rncian perhdungan kebuluhan modal kena

| ADA DAN LENGKAF




2. Asumsi desar yang digunakan untuk
perhitungan bidya operasi

Jusiifikasi masing-masing asumsi yang digunakan hares elas,
konsisten, akurat dan wajarirealistis

! ADA DAN LENGHAP

3 Parfwtungan Biaya Oparas

1 Rinczan perhitungan masng-masing kompanen aya operas
pesawal yau

a Biaya Langsung Operasi
Biaya Langsung Tetap

Biaya sews pesswat udara dan atau penyusulan
pesawat udara

Biaya asuransi pesawal udara,

Biaya gaji tetap swak pesawat

Biaya gajl tetap Migh! engineer, ieknis, mekanik dan
Flight Operation Officer (FOO}

Biaya amoriisasi Iraining crew (bagl pemahon yang
AN menggunakan crew yang membutuhkan indial
fraining)

Biaya Irauning crew [uniuk irgining yang sifatnya
dilzaukan secara berjangkaberkala),

- Biaya Langaung Tidak Telap

" & @ &

Hiaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas
Hiaya perawatan/pemeliharaan pesawal utara
Biaya tunjangan awak pesawat

Biaya palayanan jasa bandar udara {gsa
pelayanan penerbangan (roufe chargs),
pendaratan, penempatan dan penyvimpanan (kalau
edal)

Biaya pelavanan di darat [growsd Fanding|

Blaya catering

b Biaya Tidak Langsung Operas

@ & & 4 @

Bigya umium dan oeganisas|

Bigya panyusutan aktva lefap non pesswal
Biays amortis=si non aktiva ietap

Bieya gaji tetap S0OM tidak langsung.

EBiaya pamasaran dan penjualan.

Bisys komisl sgen

1 ——

ADA

- DATA DUEUNG DAN
LEMGHAP

- CARA

PERHITUNGAN

BEMAS

BEURAT

—— =



I 2 Rincian perhitungan masing-masing komponan biaya |elas, ADA,

komgisten, dan data dukung lengkap. - DATA DUKUNG DAN
LEMNGKAP

CARA
FERHITUNGAN
BEMNAR

| « FONIISTEN

L ]

4. Proyeis Rugi Laba 1. Perhiungan rencana biaya operasi dan pendapatan minimal - ADA

lima tahuin ke depan = DATA DUKUNG DAN
LEHGHAP

-« CARN
PERHITLIMNGAM

| BENAR

AKLIRAT
2 Terdapat perhitungen Seeah Evenl Ponf = TE%

3. Rincian perhitunigan laba rugi tahunan per ipe pesawat - ADA
rrinimal Utk [@ngka wakiy Sekurang-ruranonya 5 flima) tabun LATA DUKLING DAN
- CARA
| PERHITUMGAN
] HEMAR

KONSISTEN

| 4. Rinclan rugl laba perusahaan tahunan rugi 1zba perusahaan | = ADA
mindmal uriuk jargks wakiu sekurang-kurangnya 5 (hma) ahun | - DATA DUKUNG DAN
ki dopan LEMGKHAR
- CARA
| PERHITUNEAN
| BEMAR

| WONSISTEN

5. Proyeks: Atug Kas Rincian perhdungan aris kas perusahaan tahynan minmal mml._r' ALA
jangka wakiu sekurang-kurangnya & (hma) Ehen ke dapan | - DATA DHIKUNG DAN |
|

LEMGEAR
- CARA |
| PERRITUNGAN
BEMAR |
| FOMSIETEN ]




LAMPIRAN | FERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN
NOMOR  © KM 25 TAHUN 2008
CONTOH 3 TANGGEAL © 25 JUNI 2003

DEPARTEMEN FERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGEUTAN UDARA MNIAGA
BERJADWALITIDAK BERJADVAL ™

NOMOR
Berdazarkan Peraiuran Menterl Perhubungan nemer: Permenbub | ... Tahun
tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dan sural permohonan izin usaha perusahaan
anghutan udara niaga P.T. ... NOMor @ ... tanggal ... ... .., diberikan lzin

Usaha Perusahaan Angkulan Udara Niaga Berjadwal /Tidak Berjadwal ' kepada

MAMA PERUSAHAAN L

JENIS ANGKUTAN iR

ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN & .. .
HOMOR TELEPON & FAX SR — ,

MAMA DIREKTUR UTAMAPEMILIE &

ALAMAT DIREKTUR UTAMAFPEMILIK L .
NOMOR POKOK WAJB PAJAK (NPWR) - ...

PUSAT KEGIATAMN USAHA
KEWAJIBAN PEMEGANG LZIN USAHA

1. Mematum seluruh peraturan parundang-undangan di bidang penerbangan khususnya
angkutan udara, kesalamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.

? Maelaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, setiap kali terjadi
perubahan dala dalam izin usaha, maksud dan fujuan perusahaan serta kepemilikan
permodalan,

IZIN USAHA NI TIDAK DAPAT DIALIHKAM KEPADA PIHAK LAIN DAN DAPAT DICABUT AFABILA
PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIM NI

IZIN USAHA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL ODIKELUARKAN DAN BERLAKU SELAMA
PERUSAHAAN YANG BERSANGEUTAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA

Ditetapkan i Jakaria
Pada tanogal

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

) coret yang tak pari



LAMPIRAM | PERATURAN MENTERI PERHUBLINGAN
MOMOR KM 25 TAHUN 2008

CONTOH 4 TANGGAL 25 JUNI 2008
Momaor
Lampiran !
Perihal : Penclakan lzin Usaha Angkutan Kepada
idara Niaga Bejadwal’ Tidak
Berjadwal *) Yth : Penanggung Jawab
| 55 FPRS St B
di
JAKARTA

1 Menunjuk surat permohonan Saudara nomor ol
tanggal........perihal...........permohonan  izin  usaha perusahaan
angkutan udara niaga berjadwal/ tidak berjadwal®), dengan hormat
disampalkan bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Udara belum/

tidak dapat menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan
sebagai benkut :

a
b
d. dst,

2. Saudara dapat menagajukan kembali permohonan tersebut setelah
memenuhi parsyaratan yang ditetapkan sebagaimana pada butir 1 di

atas.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan tenma
kasih,
A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
[—— )
Tembusan Yth .

Meanteri Perhubungan

*} Core! Yang Tidak Periu



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBLUNGAM
NOMOR, EM 25 TAHUMN 2008

CONTOH & TANGGAL | 25 JUNI 2008
Nomaor
Lampiran
Perihal . Permohonan lzin Kegiatan
Ferusahaan Angkutan Udara
Bukan Niaga Kepada
¥Yth.. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
di
JAKARTA

1.

Tembusan Yth :

Dengan memperhatikan Peraturan Menten Perhubungan nomer
Permenhub .. Tahun ... tentang Penyelenggaraan Angkutan
Udara, dengan hormat kami mengajukan permohonan izin kegiatan
perusahaan angkutan udara bukan niaga

Sebagal bahan penimbangan terlampir disampaikan 1 (salu) berkas
dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdin dari

a. Fotokopi Surat lzin Intans: Pembina Kegiatan Inti Usahanya yang
telah dilegalisir ;

b. Fotokop: Nomor Pokok Wajib Pajak (PVWP) yang telah dilegalisir,
Fotokopi Surat Keterangan Domisili a/n.  penanggung jawab
parusahaan yang telah dilegalisir,

d. Rencana kegiatan

Demikian disampaikan, jka disetujui kami bersedia memenuhl samua

kewajiban yang ditetapkan dalam surat @in kegiatan perusahaan

angkutan udara bukan niaga sera ketentuan dan peraturan perundang

— undangan yang berlaku,

Pamahon

Menten Perhubungan



LAMPIRAN | PERATURAN MENTERI PERHUBUMNGAN
NOMOR KM 25 TAHUN 2008

CONTOH 8 —FORM 1 TANGAL 25 JUNI 2008

ACUAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

UNTUK PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN KEGIATAN PERUSAHAAN

ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA

A. PENDAHULUAN :

2

Latar Belakang

Gambaran umum yang menjelaskan kegiatan intl usahanya perusahaan
atau Inti kegiatan lembagafinstansi dan latar belakang rencana
pengcperasian pesawal udara sshingga diajukannya izin  kegatan
perusahaan angkutan udara bukan niaga dengan menyampaikan data
dukung yang dapat dipertanggung jawabkan

Kelengkapan Persyaratan Administrasi yang maliputi
a. Memiliki izin usaha dari instansi yang membina kegiatan pokoknya;

b. Akta pendiran perusahaan bagl yang berbentuk badan hukum
Indonesia yang telah dizahkan oleh Menter yang berwanang atau tanda
|ati diri bagi pemohon perorangan atau lembaga terteniu,

c.  Memiliki Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisir;

d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan/ Instansi / Perorangan yang
telah dilegaiisir.

B. RENCANA HKEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA YANG
MELIPUTI :

1

2
3
4

Klarifikasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan pesawat udara untuk
menunjang kegiatan pokok;

Rencana penggunaan pesawat untuk penumpang dan atau kegiatan lain;
Rencana base atau penempatan pasawat udara

Rencana daerah kegiatan operasi angkutan udara yang akan dilakukan
sesuai dengan jenis dan jumlah pesawat yang akan dioparasikan

C. ARMADA UDARA :

1
2

Karakteristik dan spesifikasi teknis jenis pesawal yang akan dioperasikan,
Fencana dan jenis pesawat udara yang akan dioperasikan,

4. Tahapan dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;



4. Cara peroiehan pesawat udara :

a Apabila diperoleh dengan cara sewa, agar dijelaskan sistem sewanya,
antara lain : sewa bell (lease lo purchase), dry lsase atau sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk cara sewa

b. Apabila diperoleh dengan cara beli, agar dijelaskan sistern pembayaran
tunai atau mengangsur (sewa beli)

D. KESIAPAN OPERASI :

0

otruktur organisasi. jumlah dan kualifikasi SDM.
1. Rencana Sumber Daya Manusia yang terdiri dan ;

- Jumlah dan kualfikasi SOM yang langsung menangani kegiatan
pengoperasian pesawat,

- Jurmnlah dan kualifikasi SDM yang tidak langsung menangani kegiatan
pengoperasian pesawat,
Rencana pendanaan kegiatan usaha untuk kelangsungan kegiatan usaha,
Program training,;

Rencana untuk meiakukan perawatan dan pemeliharaan masing-masing
jenis pesawat udara yang akan digunakan sesual dengan ketentuan yang
berlaku,

Rencana persiapan bahan bakar pesawat,

Memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sipil (Civl Awiation Safety
Regulations).



CONTOH 6 - FORM 2

LAMPIRAN | PERATURAN MENTERI PERHUBUNSAN

NOMOR

TANGAAL  I5 JUMLZ008

KM 25 TAHUN 2008

KRITERIA DAN TOLOK UKUR PENILAIAN RENCANA KEGIATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA,

mambna kegiatan usahanya bag pemobon yang
berbaniuk badan hukum Indonesia atau lembega
tertentu dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan

TELAH DILEGALISIR

Copy I":;Hnnr Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan
oleh Direkicrat ..-Ienu:lgml Fajak yarg ledah dilegatse

TELAH MMLEGALISIR

Domisili perdsahaan harus afn, Penanggung jawab

TELAH DILEGALISIR

1. Klarfikasi, efisiensi dan efekbivies pengguraan
pesawsl udara uniuk menunang kegiatan pokok

ADA DAN LEMGEAP

¢ Rencana penggunaan pesswal untuk penumpang

ADA DAN LENGEAP

4 Rancana base atau penempaian pesawat udara

ALA DAN LEHE';FMF'

| 4 Rencana daerah kegiztan operasi penerbangan

yang dilayani sesus denpan jems dan jumiad

Mo ASPER SUB ASFEK KRITERIA
YANG
DINIL AL
1 Administras 1 |zin kegiatan dan nstansi yang membinz kegiatan Fotokopi lzin kegiatan dj.kelmn ;s.tan; yang
usahanya bag pamohon yang berbentsk badan
hiukum Indanesia alau lembaga ertentue dan
fanda jati din bagi pemaohon perorangan
yvang telah dilegalisir
2. Nomior Pokok Waiio Pajak/ NPWP
1. Tempat damiaib perusahaan
dan di wilayah Indonesia seda dikdluarkan oleh
instansi berwenang yvang telah dilegalisir
2 Rencana Kegatan angkutan udara bukan niaga yang
Kegeatan dilakukan
Angkutan
= Buk
HE:;; il { barang dan atau kegsatan lain
3 Armada
Uidara pesawal yang dioperasikan

ADA DAN LENGKAP

1 Rencana Jumiagh, jens dan bpe pesawal udara
yang akan dicperasikan

Date karaxiensiik dan spesidikas ehns operasi
pasawal wdara yang akan dioparasdan

ADA DAN LENGEAP




i:‘-Ellla peralehan

Urasn cara perciehan pesawasl udara yang akan
dicperasikan dan system pembayarannya

ADA DAN LENGKAP

Il

Kebutuhan pesawat udars

Tabel rincian fzhapan perhitungan kebutuhan
pesawal udara fahunan untuk jangka wakiu sekurang-
kurangnya 5 {lima) tahun ke depan

| ADA DAN LENSKAP

Kesiapan

kepada SDM

Rencana persiapan bahan bakar

Rencana prograrm pemeliharaan pesawal udara

Kebutuhan S0 Jurmlah dan kiealifikasi SDMA ADa DaMN LEMSEARP
2 Pendanaan Fandanaan unfuk keangsungan kegiatan usaha ADA DAN LENSKAP
Program Traning Kabutuhan dan tahapan fraining yang akan dilakvkan | ADA DAN LEMSGEAP

Rincian prngrarr; pemeliharaan yang mengacu kepada
CASH dan ketentuan paraluran perundangan yang
berlaku

ADA DAN LENGKAP

Rincian jenis bahan bakar yang ditatehkan dan cars
perolehan sena prakiraan kebuluhan

. Pemenuhan ketentuan kesalgmatan penerbangan

sipl

fMengacu pada ketanfuan peraluran paruncang -
undangan yang beraku

ADA AN LENGEAR

| ADA DAN LENGKAP




LAMPIEAN | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
MNUMICIR KM 25 TaHUN 2008
CONTOH ¥ TANGGAL 25 JUNI 2008

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SURAT IZIN KEGIATAN PERUSAHAAN ANGEUTAN UDARA BUKAN NIAGA

MNOMOR

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan romeor . Permenhub ... tabun

tentang Penyelenggaraan Angkutan Udars, dan sural permohonan izin kegiatan perusahaan
angkutan udara dar ... ORI [/ 11+ EETTPTTRRERPE | |y - - | - | OO diberikan lzin Kegiatan
Perusahaan Angkutan Uldara Bukan Miaga kepada |

NAMA PERUSAHAANINSTANSI/LEMBAGA

JENIS ANGEKUTAN

ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAM/
HOMOR TELEPON & FAX
INSTANSILEMBAGA

MAMA PEMANGGUNG JAWAE

ALAMAT PENANGGUNG JAVWADB Foib by

NOMOR POEKCK WAJIB PAJAK (NPWP) R SDRARN

PUSAT KEGIATAN USAHA NN o T :

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN KEGIATAN

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan khususnya
angkutan udara, keselamalan penarbangan dan keamanan panar‘hﬂngan.

Z. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, setlisp Kali
terjadi perubahan data dalam sural izin kegiatan sera maksud dan tujuan

IZIN KEGIATAN ANGEUTAN UDARA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN
DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG IZIMN TIDAK MENTAAT! KETENTUAMN DALANM SURAT I£IN
/1

IZIN KEGIATAN NI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAM BERLAKU SELAMA
PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN KEGIATAN ANGEUTAN UDARA

BUKAN NIAGA

Diistapkan di Jakarta
Pada fanggal

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA




CONTOH 8

Nomaor
Lampiran
Perihal

LAMPIRAN | FERATURAN MENTERI PERHLUBUNGAN
NOMOR KM 25 TAHUN 2008

TANGGAL | 25 JUNI 2008

- Penolakan izin Kegiatan

Perusahaan Angkutan Udara
Bukan Miaga Kepada

Yth | Penanggung jawab

di

1. Menunjuk suratl permohonan Saudara nomer @ .. ... tanggal

perihal parmeohonan izin kegiatan perusahaan angkutan udara bukan

niaga, dengan ini disampaikan bahwa Direktur Jenderal

Perhubungan Udara pelum [/ tidak dapat menyetujui pernchonan

saudara dengan pertimbangan

d. dst

yang ditetapkan sebagaimansa lersebut pada butir 1 di atas.

3. Demikian dmsampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima

kasih.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Tembusan Yth :
Menteri Perhubungan

Saudara dapat mengajukan kembali. setelah memenuhi persyaratan



CONTOH 1

MNomor
Lampiran
Ferihal

LAMFIRAN Il PERATURAN MENTERI PERHUBLUNGAN

Niaga Berjadwal Dalam Negert

. Parsetuyjuan Rencana Operasi Penerbangan

NOMOR Kbt 25 TAMHUN 2008
TANGEAL 25 JUMI 2008
Jakaria,
Kepada
Yih ! .
di
JAKARTA

1 Menunjuk sural - surat tersebut di bawah ini -

penercangan niaga beracwal |

a  Swurat ... nomor
b. Surat... nomor:
c. dst..

-. tanggal .. perhal permohonan rencans operasi

tanggal ..., perihal ; ...

dengan hormat diberiahukan bahwa pada prinsipriva Direkioral Jenderal
Perhubungan Udara dapal menyetujul Rencana Operas: Penerbangan oleh

sebagai berikut

| Type Fesawat |

Frekuensi { minggu |

=l o T e e -

2 Adapun rencana cperas panerbangan secara lengkap sebagaimana terlampir
dan berlaku sejak diterbitkannya surat i,

3 Dalam melaksanakan operas panarbangan,
Paraturan Perundang-undangan yang berlaku

diwajibkan untuk mematute

Demikian disampaikan, atas perbatiannya divcapkan tenma kasih

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA




Lampiran Surat Nomor

Tanggal
JADWAL PENERBANGAN
© (Waktu Setemnpat)
[
NO RUTE TYPE NOMOR WAKTLU WaKTU | HARI
PESAWAT | PENERBANGAN BERANGKAT @ DATANG OPRERASI
Catatan .

Jadwal penerbangan lersebut di atas lelah mendapat persetujuan siof iime dan tandara asal
tujuan sebaga: berikut :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA




CONTOH 1

Mamor
Lampiran
Penhal

LaMPIRAMN LIl PERATURAM MENTERI PERHLIBLINGAMN
NOMOR KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL 25 JUN 2008

Jakarta,
Permohonan untuk Melakukan Kegiatan
Angkutan Udara Miaga Berjacwal Kepada
il Diraktur Janderal Perhubungan Udara
di
JAKARTA
Memperhatikan Peraturan Menter Perhubungen nomaor Tahun
tentang Penyelenggaraan Angkutan lUdara, dangan ini ... sebaga:

perusahiaan angkulan udam niaga tidak benadwal / pamegang @in kagiatan
engkulen udara buksn niage mengajukan permohonan kegetan anghkutar
udara naga berjgowal pade rute ... dengan frexeensi
menggunakan pesawal ..

Adapun rencana penerbangan selengkapnya sebagamana disyaratkan
dalam Peraturan Menferi Perhubungan  nomeor Tahun. ... adakah
sebagaimana terdampir

Demikian permohonan kami, apabile disstujul kami bersedia memenuhi
kewajiban — kewajiban dalam melakukan kegiaten sngkutan udera niaga
barjadwal

Femohon



CONTOH 2

Momor
Lampiran

LAMPIRAN Il PERATURAN MENTERE PERHUBUNGAN
MNOMOR Kh 25 TAHUN 2008
TANGGAL <5 JUNI 2008

Jakarta,

Penhal : Persetuyuan Untuk Melakukan Kegatan

Angkutan Udara Niaga Berjadwal Kepada

¥th
cli
JAKALBTA

Menunjuk surat — surat tersebut di pawah ini

a. Surat . nomor ... tanggal . perihal permohonan melakukan kegiatan
angkutan udara niaga berjadwal

b Surat ... nomor o hanggal ... perikal ;... -

c. dst,

dengan hormat dibentanukan bahwa sebagal perusahaan sngkutan udara
niaga tidak berjadwal / pemeagang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga,
pada prinsipnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapal menyelujLil
parmofionan unfuk melakukan kegatan angkutan udara niaga berjadwal
pada rute dengan frekuensi . menggunakan tipe pesawat

Adapaun rencana operasi penerbangan selengkapnya pada rute dimaksud
v IR adaiah ssbagaimana tedampr, dan berlaku sejak diterbitkannya
surat inl.

Parsetujuan uniuk melakukan angkutan udara niaga beradwal diberikan
untuk jangka waktu & (enam} bulan dan hanya dapat diperpanjang sebanyak
1 (satu) kal pada rute yang sama

Dalam melaksanakan operasi penarbangan, .. dwajbkan untuk mamalubn
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Demikian disampaikan, atzs perhatiannya divcapkan tenima kasin

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LIDARA



Lampiran Sural Momor

Tanggal
JADWAL PENERBANGAN
(Waktu Setempat)
NO) RUTE TYFE HMOMOR WAKTL WAKTU HARI
PESAWAT | PENERBANGAN | BERANGKAT | DATANG OPERASI
Catatan .

Jadwal penerbangan tersebut di atas telah mendapat perselujuan slot time dari bandara asal
tujuan sebagai berikut

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA




LAMPIRAN |l PERATURAN MENTERI PERHUBLUNGAMN
NOMOR KM 26 TAHUN 2008
CONTOH 3 TANGGAL 25 JUNI Z00B

s,

Momor Jakaria,
Lampiran

Perinal : Penolakan Untuk Melakukan Kegiatan
Angkutan Udara Niaga Berjadwal Kepada

1 Menunjuk surat — surat tersebut di bawah ini ¢

8 Surat ... nomor . .. langgal . perihal permohonan rencana operas
penarbangan kegiatan angkutan udara maga berjadwal |

b. Surat ... nomor: .. tanggal . perhal @ ..

c dsi.

dengan hormat dibentabukan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara belumitidak dapat menyetujul permohonan Saudara  dengan
pertimbangan sebagai berikut

Z Saudara dapat mangaukan kambali permohonan dimaksud apabila telah
menyasuaikan dengan pertimbangan bulir 1 di atas,

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
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LAMPIRAM [l PERATURAN MENTERI PERHUBLINGAMN
CONTOH 4 .-FORMA4 MOMIOR KA 25 TAHUNM 2008

TAMGGAL 25 JUNI 2008

RINCIAN BIAYA

BIAYA LANGSUNG OPERASI ©

BIAYA LANGEUMG TETAP

Biaye Sawa Pesawsl Udare dan atau Biava Penyuautan Pesawal

-Bagl perusshsan yang menguesal pesewal melakbl melode sswa (leasng ) maka harus
manghitung biaya sewa pesawal udara secara rincl [

-Bagi pervsahaan yang memiliki pesawal, harus menghileng bisya Peoyusuten pesawat 'rlngl
dicepankan salama tahun benalan, dengan menguralkan antara ksin - uralan jene dan lipe pesawal
harga parglehan, umur akonomis, nilai buky, melode penyusutan, besar prosentase penyusudtan,
dan |spn-lgn

Biava Asuransi Pecawst Udara

Minimad ferdin darl - nama perusahesan @surans), jwnlabh fanggengan, beser premn asurans, nncian
pembayaranmya, dan BEin-lbin

Biaya Gall Telap Awak Peagwal

Minirmal terdin dari - ureian jabatan awak pesawal, umlsh swak pesawsl, gaji tetap awak pesawal |
per bwlan dan lain-lain |

‘Biaye Gaji Tetap Flight Enginesr, Teknisi, Mekanik dan FOO

I'u'lmlmEll :an:hn dan wraian jabatan |un'Hah pegawal. gajl telap nwawau per bulan dan lain-lan

Minimal terdin dani @ jabatan crew, jumlah crew, j@nes training, besar biaye-training, umur ekonamis
trasning, niEl buki training, metade amaortisasi yang digunakan, basar proseniass amarisas dan
lin-Eain -

Bigya Trairing Crew {untuk trawning yang sifstnyadilakukan secars berianghkal barkala)

Minirmal terdiri dari - jabatan crew, jumiah crew, jenis raining, waslu yang dibutuhkan untuk mangisub
treening, besar bioya training, dan lam-las

BIAYA LANGSUMNG TIDAK TETAP _

Biaye Bahan Sakar Minyak [ BBM | dan Pelumas

Mianirmal terdin dan  jumish BEM atau pelumas yang digunakan dalam satuan unit (misal  iter), tanf
BEM atau pelumas dan lain-Lain

Biaya Parasvatan | Pemelinaraan Pesawat Ldars |
Munimal terdin darl  identitas pesawat, jumiah pesawat, klesdkas: perawatan/ pemeliharsan, jens |
d.an jurrtlan biays sparas part sarta :I-ih Eainnya

S == e e s e
Minimal terdin dari - uradan jabatan, jeris funjangan yang dibernkan, Desar tunjangan per bulan dan |
IElIrH.EII'L

I'IBI'I'I |I'I'1 HHI‘I H.EI.EU EI:IQ
Minimai terdir darl ~ jenis pala:.'anml,_lanf pefayanan, |anis dan berat pesawat dan lein-lain ) |
Bisya Palayanan di Darad (Grognd Handiing)

Manirmad berdlinl danl jenis pelayanan, tanl pelayanan daa lain-dan |

Minimal terdiri darl  jenis makanan, biaya per porsiipenumpang dan ain-lsin

{ BIAYA TIDAE LANGEUNG OPERASI



Lanjutan _

LAMPIRAN (Il PERATURAN MENTER| PERHUBUNGAN
COMNTOH - 4 - FORM 4 HOMOR KM 25 TAHUN 2008
TANGGEAL 25 JUNI 2008

BlaYa TIDAK LANGSUNG QPERASI -

Biaya Umum dan Snisas

Minimal terdini darl . spesifkasi dan besarnya biaya-blaya yang termaszuk dasm Biaya Umum dan
Crganisasi [
Blaya Penyusulan Aktiva Tetap Non Pesawat '

Binimal tardini dan - wra@an jenis aktive tetap non pesawal. harga perclehan, umur ekonomis, mila
Buku, melode panyusulan, besar prosantase panyusutan, dan [&in-lain

Biaya Amodisasi Mon Akliva Telap
Minimial lerdirl dan - urakan [@nis non aktiva tetag harga'biaya perolehan, umur skonomis, nilsd Buk
metode amortisasi, besar prosantase amorlisasi, ten lam-lan

Blaya Gaj Tetap 500 Twak Langsung

Minimal terdin dan - uraEn abatan SOM tidas Bngserg, jumbah S0 das langsung, gaji elap S0M
tidak fangsung per bulan dan lain-ain

Biava Pemasaran dan Penjualan

Minimal berdiri dari - uraian cara pemasaran/penjualan. bizva vang dibulubkan dan lasn-lam

Bigys Komisi Agan

Minimal berdin dan - nama agen, besar prosentase komisl, jumlsh komisi calem rupiah dan lain-lain




CONTOH & LaMPFiIRAN Il FPERATURAN MENTER| FPERHUBUMGAN

HOMOR : KM 28 TAHUMN 2008
TANGOGAL 28 JUNI 2008

LAPORAN KEGIATAN ANGHUTAN UDARA MIAGA
PERUSAHAAN ANGHUTAN UDARA MIAGA TIDAK BIERIADWAL
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CONTOHE LANSIRAN | FERATURAN MENTERI FERHUBUMGEAN
RO ; KM 25 TAHUN 2008
TAMEGEAL @ 26 JUNI 2008

LAPORAN BULAMAN
Produksi Perusahaan Angkutan Udara Miaga Berjadwal Khusus Kamga
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CMTOH - ¥« FORM 1

LAMPIRAR 1] PERATURAN MENTER PERHUBUNGAN
MOMOR | KM 28 TAHUN 008
TANGOAL : 25 JUNI 2008

LASORAN KELAMNGAN
Perusahaan Arnglaian Udera Misge Derjocsnl F Tkink Barjndwal (Penumpeng & Karga) )
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COMION : T FORM 2

LAMPIRAN IH FERATURAN MENTERT PERHUBANGAN
NOEOR KM 28 TAHUN 2008
TAMGGAL | 25 UK #00

LAPPEEN EFLIANGAN
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COMTOH (T -FORM 3

LAMPIRAN 17 PERATIUARON MENTER! PERHLIBLUNGAN
ROMOE M 25 TAHUN 2008
TARGOAL | 35 JUNI 2008

LAPQIAN KELANGAN
Penspahasn Angkutan Udara Maga Barjadwal | Tidsk Berjadwal (Ponumpang & Kamge) *)
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LAMPIRAN Il FERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

CONTOH : 7-FORM 4 MHOMOR KM 28 TAHUN 2008
TAMNGGAL 25 UMW 2008
RINCIAN BIAYA

BIAYA LANGSUNG OPERASH

e - -

i BlaYA LAMGSUNG TETAR
| HigvE S peanval Lidara dan atau Buaye Pem i ey
| -Bagi perusshaan yang menguasal pesawal melslui meiode sews \easing |, make harus
menghitung biaya s8wa pesawat uwdara secar rnne
-Bagi perusshaan yang memiliki pesawal, harus menghitung baya Penyusulan pesawal yang
| dibebankan selama tanun bearjaian, dengan mengurakan antara lan © uraian jenis dan tipe pesawal,

harge perclehan, umur wonomis, nilal buku, metode penyusutan, basar progeniase penyusutan,
dan |ain-ain.
" Biaya Asuransi Pesawat Udara ‘
Minimal terdin darl - nema perusahaan asuningi, jumlah tanggungar, besar premi asuransi, rincian
pembayarannya, dan lan-lain

Braya Gaji Tetap Awak Pesawal
Minmal terdir darl | uraian jabatan ewak pesawal jumiah awak pesawal, ga|l tetap awak pesawa:
par bulan dan |ain-lain

Minima! terdiri dasi: uraian jabatan, jumish pegawai, ga)i lstap pegaswa per bukan dan kin-lain
Biays Amortisas: Training Crew {bagi perchon yang akan menggunakan grew yang menggunakan

creny yang membutubkan ksl e

| Minimal terdini dan - jabatan crew, jumiah crew, jens traming. besar baya traming, Umur ekonomis
fraining, nilai bukw fraining, metode amodisesi yang digunakan, besar prosenisse amorssas, dan |
kain-iain

Minimal terdin dan - jabatan crew, pmilah crew, jenis training, waklu yang dibutvhkan untuk mesngikut
training, besar bimya fraining, dan lain:lan,

BIAYA LANGSUMNG TIDAK TETAP
1 Bahan Bakar ak | BEM | dan mas

Minimal terdiri dar | jumlah BBM alau pelumas yarg digunakan dalam satuan unit (misal  Fec), taif
BEM atau pelumas dan lain-ian

Biaya Parawatan ! Pemaliharasn Pesawal Udara
Minimal terdini dan  |denlites pesawat, jumiah pesewat, klasfikas: perawstan/ pemelharesn, s |
dan |urmilah iaya spare part sera data leinnya.

E g0 A F |

| Minimal terdir dar = uraian jabatan, s Wnangan yang diberikan besar lunangan per bulan oEn |

| lain-lain

leni o ——

' m ajag dan gm{ i Han kalau Eit . I
Minmel terdint dan : jenis pelayanan. tarf pelayanan, jgrs dan beral pesawsat dan laim-lan

& SHRGET e pE
Minmal terdiri dan | jenis pelayanen. tanf pelayanan dan lain-tain

Fin
finimal terdiri dan ;. jonis makanan, biaya per porsiponumpang aan lam-lon

{ BIAYA TIDAK LANGSUNG QPERASI



Lanjulan

LAMPIRAN Il PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
CONTOH : T - FORM 4 MOMOR KM 25 TAHUN 2008

TANGGAL 25 JuMI 2008

BlAYA TIDAK LANGSUNG OPERASI

Biaya Umum dan Organisasi
Minmal terdiri dan -~ spesifikasi dan besernya bieya-biaya yang lermasuk dafam Biaya Umum dan
Crganisasi

Minimial 1grdiri dari uralin nm BRbYE uﬁp non pesawal, harga perolehan, umul ekonomis, nilad |
buku, metoce pnny'uuutEln IJEBHI pmrmrrtma penywsutan, dan tain-lain

I-Irnmul 'rﬂn;hn l:lan'l uraian JHHIE non aktiva tetap, hargatxayva perolehan, umur ekonomis, nilal Buky,
metodes amorfisas, besar prosentase amodisasi, dan &in-lain,

B Gaii Tetan SO Ticsk |
Minirral terdiri dari ;| ursian jabatan S0OM bidek langsung, jumish SDM lidak EBngsung. gaji etap SO
fidak langsung pes bulan dan lan-5in

Baya Pemasaman dan Penjualgn
Minimal lerdin dan = ursian cara pemaseranipanjuaian. baya yang dibutuhkan dan ain-@in
Biaya Komis| Agen

| Mimimal terdiri dar  nama agen, bessr prosentass komisi, jmiah I-c::unls.l dalam nspiah dan |El|-|‘l I.Eln




CONTOH . 8- FORM 1

LAMPEAN Il PERATURAN MENTERI PERHUBUMNGAN
MROMOR KM 26 TAHN 200G
TANGGAL | 26 JUNE 2008
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CONTCH [ 8 - FOomm 3

LAPCHRAN RELANGAN

LAMPIRAK 11 PERATURAN MENTER] PERMUBLNGAN
ROMOR WM 25 TakUN 2003

TARBIAL : 2E JUN| $iaa

Ferusaniam Awyhulan Ucars Mago Bajedwal / Trdsk Reatwal [Penumpang & Kangal

BAD - LARS | BUG)
FAAT 2 INCOME STATEMENT
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LAMPIRAN [I| PERATURAM MENTERI PERHUBUMNGAMN

CONTOH 6-FORM4 NOMOR KM Z5 TAHUN 2008

TaMNGGEAL 25 JUNE 2008

RINCIAN BIAYA '
BIAYA LANGSUNG OPERASI -
BIAYA LANGSUNG TETAP N
Pesgwat Lidara n. i utan Pasa ]

-Bagl perusahaan yang menguasal pesawat melalui metode sewa leasing ), maka harus

rmenghitung biaya sewe pesawal udara secara rinci

-Bagl pervsahaan yang memilki pesawal, harus menghiung biaya Penyusutan pesawat yang |

dibebankan salama tahun berjalan, dengan menguraikan antara lain - wraian jenis dan tipe pesawat,

Lﬂgﬂ p!lll'ﬂﬁlhih- umur akonomia, rdai buky, metede penyusdtan, besar prosantase penyusutan,
m klam-lamn

Biaya Asuranzi Pezawal Lidarp

Minimal terdiri dari - nama perusahasn aswansi, jumiah langgungan. besar prémi asurans, rincian
pembayarannya, dan lain-lain

Biava Gaji Tetap Awak Pasawat
Minimal terdirl den  ursian @abatan awak pesswat, juriah awsk pesswal, gap telep swak pesawat
per buken dan lan-tain

| fain-|ain.

trainemg . besar biaya fraining, dan lsn-lain.

Ha i T iggh ingar, Tiakni rik
I'uﬂnnaﬂ-nl terdin gan usalan :ﬂl:m'ban pmlﬁll pegEwal, gup Ictap |:|=5ilﬂwm e bulon dan in-fan

Minimal terdiri dar ; gbatan crew, jumileh crew, jenis mINng, besar biEya frainng, mur gskonomis
frainimg, mile buku fraining, matods emortissse yang digunakan, besar prosentass amortisasl, dan |

a Training Crew (uniuk traine ' rkukan secars berangka berkala)
Mirimal lerdin dan | jabafan crew, jumiah crew, (enis training, wakiu yang dibutuhkan uniuk mengikub

BIAYA LANGSUNG TIDAK TETAP |

rn Bakar Min BEM | den Pelumas

Mirimal terdin dari ; jumiah BBM atau pelumas yang digunskan dalam satuan wnit (misal | liter), tanf
BEM atau pelumas dan lain-lain, |

i tan _/ Pemal n Pa . B

Mnimal terdini das © idenfitas pesawal, |umian pesawal, hlasiies) perawaian’ pemellharean. jeinis
dan pmiah biaya spars part serta l:lltﬂ lainsya

B ” L =

lain-lan

Biaya T i
Mrirmal terdin cani | uraan |abatan, jenis tunjangan yeng diberikan, basar tunjangan per bulan dan

Minimal terdin dan N pelayanan, ari palayanan jEI'IIE dan tlEﬂ'Et pesawat dan lain-lan

"Biaya Pelavanan di Oaraf [Ground Handing|
Minimal tardin dan  jens nnlnymnn tar palayanan dan Bn-tan

Baaye Catering S
Minimal tardin |:Ian ]'I'I‘I!-E mahanin hﬂ:.rl per nnmh':runumpa ng dan kin-fan

e P e L L e . =

f Blaye TIDAK LAMNGSUNG OPERASI



Langsan

LAMPIRAN IIl PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
CONTOH . &« FORM 4 MOMOR KM 25 TAHUN 2008

TANGGEAL 25 JUNI 2008

BIAYA TIDAK LANGSUNG OFERAS ; i

| Bigya Umum dan Organisasi -
|
| Minimal terdiri dan = spesifikasi dan besamys baya-biaya yang termasuk dalam Biaya Umum dan
Organisas,
Bigya Fenyusulan Aktiva Tatap Mon Pesawal
Minima ferdri dan = uraian jenis skiiva tetap non pesawat, harga percishan, umur ekonomis, nilgi
Buku, metode penyusutan, besar prosentase peanyusulan, den lain-lan

Amortisasi Non Aktiva Tetap o
Minimal terdin dari . uraian jenis non aktiva tetap, nargaltiaya perolehan, umar skeaomes. nilsi buku,
metode amorisasi, besar prosentase amortisasi, dan lain-lain

Biaya Gaji Tetap SDM Tidak Langsung |

Minimal berdiri dari . uraan jabetan S0M tidak langsung, jumiah S0OM tdak langsung, gajl 1etas SOM
Iszak langsung per bufan dan lain-tain.

B Pem Peni
Mimimal terdini dari - uraian cara gemasaranipenjualan, biava yang dibutuhkan dan &in-lain

Bi T

Mirireal terdini dari - nama agen, besar prosantase komes:, [umiah Komis datam rupian dan @am-an




CONTOH 9 LAMPIRAN Il PERATURAN MENTERI PERHUBUMNGAN
RCHMOR @ KM 26 TAHLN 2008
TANGGAL : 25 JUMNI 2008

LAPORAN BULAMAKN
Produksi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjedwal

]

Wanih

AR . ! | ToTaLALL serwices ALL-FREIGHT BERVICES OhLY
| Dan (Fagmangor, Mail ani Fraigin (meiuded in eohan o anid e @ite

Froo Deacnglion unit | Inchigiing A siph]
| goce [ Clasaifed by fight stage i Cilssaified by Night slage

I - INTE R A TIOMAL DOMESTE INTERMATICIHAL OONESTIE

| '-.!_-___-_b_ : I & | a L] | r g
|| NON-SCHEDULED REVEWUE FLiGHTS 3 ' '
| a0 R — 00

2 N Arcal departuras T I

030 4 Arcefhous numeer |

A04r 15 Passengers cavind (Tobh MmEes | = { .
| n} on mokswe four passengars anky [He] ‘
2050 |16 Froight rones carred | umber |
| 383 17 Passengertlomesss part {Totl T o |

. al on Irclushke tosrs ooy ® I oo . |
2070 18 Sesl-ulomalned seeilebe aog o | =
8 Tanre-&lomaines parforned

2001 2) Passungars (nc bagpéga) on | 18 | B

F{H: by Fgsigng @ mai ]

2094 o Toiali19a + 150) V] |

2o M Toness-Kiometres avasiabis i ] |

T
'HON-REVEHWUE FLIGHTS |
3% 121 Aircrall hours niurmbar
Fiamarks (inchifing imssion o gm uraveidabls devistons fram I‘-:l:I'IIrﬂl Iestruchiong )}

* T farm & @ pivhins of e Toalis



CORNTOH 10 LAMPIRAM Il PERATURAM MEMTERI PERHUBURNGAM

NOMOR KM 25 TAHUN 2008
TAMRGGAL @ 25 JUN| 2008

LAPQORAN PRODUKS] ANGRUTAN LUDARA
KREGIATAN ANGRUTAN UDARA BUMAMN MIAGA

E?E

Mo

Eimsalias | Jarm Panarbangan
Lraian Sabuan Clagsified by Nght stage

Dascrighion Linat INTERNASIONAL DOMESTER dumah Crparas:
INTERWATIONAL DOMESTIC Tata' Cperation

b - d “ |

A, REVENUE TRANSPORT FLIGHTS

Ayeralt Bomames

Ezberanghatan pesemval
Avrcraf? deparfuros

BT ErRaNng

Adreralt hows
Panumpang disngsur
Passeigers carmind i

Muatan digngioat
Fresgnl fannes canmad




CONTOH 1

Nomaor

Lampiran

Pearihal

—

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBLUIMGAN

MHOMOR KM 25 TAHLUN 2008
TAMGGAL 25 JUNI 2008
Jakarta,
! Parsatujuan Rencana Operasi
Panerbangan Beradwal Luar Nager Kepada
Yih .
i
JAKARTA

n Yth:

Menunjuk surat ... *OTO; tanggal .. perihal permobanen rencana
operasi penerbangan berjadwal luar negeri, dengan hormat diberitahukan
bahwa pada prinsipnya Direkforat Jenderal Perhubungan Udara dapat
menyetuui rencana operasi penerbangan dimaksud sabagai benkut

Mo Rute (pp) ~ Tipe Pesawat | Frekuensi / minggu
L O T o

3 | Ost = | == -

Adapun rencana operasi penerbangan secars lengkap sebagaimana terlampir,
dan baraku untuk penode ST ARINTET.

Dalam melaksanakan operas: peneroangan, drwajiokan uniuk mematuh
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Damikian disampaikan, atas perhatiannya divcapkan terima kasin

DIREKTUR JENDERAL PERHUBLINGAN UDARA




ILampiran Surat Momaor

| angyal
JADWAL PENERBANGAN
(Waktu Setempat)
NG RUTE TYPE NOMOR WAKTU ViaKTU Hakl
PESAWAT | PENERBANGAN | BERANGEAT DATANG OPERASI
. 1 =
—ata

Jadwal penerbangan tersebut di atas telah mendapat persetujuan slot time dari bandara asal dan
tujuan sebagai berikut

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA




LAMPIRAM [V PERATURAN MEMTERI PERHUBUNGAN

MOMOR KM 28 TAHLMN 2008
CONTOH 2 TAMGEAL 26 JUMI 2008
MNamar Jakarta,
Lampiran
Fenhal * Penolakan Rencana Operasi
Penerbangan Beradwal Luar Megeri Kepada
¥ih
oli
JAKARTA
1 Menunjuk zurat .. nomaor @ . fanggal | perinal permehonan rencana
cperasi penerbangan niaga berjadwal luar neger, dengan  hormat
dibaritahukan babwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belumdtidak
dapat menyetujui rencana operssi penarbangan dimaksud dengan
pertimbangan sebagai berikut |
BT | et o0l B ki il i kel el 5 5 Bl S
B e e
B pibemtttt 44 barenbretaasbbttr et b AT A H
2 Saudara dapat mengajukan kembal parmohonan dimaksud apabila telah
menyesuaikan deangan pertimbangan butir 1 di atas.
3. Demikian dsampaikan, atas perhatiannya diucapkan lerima kasih,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Tembusan Yith
j PR



LAMPIRAN IV PERATLURAN MENMTERI FERHUBLUNGAN

MWONOR KM 25 TAHUN 2008
COMNTOH 3 TAMNGGAL 25 JUMI 2008
Momaor Jakarta,
Lampiran
Peribal . Persefujuan Perubahan Rencana DOperas: Kepada
Penarbangan Berjadwal Luar Negen Yth o
di
JAKARTA
. Menunjuk sural . nomor tanggal .. perihal permohonan perubahan
rencana operasi penerbangan niaga berjadwal luar negerl, dengan hormat
diberitahukan bahwa pada prinsipnya Direktoral Jenderal Perhubungan Udara
gapat menyefujul perubahan rencana operas: penerbangan dimaksud sebagal
berikut
Mo Rute (pp) Tipe Pesawat Frekuensi / minggu '
_1_ . I
2 |lsmeaaEs |
3 [ dst B |
Adapun perubahan rencana operasi penerbangan  secara  lengkap
sebagatmana terlampir, dan beriaku untuk periode summerfwirter,
. Dalam melaksanakan operasl penerbangan, diwajibkan untuk mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima Kasih.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



Lampiran Sural Nomor

Tanggal
JAaDwaL PENERBANGAM
" vaktu Setempat)
TE TYPE NOMOR WaAKTL WAKTLU HARI
NG| RU PESAWAT | PENERBANGAN | BERANGKAT | DATANG | OPERASI
|
Catatan . )
Jadwal penerbangan tersebut di atas ielah mendapat persetujuan siof time dari bandara asal

tujuan sebagai berkut |

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA




CONTOH 4

Nomar
Lampiran

LamMPIRAN & PERATURAN MENTERI PERHUBUMGAMN
NOMOR EM 25 TAHUM 2008
TANGGAL 25 JUNI 2008

Jakarta,

Ferinal FPenclakan Perubehan Rencana Operasi
FPenerbangan Berjadwal Luar Negen Fepada

i § CARTERC O
JAKARTA

Menunjuk surat .. nomor @ .. tanggal ... perihal permohonan perubahan
renceéna operasi penerbangan niaga benadwal luar negerl, dengan hormat
diberitahukan bahwa Direktorat Jenceral Perhubungan Udara belumitidak
dapal menyetujui perubahan rencana operas| penerbangan dimaksud,
dengan pertimbangan sebagal berikut

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud, apabila telah
menyesuaikan dengan pertimbangan butir 1 di atas

Demikian disampaikan, atas perhatiannya divcapkan terima kasin

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



LAMPIRAN v PERATURAN MENTER| PERHLIBUNGAN

NOMOR KM 25 TAHLUN 2008
CONTOH B TAMNGGAL ;25 JUNI 2008
Momar Jaxarta,
Lampiran .
Perihal : Persetujuan Penambahan Kapasilas Kepada
TR, o
di
JAKARTA

Tembusan Yth

Menunjuk surat nomor ..., tenggal.... peribal ... dengan hormat diberitahukan
bahwa pada prinsipnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat
menyetuju rencana penambahan kapasitas angkutan udara oleh... , dengan
perincian sebagal bankut ;

Mo Rute (pp) Tipe Pesawat | Frekuensi/ minggu

T | i
P

3 | dst

. Adapun jadwal penerbangan penambahan kapasitas angkutan udara secara

lengkap sebagaimana terlampir, dan berlaku uniuk periode  summen1WVinter

Calam melaksanakan operasi penerbangan, . .. diwajibkan untuk mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cemikian disampaikan, atas perhatannya divcapkan tenma kasih,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA




Lampiran Surat Nomor

Tanggal
JADWAL PENERBANGAN
(Waktu Setemrpat)
o | RuTE TYPE NOMOR WAKTU WAKTU HAR
FESAWAT | PENERBANGAN | BERANGKAT | DATANG | OPERASI
Catatan -

Jadwal penerbangan tersabut 4l atas telan mendapal persetujuan siof fime dari bandara asal
tujuan sebagai barikut

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,




LAMFIRAN IV FERATURAN MEMTERI PERHUBLUNGAN

MNOHDIR FM 25 TAHLIN 2008
CONTOH & TANGGAL 25 JUMI 2008
Maomar . Jakarta,
Lampliran
Perikal . Pencfakan Penambahan Kapasitas Kepada
14 LR W s Ty e e

di

JAKART &

1. Manunjuk sural nomor .. tanggal... penhal.... dengan  harmat
diberitanukan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belumfidak
dapat menyelujui permohonan penambahan kapasitas yang Saudara
ajukan, dengan patimbangan sabagal berikut
BE i bbbty AR T T T R i
1 OO
I " et v b b A T Ad P b L T

2. Demikan disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAMN UDARA
JENTEUR N RN TRAN S—
Tembusan Yth
1

2



CONTOH 1

Momaor
Lampiran
Parnhal

LAMPIRAN % PERATURAM MEMNTERI PERHUBLNGAN

NOMOR © KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL ¢ 25 JUNI 2008
Jakaria;
! Persatujuan Rencana Operasi
Penerbangan Berjadwal Luar Negeri Kepada
' | e R B R A
d
JAKARTA

. Menunjuk surat ... namar . ... tanggal .., perihal permeohonan rencana

operasi penerbangan niaga bergadwal luar neger, dengan hormat
diberitahukan bahwa pada prinsipnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
dapat menyetujui pelaksansan operasi peneroengan dimaksud oleh .
dangan perincian sebagal bariku

Ma _Iﬁa:[ﬁuﬁ - ”_ﬁér_ﬁe_sawat !_FI'EPZIJEI'ISH'H'HHQ-Q-U_-

o B ST

. Adapun rencanas operast penerbangan secara lengkep sebagaimana

terlampir, dan beriaky uniuk periode Surmmigrwinier

. Dalam melaksanakan operasi penerbangan, ... diwajibkan untuk mermatuhi

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasin

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LIDARA




Lampiran Surat Momor

Tanggal
JADWAL PENERBANGAN
(Wakiu Setempat)
NO BUTE TYPE NOMOR WakKTU WAKTLU HARI
PESAWAT | PENERBANGAN | BERANGKAT | DATAMNG OPERASH
Catatan

Jadwal penerbangan tersebul di atas telah mendapat persetyjuan siat tims dan International

slot kardinator dan instans: terkai, sebagal berikut:

1

2

Surat
dst..,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA




TN &

Momaor
Lampiran
Perihal
Tembusan Yth
1 : ;

LAMPIRAN % PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM 25 TAHUN 2008
TANGEAL 25 JUNL 2008
Jakarta,
Fenclakan Rencana Operasi
Panarbangan Benadwal Luar Negeri Kepada
05 - 1 5 I TRt by
di
JAKARTA

Menumjuk surat ... nomor | . tanggal . parhal permohonan rencana
operagi panerbangan niags  berjadwal luar negen, dengan hormat
diberitahukan bahwa Direktoral Jenderal Perhubungan Udara belumitidak
dapat menyetujui rencana operasi penerbangan dimaksud, dengan
pertimbangan sebagai berikut |

Saudara dapal mengajukan kembali permchonan dimaksud apabila telah
menyesuaikan dengan perimbangan butr 1 d: atas

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUMNGAN UDARA



LAMPIRAN W PERATURAM MENTERI PERHUBUNGAM

NOMOR KN 28 TAHUN 2008

CONTOH 3 TANGGAL 256 JumMl 2008
Nomor : Jakarta,
Lampiran
Parital . Parsstujuan Perubahan Rencana Oparasi Kepada

Fenerbangan Beradwal Luar Megeri b | o Z AT RE

di
A RTA
1. Menumnjuk surat ... nomor | ... tanggal ... perihal permohonan perubahan

rencana operasi penerbangan niaga berjadwal luar negen, dengan hormat
dibaritahukan bahwa pads prinsipnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
dapat menyetuju perubahan rencana operasi penerbangan dimaksud oleh

....... , sebagail berikut
Mo Rute (pp) Tipe Pesawat | Frekuens:/ minggu
TR REASSSAONRAN '
. I rT—— ]
3 | dsl

2 Adapun rencana operasi penerbangan secara lengkap sebagaimana terdampir,
dan beriaku untuk periode SUrmrrerwinbe

3 Dalam melaksanakan operasi pgnerbangan, . diwajibxan uniuk mamatuh
peraturan perundang-undangan yang berlaku

4 Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan tenma kasin

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Tambusan Yth



Lampiran Surat Nomor

Tanggal
JaDWaL PEMERBANGAN
 (Wakiu Setempat)
NO RUTE TYPE NOMOR WAKTL WAKTLU HARI
FPESAWAT | PENERBANGAN | BERANGKAT  DATANG OPERASI
Catatan

Jadwal penerbangan tersebut di atas telah mendapat persetujuan sicf time dan intermational glot

kordinator dan instansi yang terkait, sebagan berikut |

1. Swurat ...
2. dst..

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAMN UDARA




CONTOH 4

Momar
Lampiran
Ferhal

LAMPIRAN Y PERATURAM MENMTERI PERHUBUMNGAN

NOMOR KM 25 TAHUN 2008
TANGEAL 25 UM 2008
Jakarta,
' Penolakan Perubahan Rencana Operasi Kepada
Fenerbangan Berjadwal Luar Negar Wi i
i
JAKARTA
1 Menunjuk sural ... nomor .., tanggal ... perihal permohonan perubahan

rencana operasl panerbangan niaga beradwal luar neger, dengan
hormat diberitahukan bahwa Direkiorat Jenderal Perhubungan Udara
belum/tidak dapat menyetujui perubahan rencana operasi penerbangan
dimaksud oleh ... dengan pertimbangan sabagal Denkut ©

2 Saudara dapat mengajukan kemball parmohonan dimaksud apabida telah
menyesuatkan dengan perbmbangan butir 1 di atas.

3 Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,



LASFIRAN v FERATURLAN BIENTER PERMUBUNGAN
MOROR | MM 25 TAHUN 0B
TANGGAL 25 JUNI 300

LAPQFAN HEGIATAN ANGHUTAN UDARA MIAGA DAN TUHAN MAGAS LUAR HEDER!
PFERURAHAAN ANGELITAN UDARA NASIONAL DAN PEFPISAHAAN ANCHUTAN LDARA ASING

M Tt | Fendmyman Angsutan Ldam |
Tk Posiwal| | Juimisn Padare | [T — Masvbtiue Trglic
Fries o AsTrat s Féght Tams Dot Py | ot e Daps el Pwumgang | Ve | Po
Pawsrge few | Trew Sapcas Cas Prusamgn: [pa— .

[ty | P ) [Tein 1 Tiormas J kA ¢ Pbe) | (R e | A ¢ Pl




LAMPIRAN Vi PERATLURAN MENTERI PERHUBLINGAN
MOMOR | KM 25 TAHUM 2008

COMTOH 1 TANGGAL © 25 JUNI 2008
Momor : Jakarta,
Lampiran
Perihal . Paringatan I/ Il / 11I*)
lzin Usaha/ [zin Kagiatan Kepada
Angkutan Udara
Miaga/Bukan Miaga®) Yth : Direktur Utama / Penanggung Jawab
S B ;
di
1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor . ... lahun ... tentang
Angkutan Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor -~ . ... @&hun

........... tentang Fenyelenggaraan Angkutan Udara, pemegang zin usaha/
izin kegiatan®) angkutan udara niaga’ bukan niaga®) diwajibkan
................ {sesual Pasal 9 kecuali huruf a, Pasal 16 kecuall huru! 8, Pasal 35
ayal (1), Pasal 36, Pasal 42 ayal (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayat (1),
Fasal 53 ayat {2), Fasal 56 ayat (1), Pasal 93 dan Pasal 98),

2. Perusahaan Saudara / P.TJ ... ... sebagal pemegang izin usahal izin
kegiatan®) perusahaan angkutan udara niagal bukan nizga®) nomor
............ . tanggal ..o, sampal dengan saab ini belum melakukan
perbalkar sasual pelanggaran ..., (Pasal 9 kecuall huruf a3, Pasal 18
kecuali huruf a, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 42 ayal (1), Pasal 47 ayat
{1}, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat {2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 82 dan
Pasal 98). Dengan demikian perusahesan Saudara / PT./ e Telah
melanggar ketentuan vang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomer
.......... dabhun .. tEolang ... dEn Peraluranr  Menteri
Perhubungan nemoar & ... tahun ... DEPLATR . —cisanining
Berdasarkan perlimbangan tersebut maka kepada perusahaan Saudara
PTd ... diberikan Peringatar Tertulis Pertama [ Kedua  Retiga °)

3 Apabila dalam tenggang wakiu 1 (satu) bulan sejak dierbitkannya
paringatan terulls pertama inl perusahaan Saudara | PT. .. balum
melakukan perbaikan sesuai pelanggaran . (Pasal 9 keacual huruf a
Pasal 18 kecuali huruf a, Pasal 35, Pasal 47, Pasal 52, Pasal 53 ayat (2),
Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 83) akan dilakukan tindakan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

4. Demikian disampaikan, untuk menad perhatian Saudara

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAMN UDARA

Tembusan Yih |

1. Sesdifjen Pechubungan Udara,

2.  Direktur Angkutan Lidara;

3. Direktur Sertifikasi Kelaikan Udara.

*\ Coret yang lidak parly



CONTOH 2

Maomar

L

Parhal

T
1

ampiran

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERHUBUMNGAN
HOMOR KM 25 TAHUN 2008
TANGGAL | 25 JUM 2008

Jakarta, oo

Pembekuan

Izin Usaha! lzin Kegiatan
Angkutan Lidara

Niaga/ Bukan MNiaga*) Kepada

Yih | Direkiur Utama .rF'ananggung Jawab
| ] [ e : ;
di

Menunjuk surat Direkioratl Jenderal Perhubung an Udara nomor ! ........
tanggal ............... perihal peringatan kefiga izin usahal izin I'.ﬂ-gla'lan ")
angkutan udara niaga/ bukan niaga®) , dengan ini diberitahukan bahwa
sampai dengan saat ini perusahaan Saudara FP.T.0 .. .. balum
melakukan perbaikan sesuai ... (Pasal 8 kecuall huruf a, Pasal 18 kecuai
huruf a, Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1),
Pasal 52 ayat (1). Pasal 53 ayal (2], Paszal 56 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal
@),

Berdasarkan hal tersabut di atas, perusahaan Saudara /| P T ...

talah melang-gar kataentuan Yang digtur dalam Peraturan Pameanntah nnmur
.......... tahun ... tentang dan Persturan Meanter Perhubungan
MOmor FERUESUSUSPRRINS | | | || ; [T entang. .o Atas  dasar
perimbangan tersebul, kepada Perusahaan Angkutan Udara Hiagal Bukan
Miaga®) Saudara’! P.T. ...._....nomer ......... tanggal. .. ... .
dinyatakan dibekukan.

Apabila dalam ftenggang wakiu 1 (satu) bulan sejak  diterbitkannya
Pembekuan lzin Usahal lzin Kegiatan®) ini perusahaan Saudara / P.T.
....... belum melakuken perbaikan sesuai pelanggaran . .. \Pasal 9
hecuaﬁ huruf @, Pesal 16 kecuali huruf &, Pazal 35 avat (1), F"BEEl 34, Pasal
42 ayat (1), Fasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayal (1), Pasal 53 ayat (2), Fasal 56
ayat (1), Pasal 93 dan Pasal 98), maka akan dilakukan tindakan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yarng berlaku

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Sesditjen Perhubungan Udara,
2 Direktur Angkutan Udara;
3 Direkiur Sartifikas) Kelaikan Udara.

*| Covel vang fdow periy



CONTOH 3

Momar
Lampiran .

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERHUBLINGGAN
NOMOR  : KM 285 TAHUN 2008
TANGGAL - 25 JUNI 2008

Jakarta, 0 e ,

Parhal . Pencabutan
lzin Usahal |zin Kegiatan®)
Angkutan Uidara
Miaga/ Bukan Miaga®) Kepada

Tembysan Y. |

¥th.: Direktur Utama/Penanggung Jawab
e o R

Menunjuk surgt Direkioral Jenderal Perhubungan Udara nomor | A
tanggal ... perinal pembekuan zin usana/ [zin kegiatan®) perusahaan
anghkutan udara niaga’ bukan nlaga®), dengan ini dibentahukan bahwa hingga
saal ini perusahaan Saudara/ PTJ i belum melakukan parbaikan
gesudi pelanggaran (Fasal 9 kecuali huruf a, Pasal 16 kecuali huruf a, Pasal 35
ayat (1), Pasal 36, Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53
avat (2}, Pasal 56 ayal (1), Pasal 23 dan Fasal 88) sebagai tindak lanjut terhadap
surat pembekuan izin usahal izin kegiatan *) tersabut.

Memperhatikan butir 1 (satu) tersebut di ates, dan sesual Peraturan Pemerintah
FAERTHON - oniiiieis tahun i tertang ..o serta Peraiuran Menters
Perhubungan nomar.............., tanggal o, tentang maka
izin usaha/ zin kegiatan') angkutan udars niaga / bukan niaga") aias nama P T/
............. L onamor ... ... tanggal ... . dinyatakan dicabut,
Dengan dicabulnys izin usaha! zin kegiatan®) tersebut, maka terhitung mulsi
tanggal surat ini dikeluarkan, PTJ .. i fidek terdafiar sebags
perusahaan angkutan wdara niaga’ bukan piage®) di Direktoral Jenderad
Perhubungan Udara.

Demiklan disampaikan, untuk manjadl perhatian Saudara.

An. MENTERI PERHUBUNGAN
Chrekiur Jenderal Parhubungan Udara

1. Sesditjen Perhubungan Udara;
2. Direktur Angkutan Udara:
3. Direktur Serificasi Kelaikan Udara.

*y Clomt pang Foak panu

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMARN SYAFI DJAMAL



